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BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1480, 2021 BAPETEN. ASN. Kode Etik. Kode Perilaku. 

Pencabutan. 
 
 

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA NASKAH DINAS DAN KLASIFIKASI ARSIP  

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PEGAWAS TENAGA NUKLIR, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan naskah dinas 

yang seragam, efektif, dan efisien, diperlukan pedoman 

tata naskah dinas dan klasifikasi arsip di lingkungan 

Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 

  b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 

10 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di 

Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-

undangan, sehingga perlu diganti; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Tata 

Naskah Dinas dan Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan 

Pengawas Tenaga Nuklir; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 

Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3676); 

  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5071); 

  3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan 

Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 322); 

  4. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1452); 

  5. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1453); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG 

TATA NASKAH DINAS DAN KLASIFIKASI ARSIP DI 

LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 
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1. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 

2. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan jenis, susunan 

dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat 

penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan 

dalam komunikasi kedinasan. 

3. Naskah Dinas adalah komunikasi tulis sebagai alat 

komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan 

Badan dalam rangka penyelenggaraan tugas 

pemerintahan. 

4. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah 

semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan 

arsip di lingkungannya. 

5. Dokumen adalah semua tulisan/pernyataan 

terdokumentasi yang memuat ketentuan, petunjuk 

umum/khusus, prosedur, instruksi dan referensi, yang 

dibuat sebelum pelaksanaan proses-proses/kegiatan dan 

digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan proses-

proses/kegiatan dan media pendukungnya.  

6. Pejabat Penandatangan adalah pejabat yang 

menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.  

7. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan 

dalam burung garuda sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 

berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 

diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 

organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam 

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

9. Kode adalah tanda pengenal masalah dari klasifikasi 

arsip untuk menyimpan dokumen ke tempat 

penyimpanannya.  
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10. Klasifikasi adalah pengelompokkan naskah berdasarkan 

isi masalah, pokok masalah atau perihal yang 

terkandung didalamnya.  

11. Kode Klasifikasi adalah bagian dari klasifikasi arsip yang 

menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk huruf, 

angka atau gabungan huruf dan angka yang berfungsi 

sebagai penuntun terhadap letak dokumen di tempat 

penyimpanan.  

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Badan ini merupakan pedoman 

penyelenggaraan pengelolaan Naskah Dinas di 

lingkungan Badan. 

(2) Pedoman sebagimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 

untuk menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang 

berhasil guna dan berdaya guna dalam pelaksanaan 

administrasi umum di lingkungan Badan. 

 

Pasal 3 

Tata Naskah Dinas meliputi: 

a. Jenis, susunan dan bentuk Naskah Dinas; 

b. pembuatan Naskah Dinas; 

c. Pejabat Penandatangan Naskah Dinas; 

d. pengamanan Naskah Dinas;  

e. pengendalian Naskah Dinas; dan 

f. Klasifikasi Arsip. 

 

BAB II 

JENIS SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 4 

Jenis Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a terdiri atas: 

a. Naskah Dinas arahan; 

b. Naskah Dinas korespondensi; 
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c. Naskah Dinas khusus; dan 

d. Naskah Dinas lainnya. 

 

Bagian Kedua 

Naskah Dinas Arahan 

 

Pasal 5 

Naskah Dinas arahan terdiri atas: 

a. Naskah Dinas pengaturan; 

b. Naskah Dinas penetapan; dan 

c. Naskah Dinas penugasan. 

 

Paragraf 1 

Naskah Dinas Pengaturan 

 

Pasal 6 

Jenis Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: 

a. peraturan perundang-undangan; 

b. instruksi; 

c. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan; 

dan 

d. surat edaran. 

 

Pasal 7 

Ketentuan mengenai proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan, dan teknik penyusunan peraturan 

perundang-undangan terdiri atas kerangka peraturan 

perundang-undangan, hal-hal khusus, ragam bahasa 

peraturan perundang-undangan, serta bentuk rancangan 

peraturan perundang-undangan diatur sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 8 

(1) Instruksi merupakan Naskah Dinas pengaturan yang 

memuat perintah berupa petunjuk/arahan teknis 

tentang pelaksanaan kebijakan suatu peraturan. 

(2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Kepala Badan. 

 

Pasal 9 

(1) Susunan dan bentuk instruksi terdiri atas: 

a. kepala; 

b. konsiderans; 

c. batang tubuh; dan 

d. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk instruksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 10 

(1) Standar operasional prosedur administasi pemerintahan 

merupakan standar operasional prosedur dari berbagai 

proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Standar operasional prosedur administasi pemerintahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Standar Operasional Prosedur administasi 

pemerintahan Lembaga yang mengatur hal terkait 

internal Badan yang berlaku untuk seluruh unit 

kerja; dan 

b. Standar Operasional Prosedur administasi 

pemerintahan Unit Kerja yang mengatur hal terkait 

internal unit kerja yang hanya berlaku di unit kerja 

tersebut. 

(3) Standar Operasional Prosedur administasi pemerintahan 

Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Utama. 
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(4) Standar Operasional Prosedur administasi pemerintahan 

Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja, atau 

Kepala Balai Diklat sesuai dengan tugas, fungsi, 

wewenang, dan tanggung jawabnya. 

(5) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk standar 

operasional prosedur administasi pemerintahan diatur 

sesuai dengan peraturan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

aparatur negara tentang pedoman penyusunan standar 

operasional prosedur administrasi pemerintahan. 

 

Pasal 11 

(1) Surat edaran merupakan Naskah Dinas yang memuat 

pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap 

penting dan mendesak. 

(2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Kepala Badan, dan dapat didelegasikan 

kepada Sekretaris Utama atau Deputi yang ditunjuk 

sesuai dengan substansi Surat Edaran. 

 

Pasal 12 

(1) Susunan dan bentuk surat edaran terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat edaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini 

 

Paragraf 2 

Naskah Dinas Penetapan 

 

Pasal 13 

(1) Naskah dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf b disusun dalam bentuk keputusan. 
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(2) Pejabat yang berwenang menetapkan dan 

menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan Kepala Badan atau pejabat lain 

yang menerima pelimpahan wewenang. 

 

Pasal 14 

(1) Susunan dan Bentuk Keputusan terdiri atas: 

a. kepala; 

b. konsiderans; 

c. diktum; 

d. batang tubuh; dan 

e. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk keputusan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini 

 

Paragraf 3 

Naskah Dinas Penugasan 

 

Pasal 15 

Naskah Dinas Penugasan terdiri atas: 

a. surat perintah; dan 

b. surat tugas. 

 

Pasal 16 

(1) Surat perintah merupakan Naskah Dinas dari atasan 

atau pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada 

bawahan atau pegawai lainnya. 

(2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. 

 

Pasal 17 

(1) Surat tugas merupakan Naskah Dinas dari atasan atau 

pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada bawahan 

atau pegawai lainnya.  
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(2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi 

penugasan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

 

Pasal 18 

Surat perintah dan surat tugas dibuat dan ditandatangani 

oleh atasan atau pejabat yang berdasarkan lingkup tugas, 

wewenang dan tanggung jawabnya. 

 

Pasal 19 

(1) Susunan dan bentuk surat perintah dan surat tugas 

terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat perintah 

dan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini 

 

Bagian Ketiga 

Naskah Dinas Korespondensi 

 

Pasal 20 

Naskah Dinas Korespondensi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf b terdiri atas: 

a. Naskah Dinas korespondensi internal; dan 

b. Naskah Dinas korespondensi eksternal. 

 

Paragraf 1 

Naskah Dinas Korespondensi Internal 

 

Pasal 21 

Naskah Dinas Korespondensi internal meliputi: 

a. nota dinas; 

b. surat undangan internal; 

c. memorandum; dan 
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d. disposisi. 

 

Pasal 22 

(1) Nota dinas merupakan Naskah Dinas internal yang 

dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas guna 

menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, 

permintaan, atau penyampaian kepada pejabat lain.  

(2) Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 

hal yang bersifat rutin, berupa catatan ringkas yang 

tidak memerlukan penjelasan yang panjang, dan dapat 

langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang 

dituju. 

(3) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 

dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 

minimal kepala unit kerja dan/atau balai pendidikan dan 

pelatihan berdasarkan lingkup tugas, wewenang dan 

tanggung jawabnya. 

 

Pasal 23 

Dalam penyusunan Nota Dinas memperhatikan hal sebagai 

berikut: 

a. nota dinas tidak dibubuhi cap dinas; dan 

b. paling sedikit harus mencantumkan nomor, Kode 

Klasifikasi dan tahun. 

 

Pasal 24 

(1) Susunan dan Bentuk Nota Dinas terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk nota dinas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini. 
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Pasal 25 

(1) Surat undangan internal merupakan surat dinas yang 

memuat undangan kepada pejabat/pegawai di 

lingkungan Badan yang tersebut pada alamat tujuan 

untuk menghadiri acara kedinasan tertentu, antara lain 

dan tidak terbatas pada pelantikan pegawai, upacara, 

dan pertemuan. 

(2) Surat undangan internal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 

minimal kepala unit kerja dan/atau balai pendidikan dan 

pelatihan berdasarkan lingkup tugas, wewenang dan 

tanggung jawabnya. 

 

Pasal 26 

(3) Susunan dan bentuk surat undangan internal terdiri 

atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat 

undangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini 

 

Pasal 27 

(1) Memorandum merupakan Naskah Dinas internal yang 

dibuat oleh Pejabat yang berwenang kepada pejabat di 

bawahnya untuk menyampaikan informasi kedinasan 

yang bersifat mengingatkan suatu masalah, 

menyampaikan arahan, peringatan, saran atau pendapat 

kedinasan. 

(2) Memorandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuat pejabat yang berwenang minimal kepala unit kerja 

dan/atau balai pendidikan dan pelatihan berdasarkan 

lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. 
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Pasal 28 

(1) Susunan dan bentuk memorandum terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk memorandum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 29 

(1) Disposisi merupakan sarana yang digunakan oleh 

pimpinan untuk memberikan wewenang dan tugas 

kepada bawahan baik struktural maupun fungsional 

dalam bentuk perintah atau instruksi secara singkat dan 

jelas guna memproses dan/atau menyelesaikan suatu 

surat.  

(2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimaksudkan agar pimpinan tidak menulis 

perintah/instruksinya pada surat.  

(3) Disposisi menjadi satu kesatuan dengan surat sehingga 

tidak dapat dipisahkan dengan surat baik untuk 

kepentingan pemberkasan maupun penyusutan Arsip.  

(4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk disposisi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini 

 

Paragraf 2 

Naskah Dinas Korespondensi Eksternal 

 

Pasal 30 

Naskah Dinas korespondensi eksternal meliputi: 

a. surat dinas; dan 

b. surat undangan eksternal. 
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Pasal 31 

(1) Surat Dinas merupakan naskah pelaksanaan tugas 

pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan 

berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, 

penyampaian Naskah Dinas atau barang, atau hal 

kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar 

instansi/organisasi yang bersangkutan. 

(2) Surat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 

dan ditandatangani pejabat yang berwenang paling 

rendah oleh kepala unit kerja dan/atau balai pendidikan 

dan pelatihan berdasarkan lingkup tugas, wewenang dan 

tanggung jawabnya. 

 

Pasal 32 

(1) Susunan dan Bentuk Surat Dinas terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk Surat Dinas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 33 

(1) Surat undangan eksternal merupakan surat dinas yang 

memuat undangan kepada pejabat/pegawai yang 

tersebut pada alamat tujuan di luar Badan untuk 

menghadiri suatu acara kedinasan tertentu di 

lingkungan Badan. 

(2) Surat undangan eksternal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibuat dan ditandatangani paling rendah oleh 

Kepala Unit Kerja dan/atau Kepala Balai Diklat sesuai 

dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung 

jawabnya. 
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Pasal 34 

(1) Susunan dan bentuk surat undangan eksternal terdiri 

atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(2) ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat 

undangan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini 

 

Bagian Keempat 

Naskah Dinas Khusus 

 

Pasal 35 

Naskah Dinas khusus terdiri dari: 

a. surat perjanjian; 

b. surat kuasa; 

c. berita acara; 

d. surat keterangan; 

e. surat pengantar; dan 

f. pengumuman; 

g. laporan; dan 

h. telaah staf. 

 

Paragraf 1 

Surat Perjanjian 

 

Pasal 36 

(1) Surat perjanjian merupakan Naskah Dinas yang berisi 

kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar 

kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan 

tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati 

bersama. 

(2) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 
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a. perjanjian dalam negeri; dan 

b. perjanjian internasional. 

 

Pasal 37 

(1) Perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 ayat (2) huruf a yang dilakukan antar instansi 

baik di pusat maupun daerah dibuat dalam bentuk 

kesepahaman bersama atau perjanjian kerja sama, atau 

bentuk lain. 

(2) Perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai 

dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung 

jawabnya. 

 

Pasal 38 

(1) Susunan dan Bentuk Perjanjian Dalam Negeri terdiri 

atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk perjanjian 

dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini 

 

Pasal 39 

(1) Perjanjian internasional merupakan perjanjian, dalam 

bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum 

internasional yang dibuat secara tertulis serta 

menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum 

publik. 

(2) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dilakukan dengan satu negara atau lebih, 

organisasi internasional, atau subjek hukum 

internasional lain berdasarkan kesepakatan dan para 

pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian 

tersebut dengan iktikad baik. 
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Pasal 40 

Ketentuan mengenai penandatanganan, pengesahan, 

pertukaran Dokumen perjanjian/nota diplomatik, cara 

lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian 

internasional diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undang mengenai perjanjian internasional. 

 

Paragraf 2 

Surat Kuasa 

 

Pasal 41 

(1) Surat kuasa merupakan Naskah Dinas yang berisi 

pemberian wewenang kepada badan hukum atau 

kelompok orang atau perseorangan atau pihak lain 

dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan 

tertentu dalam rangka kedinasan. 

(2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditandatangani oleh Kepala Badan atau minimal pejabat 

kepala unit kerja dan/atau kepala balai pendidikan dan 

pelatihan sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan 

tanggung jawabnya berdasarkan pelimpahan wewenang. 

 

Pasal 42 

(1) Susunan dan bentuk surat kuasa terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat kuasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini 

 

Paragraf 3 

Berita Acara 

 

Pasal 43 

(1) Berita acara merupakan Naskah Dinas yang berisi uraian 
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tentang proses pelaksanaan suatu kegiatan yang harus 

ditandatangani oleh para pihak dan saksi. 

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, 

wewenang, dan tanggung jawabnya. 

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

disertai dengan lampiran. 

 

Pasal 44 

(1) Susunan dan bentuk berita acara terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk berita acara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini 

 

Paragraf 4 

Surat Keterangan 

 

Pasal 45 

(1) Surat keterangan merupakan Naskah Dinas yang berisi 

informasi mengenai hal, peristiwa atau seseorang untuk 

kepentingan kedinasan. 

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang sesuai 

dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

 

Pasal 46 

(1) Susunan dan bentuk surat keterangan terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 
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(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk Surat 

Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Paragraf 5 

Surat Pengantar 

 

Pasal 47 

(1) Surat pengantar merupakan Naskah Dinas yang 

digunakan untuk mengantar atau menyampaikan barang 

atau naskah. 

(2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditandatangani oleh dibuat dan ditandatangani oleh 

pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung 

jawabnya. 

 

Pasal 48 

(1) Susunan dan bentuk surat pengantar terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat 

pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini 

 

Paragraf 6 

Pengumuman 

 

Pasal 49 

(1) Pengumuman merupakan Naskah Dinas yang memuat 

pemberitahuan yang ditujukan kepada semua pejabat 

atau pegawai atau unit kerja di lingkungan Badan atau 

lembaga di luar Badan. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang 
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bertanggung jawab mengumumkan atau pejabat lain 

yang ditunjuk. 

 

Pasal 50 

(1) Susunan dan bentuk pengumuman terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk pengumuman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini. 

 

Paragraf 8 

Laporan 

 

Pasal 51 

(1) Laporan merupakan Naskah Dinas yang memuat 

pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau 

kejadian. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan 

ditandatangani oleh pejabat atau staf yang diserahi 

tugas. 

 

Pasal 52 

(1) Susunan dan bentuk laporan terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini 
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Paragraf 8 

Telaah Staf 

 

Pasal 53 

(1) Telaah Staf merupakan bentuk uraian yang disampaikan 

oleh pejabat atau staf yang memuat analisis singkat dan 

jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan 

jalan keluar atau pemecahan yang disarankan. 

(2) Telaah Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 

dan ditandatangani oleh pegawai Badan berdasarkan 

tugas pokok dan fungsinya. 

 

Pasal 54 

(1) Susunan dan bentuk telaah staf terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk telaah staf 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini. 

 

Bagian Kelima 

Naskah Dinas Lainnya 

 

Pasal 55 

Naskah dinas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf d terdiri dari: 

a. pedoman; dan 

b. notula. 

Paragraf 1 

Panduan Teknis 

 

  Pasal 56 

(1) Panduan teknis merupakan Naskah Dinas yang memuat 

acuan yang bersifat umum di lingkungan Badan yang 

perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional. 



www.peraturan.go.id

2021, No.1480 
-21- 

(2) Panduan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja, 

sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung 

jawabnya. 

 

Pasal 57 

(1) Susunan dan bentuk panduan teknis terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk panduan 

teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Paragraf 2 

Notula 

 

Pasal 58 

(1) Notula sebagaimana dimaksud merupakan catatan 

singkat mengenai jalannya persidangan atau rapat serta 

hal yang dibicarakan dan diputuskan. 

(2) Notula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh 

notulis dan ditandatangani oleh atasan yang mengikuti 

rapat. 

 

Pasal 59 

(1) Susunan dan bentuk notula terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk notula 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini 
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BAB III 

PEMBUATAN NASKAH DINAS 

 

Pasal 60 

Pembuatan Naskah Dinas perlu memperhatikan prinsip 

sebagai berikut: 

a. diciptakan atau dibuat dan dikirim oleh pihak yang 

berwenang; 

b. bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur dan kaidah 

Bahasa menggunakan Bahasa yang formal, logis, efektif, 

singkat, padat dan lengkap sehingga mudah di pahami; 

c. dilaksanakan pengamanan terhadap Naskah Dinas 

sesuai dengan Klasifikasi keamanan dan akses Naskah 

Dinas;  

d. ketelitian; dan 

e. Proses pembuatan naskah dinas di dokumentasikan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

Pasal 61 

Dalam pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 60 memuat unsur sebagai berikut: 

a. Lambang Negara atau Logo; 

b. penomoran Naskah Dinas; 

c. Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas; 

d. penggunaan kertas, amplop, dan tinta; 

e. ketentuan jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, serta 

kata penyambung; 

f. penentuan batas atau ruang tepi; 

g. nomor halaman; 

h. tembusan;  

i. lampiran; 

j. tanda tangan, paraf, dan cap dinas; dan 

k. perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat Naskah 

Dinas. 
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Bagian Kesatu 

Penggunaan Lambang Negara atau Logo 

 

Pasal 62 

Lambang negara atau Logo digunakan dalam Tata Naskah 

Dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat 

resmi. 

Paragraf 1 

Penggunaan Lambang Negara 

 

Pasal 63 

Lambang Negara digunakan pada Naskah Dinas yang 

ditandatangani oleh: 

a. Kepala Badan; atau 

b. Deputi atau sekretaris utama yang bertindak atas nama 

Kepala Badan. 

 

Pasal 64 

(1) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 

merupakan Naskah Dinas pengaturan dan penetapan. 

(2) Naskah Dinas pengaturan dan penetapan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menggunakan lambang negara 

berwarna emas. 

(3) Penggunaan Lambang negara berwarna emas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk 

Naskah Dinas standar operasional prosedur administrasi 

pemerintah. 

(4) Lambang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3) ditempatkan pada bagian atas kepala surat 

secara simetris pada Naskah Dinas. 

 

Pasal 65 

(1) Lambang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 

juga digunakan pada Naskah Dinas kerja sama antar 

pemerintah. 

(2) Dalam rangka kerja sama Badan, Lambang Negara 

diletakkan di atas map Naskah Dinas. 
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Paragraf 2 

Pengunaan Logo 

 

Pasal 66 

(1) Penggunaan logo diletakkan di sebelah kiri kepala surat.  

(2) Logo digunakan oleh pejabat berwenang. 

(3) Tata letak Logo dalam perjanjian kerja sama sektoral, 

diletakkan di atas map naskah perjanjian. 

 

Bagian Kedua 

Penomoran Naskah Dinas 

 

Pasal 67 

(1) Penomoran Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas 

penetapan menggunakan angka arab. 

(2) Penomoran Naskah Dinas penugasan menggunakan 

angka arab dengan memuat unsur paling sedikit berupa: 

a. Kode Klasifikasi; 

b. nomor; dan 

c. tahun terbit. 

 

Pasal 68 

(1) Penomoran Naskah Dinas korespondensi internal 

menggunakan angka arab edngan memuat unsur paling 

sedikit berupa: 

a. Kode Klasifikasi; 

b. nomor; dan 

c. tahun terbit. 

(3) Penomoran Naskah Dinas korespondensi eksternal 

menggunakan angka arab dengan memuat unsur paling 

sedikit berupa: 

a. kategori Klasifikasi keamanan; 

b. Kode Klasifikasi; 

c. nomor; dan 

d. tahun terbit. 
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Pasal 69 

Penomoran Naskah Dinas khusus menggunakan angka arab 

dengan memuat unsur paling sedikit berupa nomor dan 

tahun terbit. 

 

Pasal 70 

Ketentuan mengenai contoh penomoran Naskah Dinas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 

69 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Bagian Ketiga 

Jenis Susunan dan Bentuk Naskah Dinas 

 

Pasal 71 

Susunan Naskah Dinas terdiri atas: 

a. kop surat; 

b. tanggal surat; 

c. perihal surat; 

d. alamat surat; 

e. penggunaan untuk perhatian (u.p; dan) 

f. penggunaan logo sertifikasi pada Naskah Dinas. 

 

Paragraf 1 

Kop Surat 

 

Pasal 72 

Kop surat digunakan pada Naskah Dinas terdiri atas: 

a. kop surat Badan; dan 

b. kop surat nama unit pengelola teknis. 

 

Pasal 73 

Kop surat Badan berisi: 

a. kop surat Badan menunjukkan nama dan alamat Badan; 

b. pada bagian kiri atas terdapat logo dan nama Badan 

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; 

c. pada bagian bawah terdapat alamat Badan. 
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Pasal 74 

Kop surat unit pengelola teknis berisi:  

a. Kop surat unit pengelola teknis menunjukkan nama dan 

alamat unit pengelola teknis. 

b. Pada bagian kiri atas terdapat logo dan nama Badan 

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; 

c. Pada bagian bawah terdapat tulisan nama UPT dan 

alamat unit pengelola teknis. 

 

Paragraf 2 

Tanggal Surat 

 

Pasal 75 

Tanggal surat yang digunakan Naskah Dinas ditulis dengan 

tata urut sebagai berikut: 

a. tanggal ditulis dengan angka; 

b. bulan ditulis lengkap; dan 

c. tahun ditulis lengkap empat digit dengan angka. 

 

Paragraf 3 

Perihal Surat 

 

Pasal 76 

(1) Perihal surat merupakan materi pokok surat yang 

dinyatakan dengan kelompok kata singkat tetapi jelas. 

(2) Perihal surat berisi sebagai berikut: 

a. penyampaian penjelasan singkat tentang mataeri 

yang dikomunikasikan dan menjadi rujukan dalam 

komunikasi; 

b. kemudahan identifikasi dalam penyusunan halaman 

pada surat yang terdiri atas lebih dari satu halaman; 

dan 

c. kemudahan penentuan alur pengiriman surat atau 

pemberkasan dan penyimpanan surat. 
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Paragraf 4 

Alamat Surat 

 

Pasal 77 

(1) Alamat surat dinas ditujukan kepada nama jabatan 

pimpinan dari instansi pemerintah yang dituju. Surat 

dinas tidak dapat ditujukan kepada identitas yang tidak 

individual, misalnya kantor, departemen, kementerian, 

dan instansi. 

(2) Surat dinas yang ditujukan kepada pejabat 

pemerintah/pejabat negara ditulis dengan urutan 

sebagai berikut: 

a. nama jabatan; 

b. jalan; 

c. kota; dan 

d. Kode pos. 

 

Paragraf 5 

Penggunaan Untuk Perhatian  

 

Pasal 78 

(1) Alamat surat dengan menggunakan istilah untuk 

perhatian yang disingkat u.p.  

(2) Alamat surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk keperluan sebagai berikut:  

a. mempercepat penyelesaian surat yang diperkirakan 

cukup dilakukan oleh pejabat atau staf tertentu di 

lingkungan instansi pemerintah; 

b. mempermudah penyampaian oleh sekretariat 

penerima surat kepada pejabat yang dituju dan 

untuk mempercepat penyelesaiannya sesuai dengan 

maksud surat; dan 

c. mempercepat penyelesaian surat karena tidak harus 

menunggu kebijakan langsung pimpinan instansi. 

 

 

 



www.peraturan.go.id

2021, No.1480 -28- 

Paragraf 6 

Penggunaan Logo Sertifikasi pada Naskah Dinas 

 

Pasal 79 

(1) Logo sertifikasi dapat ditempelkan pada Naskah Dinas 

oleh unit kerja/satuan kerja yang telah mendapat 

sertifikasi dari lembaga sertifikasi independen.  

(2) Logo sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diletakkan di sebelah kiri penandatangan Naskah Dinas. 

 

Bagian Ketiga 

Penggunaan Kertas, Amplop dan Tinta 

 

Pasal 80 

Kertas, amplop, dan tinta digunakan pada Naskah Dinas 

dengan media rekam kertas. 

 

Paragraf 1 

Kertas 

 

Pasal 81 

(1) Kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah Dinas 

pengaturan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. kertas jenis Houtvrij Schrijfpapier (HVS); 

b. ukuran F4; dan 

c. standar Kertas Permanen. 

(2) Standar Kertas Permanen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c meliputi: 

a. gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/ m2; 

b. ketahanan sobek paling sedikit 350 (tiga ratus lima 

puluh) mN; 

c. ketahanan lipat paling sedikit 2,42 (dua koma empat 

puluh dua) metode schopper atau 2,18 (dua koma 

delapan belas) metode MIT; 

d. pH pada rentang 7,5-10 (tujuh koma lima sampai 

dengan sepuluh); 
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e. kandungan alkali kertas paling sedikit 0,4 (nol koma 

empat) mol asam/kg; dan 

f. daya tahan oksidasi mengandung bilangan kappa 

paling sedikit 5 (lima). 

 

Pasal 82 

(1) Kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah Dinas 

korespondensi merupakan kertas jenis Houtvrij 

Schrijfpapier (HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling 

sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m2. 

(2) Kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 

untuk kegiatan: 

a. surat menyurat;  

b. penggandaan; dan  

c. Dokumen pelaporan. 

(3) Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan 

dalam pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan pada Badan.  

 

Paragraf 2 

Amplop 

 

Pasal 83 

(1) Amplop surat merupakan sarana kelengkapan 

penyampaian surat, terutama untuk surat keluar Badan.  

(2) Pada amplop harus dicantumkan alamat pengirim dan 

alamat tujuan. 

(3) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berupa Lambang Negara atau Logo, nama Badan atau 

jabatan, serta alamat Badan. 

(4) Alamat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditulis lengkap dengan nama jabatan atau nama Badan 

dan alamat Badan. 

 

Pasal 84 

(1) Surat dinas yang siap untuk dikirim harus dilipat sesuai 

ukuran amplop dengan mempertemukan sudut 
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lipatannya agar lurus dan rapi dengan kepala surat 

menghadap ke depan ke arah penerima surat. 

(2) Pada amplop yang mempunyai jendela kertas kaca, 

kedudukan alamat tujuan pada kepala surat harus tepat 

pada jendela amplop. 

 

Paragraf 3 

Tinta 

 

Pasal 85 

(1) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas 

merupakan tinta pigment (durabrite). 

(2) Dalam hal terdapat kebutuhan penggunaan tinta di luar 

jenis tinta yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) maka jenis tinta tersebut dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan. 

 

Bagian Keempat 

Ketentuan Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf serta Kata 

Penyambung 

 

Pasal 86 

Dalam penentuan jarak spasi pada Naskah Dinas harus 

memperhatikan aspek keserasian dan estetika. 

 

Pasal 87 

(1) Jenis huruf Naskah Dinas korespondensi, Naskah Dinas 

khusus, dan Naskah Dinas lainnya menggunakan jenis 

huruf Arial dengan ukuran 12 (duabelas). 

(2) Jenis huruf Naskah Dinas arahan menggunakan jenis 

huruf Bookman Old Style dengan ukuran 12 (dua belas). 

 

Pasal 88 

(1) Kata penyambung merupakan kata yang digunakan 

sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman 

berikutnya. 
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(2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditulis pada:  

a. akhir setiap halaman; 

b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman; 

dan  

c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama 

halaman berikutnya. 

(3) Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam 

elektronik tidak mencantumkan kata penyambung. 

 

Bagian Kelima 

Penentuan Batas atau Ruang Tepi 

 

Pasal 89 

Penentuan batas atau ruang tepi dilakukan berdasarkan 

ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk 

membuat Naskah Dinas, yaitu: 

a. ruang tepi atas dengan ketentuan apabila menggunakan 

kop Naskah Dinas, 2 spasi di bawah kop, dan apabila 

tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 cm dari tepi 

atas kertas; 

b. ruang tepi bawah dengan ketentuan paling sedikit 2,5 cm 

dari tepi bawah kertas; 

c. ruang tepi kiri dengan ketentuan paling sedikit 3 cm dari 

tepi kiri kertas; dan  

d. ruang tepi kanan dengan ketentuan paling sedikit 2 cm 

dari tepi kanan kertas. 

 

Bagian Keenam 

Nomor Halaman 

 

Pasal 90 

(1) Nomor halaman naskah ditulis dengan menggunakan 

nomor urut angka arab dan dicantumkan secara simetris 

di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung (-) 

sebelum dan setelah nomor. 
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikecualikan terhadap: 

a. halaman pertama Naskah Dinas yang menggunakan 

kop Naskah Dinas tidak perlu mencantumkan 

nomor halaman; dan 

b. halaman untuk nomor halaman standar operasional 

prosedur administrasi pemerintah disesuaikan 

dengan format standar operasional yang berlaku. 

 

Bagian Ketujuh 

Tembusan 

 

Pasal 91 

(1) Tembusan Naskah Dinas memiliki tujuan untuk 

menunjukan bahwa pihak yang bersangkutan perlu 

mengetahui isi surat tersebut. 

(2) Tembusan surat dicantumkan di sebelah kiri bawah yang 

menunjukan bahwa pihak tersebut perlu mengetahui isi 

surat. 

 

Bagian Kedelapan 

Lampiran 

 

Pasal 92 

Lampiran pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas 

harus ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang. 

 

Pasal 93 

(1) Dalam hal Naskah Dinas memiliki lebih dari satu 

lampiran, setiap lampiran harus diberi nomor urut 

dengan angka romawi.  

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi 

nomor halaman pada setiap halaman dengan angka arab 

dan merupakan nomor lanjutan dari halaman 

sebelumnya. 
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Bagian Kesembilan 

Tanda Tangan, Paraf dan Cap Dinas 

 

Pasal 94 

Tanda tangan, paraf dan cap merupakan bentuk pengabsahan 

Naskah Dinas.  

 

Paragraf 1 

Tanda Tangan 

 

Pasal 95 

(1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas berfungsi 

sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas 

penanda tangan serta keautentikan, keterpercayaan dan 

keutuhan informasi. 

(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas:  

a. tanda tangan basah; dan 

b. tanda tangan elektronik.  

(3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang 

berwenang.  

 

Pasal 96 

(1) Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas 

dengan media rekam kertas.  

(2) Tanda tangan elektronik digunakan pada Naskah Dinas 

dengan media rekam elektronik. 

 

Pasal 97 

Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

95 ayat (2) huruf b memiliki kekuatan hukum dan akibat 

hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai 

berikut:  

a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya 

kepada pejabat penanda tangan;  
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b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat 

proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam 

kuasa pejabat penanda tangan;  

c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang 

terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;  

d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang 

terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah 

waktu penandatanganan dapat diketahui;  

e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk 

mengidentifikasi siapa pejabat penanda tangannya; dan 

f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa 

pejabat penanda tangan telah memberikan persetujuan 

terhadap Naskah Dinas dengan media rekam elektronik 

yang terkait.  

 

Pasal 98 

Pemberian tanda tangan elektronik pada Naskah Dinas 

berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. tanda tangan elektronik harus ditandai dalam susunan 

dan bentuk Kode QR (QR Code) yang disertai nama 

Pejabat Penandatangan dan nama jabatan; 

b. Naskah Dinas dengan tanda tangan elektronik 

didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus 

dicetak; 

c. pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b 

dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, 

media daring, atau media luring; dan  

d. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh 

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia. 

 

Paragraf 2 

Paraf 

 

Pasal 99 

(1) Sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, 

konsep Naskah Dinas harus diparaf terlebih dahulu oleh 

pejabat yang berwenang di bawahnya. 
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(2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

bentuk koordinasi berjenjang antarpejabat sebelum 

dilakukan penandatanganan.  

(3) Fitur paraf dalam Naskah Dinas dengan media rekam 

elektronik dapat berbentuk catatan riwayat (log history) 

Naskah Dinas dalam basis data sebelum dilakukan 

penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.  

 

Pasal 100 

Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan 

menandatangani, Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan 

paraf.  

 

Pasal 101 

Naskah Dinas dengan media rekam kertas yang konsepnya 

terdiri dari beberapa halaman, harus diparaf terlebih dahulu 

pada setiap lembar Naskah Dinas oleh pejabat yang 

menandatangani dan pejabat pada jenjang jabatan di 

bawahnya.  

 

Pasal 102 

Letak pembubuhan paraf diatur sebagai berikut:  

a. untuk paraf pejabat yang berada satu tingkat di bawah 

Pejabat Penandatangan Naskah Dinas berada di sebelah 

kanan/setelah nama jabatan penandatangan; 

b. untuk paraf pejabat yang berada dua tingkat di bawah 

Pejabat Penandatangan Naskah Dinas berada di sebelah 

kiri/sebelum nama jabatan penandatangan; dan 

c. untuk paraf pejabat yang berada tiga tingkat di bawah 

Pejabat Penandatangan Naskah Dinas berada di sebelah 

paraf pejabat yang di atasnya.  

 

Pasal 103 

(1) Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan dan 

memerlukan koordinasi antar unit kerja maka pejabat 

yang berwenang dari unit terkait ikut serta 

membubuhkan paraf pada kolom paraf koordinasi.  
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(2) Letak paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berada pada kolom paraf koordinasi. 

 

Pasal 104 

Tata letak pembubuhan paraf tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Badan 

ini. 

 

Paragraf 3 

Cap Dinas 

 

Pasal 105 

(1) Cap dinas merupakan tulisan dan/atau lambang tingkat 

jabatan dan/atau instansi, yang dibubuhkan pada ruang 

tanda tangan. 

(2) Cap dinas terdiri atas: 

a. cap jabatan memuat nama jabatan penandatangan 

Naskah Dinas yaitu Kepala Badan; dan  

b. cap Badan memuat nama Badan yaitu Badan 

Pengawas Tenaga Nuklir. 

(2) Pejabat yang berwenang menggunakan cap jabatan 

hanya Kepala Badan. 

(3) Pejabat yang berwenang menggunakan cap Badan 

merupakan pejabat yang mendapat 

pelimpahan/penyerahan wewenang dari pimpinan Badan 

untuk menetapkan/menandatangani Naskah Dinas. 

(4) Cap Badan juga digunakan dalam jajaran 

kesekretariatan Badan. 

 

Pasal 106 

(1) Cap dinas pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 105 digunakan dengan media rekam kertas.  

(2) Cap dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam 

elektronik. 
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Pasal 107 

Bentuk, ukuran, tulisan, warna, dan kekhususan 

penggunaan cap dinas tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Badan ini. 

 

Bagian Kesepuluh 

Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat Naskah Dinas 

 

Pasal 108 

Perubahan Naskah Dinas merupakan mengubah bagian 

tertentu dari Naskah Dinas yang dinyatakan dengan Lembar 

Perubahan. 

 

Pasal 109 

(1) Pencabutan Naskah Dinas dapat dilakukan karena 

Naskah Dinas tersebut bertentangan atau tidak sesuai 

lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, sederajat, atau kebijakan yang baru ditetapkan. 

(2) Pencabutan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dinyatakan dengan penetapan Naskah Dinas 

baru. 

 

Pasal 110 

Pembatalan Naskah Dinas merupakan pernyataan bahwa 

seluruh materi Naskah Dinas tidak diberlakukan lagi melauli 

suatu pernyataan dalam Naskah Dinas yang baru. 

 

Pasal 111 

Ralat Naskah Dinas merupakan perbaikan yang dilakukan 

terhadap sebagian materi Naskah Dinas melalui pernyataan 

ralat dalam Naskah Dinas yang baru. 

 

Pasal 112 

(1) Naskah dinas yang bersifat mengatur, apabila diubah, 

dicabut, atau dibatalkan, harus diubah, dicabut, atau 

dibatalkan dengan Naskah Dinas yang sama jenisnya.  
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(2) Pejabat yang berhak menentukan perubahan, 

pencabutan, dan pembatalan merupakan pejabat yang 

menandatangani Naskah Dinas tersebut atau oleh 

pejabat yang lebih tinggi kedudukannya. 

(3) Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik, 

dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani Naskah 

Dinas. 

 

BAB IV 

PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS 

 

Pasal 113 

(1) Kepala Badan bertanggung jawab atas segala kegiatan 

yang dilakukan di lingkungan Badan. 

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada 

seseorang yang bukan pejabat yang berwenang. 

(3) Garis kewenangan digunakan jika Naskah Dinas 

ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan 

dari pejabat yang berwenang. 

 

Pasal 114 

(1) Atas nama yang disingkat a.n. digunakan jika pejabat 

yang menandatangani Naskah Dinas telah diberi kuasa 

oleh pejabat yang bertanggung jawab, berdasarkan 

bidang tugas dan tanggung jawab pejabat yang 

bersangkutan. 

(2) Materi wewenang yang dilimpahkan menjadi tugas dan 

tanggung jawab pejabat yang melimpahkan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atas nama 

diatur dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 115 

(1) Untuk beliau yang disingkat u.b. digunakan jika pejabat 

yang diberi kuasa memberikan kuasa lagi kepada pejabat 

satu tingkat dibawahnya. 
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(2) u.b. sebagaimana dimaksud pad ayat (1) digunakan 

setelah atas nama. 

(3) Materi wewenang yang dilimpahkan menjadi tugas dan 

tanggung jawab pejabat yang melimpahkan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan untuk 

beliau diatur dalam Lampiran yang menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 116 

(1) Penggunaan “pelaksana tugas” dilakukan oleh pejabat 

yang mendapat pelimpahan wewenang dari pejabat 

definitif yang berhalangan tetap. 

(2) Penunjukan sebagai “pelaksana tugas” dibuat dengan 

surat perintah. 

(3) Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai 

dengan pejabat definitif ditetapkan.  

(4) Batasan kewenangan “pelaksana tugas” sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 117 

(1) Penggunaan “pelaksana harian” dilakukan oleh pejabat 

yang mendapat pelimpahan wewenang dari pejabat 

definitif yang berhalangan sementara. 

(2) Penunjukan sebagai “pelaksana harian” dibuat dengan 

surat perintah. 

(3) Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai 

dengan pejabat definitif kembali di tempat.  

(4) Batasan kewenangan “pelaksana harian” sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 118 

Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani 

Naskah Dinas yang tidak bersifat kebijakan, keputusan, atau 

arahan dapat didelegasikan/dimandatkan kepada pimpinan 

unit organisasi atau pejabat di lingkungan Badan. 
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BAB V 

PENGAMANAN NASKAH DINAS 

 

Pasal 119 

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat: 

a. penentuan kategori Klasifikasi keamanan dan akses 

Naskah Dinas; 

b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan 

Klasifikasi keamanan dan akses yang meliputi: 

1. pemberian Kode derajat Klasifikasi keamanan dan 

akses; 

2. pemberian nomor seri pengaman atau security 

printing; dan 

3. pembuatan dan pengawasan Naskah Dinas. 

 

Bagian Kesatu 

Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas 

 

Pasal 120 

Kategori Klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri 

atas: 

a. sangat rahasia; 

b. rahasia; 

c. terbatas; dan 

d. biasa/terbuka. 

 

Pasal 121 

(1) Hak akses Naskah dinas berklasifikasi sangat rahasia, 

rahasia, dan terbatas diberikan kepada Kepala Badan 

dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. 

(2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan apabila sudah diberikan izin, pengawas 

internal/eksternal, dan penegak hukum; 

(3) Hak akses Naskah dinas berklasifikasi biasa/terbuka 

diberikan kepada semua tingkat pejabat dan staf yang 

berhak. 
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Bagian Kedua 

Perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan Klasifikasi 

Keamanan dan Akses 

 

Pasal 122 

Perlakuan Naskah Dinas berdasarkan Klasifikasi keamanan 

dan akses, diberikan Kode derajat pengamanan di amplop dan 

di sebelah kiri atas Naskah Dinas serta penggunaan amplop 

rangkap dua untuk Naskah Dinas yang sangat rahasia dan 

rahasia 

 

Pasal 123 

Kode derajat Klasifikasi kemanan dan akses diberikan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan Kode „SR‟ dengan 

menggunakan tinta warna merah di amplop dalam; 

b. Naskah Dinas rahasia diberikan Kode „R‟ dengan 

menggunakan tinta warna merah di amplop dalam; 

c. Naskah Dinas terbatas diberikan Kode „T‟ dengan 

menggunakan tinta hitam; dan 

d. Naskah Dinas biasa/terbuka diberikan Kode „B‟ dengan 

menggunakan tinta hitam. 

 

Pasal 124 

(1) Naskah Dinas dapat menggunakan security printing. 

(2) Security printing merupakan percetakan yang 

berhubungan dengan pengamanan tingkat tinggi pada 

naskah, dengan tujuan untuk mencegah pemalsuan dan 

perusakan serta jaminan terhadap keautentikan dan 

keterpercayaan Naskah Dinas. 

 

Pasal 125 

Security Printing sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 

dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. kertas khusus yang merupakan kertas yang dipakai 

sebagai pengamanan memiliki nomor seri pengaman 

yang letaknya diatur secara tersendiri dan hanya 
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diketahui oleh pihak tertentu serta harus berurutan 

sesuai dengan nomor serinya sehingga memudahkan 

pelacakan;  

b. watermark merupakan gambar dikenali atau pola pada 

kertas yang muncul lebih terang atau lebih gelap dari 

sekitar kertas yang harus dilihat dengan cahaya dari 

belakang kertas, karena variasi kerapatan kertas; 

c. emboss merupakan tulisan atau cetakan timbul; 

d. barcode merupakan suatu kumpulan data optik yang 

dibaca mesin; atau 

e. hologram merupakan produk dari teknologi holografi.  

 

Pasal 126 

(1) Pembuatan dan pengawasan nomor seri pengaman dan 

pencetakan pengamanan Naskah Dinas dilakukan oleh 

unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang 

organisasi dan tata laksana.  

(2) Pembuatan nomor seri pengaman dan pencetakan 

pengamanan dikoordinasikan dengan instansi yang 

mempunyai kewenangan mengeluarkan nomor seri 

pengaman dan pencetakan pengamanan. 

(3) Untuk penomoran surat yang membutuhkan 

pengamanan tinggi, diperlukan penulisan Kode khusus 

yang tidak mudah untuk diingat. 

 

BAB VI 

PENGENDALIAN NASKAH DINAS 

 

Pasal 127 

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:  

a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan  

b. pengendalian Naskah Dinas keluar. 
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Bagian Kesatu 

Pengendalian Naskah Dinas Masuk 

 

Paragraf 1 

Pengendalian Naskah Dinas Masuk pada Media Rekam Kertas 

 

Pasal 128 

(1) Naskah Dinas masuk merupakan semua Naskah Dinas 

yang diterima dari orang atau lembaga lain. 

(2) Prinsip penanganan Naskah Dinas Masuk terdiri atas: 

a. penerimaan Naskah Dinas masuk dipusatkan di 

Bagian Protokol dan Tata Usaha; 

b. penerimaan Naskah Dinas dianggap sah apabila 

diterima oleh petugas atau pihak yang berhak 

menerima di Bagian Protokol dan Tata Usaha; dan 

c. Naskah Dinas masuk yang disampaikan langsung 

kepada pejabat atau staf Unit Pengolah harus 

diregistrasikan di Bagian Protokol dan Tata Usaha. 

 

Pasal 129 

(1) Penerimaan Naskah dinas masuk yang diterima dalam 

sampul tertutup. 

(2) Naskah Dinas masuk sebagimana dimaksud pada ayat 

(1) dikelompokkan berdasarkan kategori Klasifikasi 

keamanan, yaitu: 

a. sangat rahasia; 

b. rahasia;  

c. terbatas; dan 

d. biasa/terbuka 

 

Pasal 130 

(1) Pengendalian Naskah Dinas dilakukan dengan registrasi 

Naskah Dinas pada sarana pengendalian Naskah Dinas. 

(2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 

atas: 

a. nomor urut; 

b. tanggal penerimaan; 
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c. tanggal dan nomor Naskah Dinas; 

d. asal Naskah Dinas; 

e. isi ringkas Naskah Dinas; 

f. unit kerja yang dituju; 

g. keterangan; 

h. sarana pengendalian; 

i. buku agenda Naskah Dinas masuk; 

j. kartu kendali; dan 

k. agenda elektronik. 

(3) Sarana pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) terdiri atas: 

a. buku agenda Naskah Dinas masuk; 

b. kartu kendali; dan 

c. agenda elektronik. 

 

Pasal 131 

(1) Unit pengolah yang dituju mengarahkan Naskah Dinas 

masuk dengan kategori sangat rahasia, rahasia, dan 

terbatas. 

(2) Pengarahan Naskah Dinas masuk dengan kategori 

biasa/terbuka dilakukan dengan membuka, membaca 

dan memahami keseluruhan isi dan maksud Naskah 

Dinas. 

(3) Pengarahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan untuk mengetahui Unit Pengolah yang akan 

menindaklanjuti Naskah Dinas tersebut. 

 

Pasal 132 

(1) Naskah Dinas masuk disampaikan kepada Unit Pengolah 

sesuai dengan arahan dengan bukti penyampaian 

Naskah Dinas. 

(2) Informasi sebagai bukti penyampaian Naskah Dinas 

masuk terdiri atas 

a. nomor urut pencatatan; 

b. tanggal dan nomor Naskah Dinas; 

c. asal Naskah Dinas; 

d. isi ringkas Naskah Dinas; 
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e. unit kerja yang dituju; 

f. waktu penerimaan; dan 

g. tandatangan dan nama penerima di Unit Pengolah. 

(3) Bentuk bukti penyimpanan Naskah Dinas dapat berupa: 

a. buku ekspedisi; dan 

b. lembar tanda terima penyampaian. 

 

Paragraf 2 

Pengendalian Naskah Dinas Masuk pada Media Rekam 

Elektronik 

 

Pasal 133 

(1) Pengendalian Naskah Dinas masuk dengan media rekam 

elektronik menggunakan aplikasi umum bidang 

kearsipan dinamis. 

(2) Dalam rangka pengendalian Naskah Dinas masuk, 

aplikasi umum bidang kearsipan dinamis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus memuat fitur pencatatan 

riwayat, pengarahan sesuai Klasifikasi keamanan, dan 

penyampaian. 

 

Pasal 134 

(1) Dalam hal terdapat komunikasi kedinasan atau Naskah 

Dinas dengan media rekam elektronik yang diterima dari 

luar lingkungan instansi yang ditujukan kepada pejabat 

tertentu di lingkungan internal melalui akun media 

komunikasi dalam jaringan pribadi atau kedinasan 

pegawai, harus disampaikan kepada Bagian Protokol dan 

Tata Usaha untuk dilakukan registrasi ke dalam aplikasi 

umum bidang kearsipan dinamis. 

(2) Penyampaian komunikasi kedinasan atau Naskah Dinas 

dengan media rekam elektronik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dalam bentuk tangkapan layar atau 

salinan digital. 
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Bagian Kedua 

Naskah Dinas Keluar 

 

Pasal 135 

(1) Naskah Dinas keluar merupakan semua Naskah Dinas 

yang dikirim ke orang atau lembaga lain. 

(2) Bentuk bukti penyampaian Naskah Dinas keluar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. buku ekspedisi/buku agenda Naskah Dinas keluar; 

dan 

b. lembar tanda terima penyampaian/kartu kendali. 

(3) Bukti penyampaian Naskah Dinas keluar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) mencantumkan: 

a. nomor urut pencatatan; 

b. tanggal pengiriman; 

c. tanggal dan nomor Naskah Dinas; 

d. asal Naskah Dinas; 

e. isi ringkas Naskah Dinas; 

f. orang atau lembaga lain yang dituju;  

g. waktu penerimaan;  

h. tandatangan dan/atau nama penerima; dan 

i. keterangan. 

 

Paragraf 1 

Pengendalian Naskah Dinas Keluar pada Media Rekam Kertas 

 

Pasal 136 

(1) Naskah Dinas keluar yang dikirim harus diregistrasi 

pada sarana pengendalian Naskah Dinas keluar. 

(2) Informasi sarana pengendalian Naskah Dinas keluar 

meliputi: 

a. nomor urut pencatatan; 

b. tanggal pengiriman; 

c. tanggal dan nomor Naskah Dinas; 

d. orang atau lembaga lain yang dituju; 

e. isi ringkas Naskah Dinas; 

f. waktu penerimaan; dan 
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g. tandatangan dan/atau nama penerima;  

h. keterangan. 

 

Pasal 137 

(1) Naskah Dinas keluar yang akan dikirimkan oleh Unit 

Pengolah dimasukkan ke dalam amplop dengan 

mencantumkan alamat lengkap dan nomor Naskah Dinas 

sesuai dengan kategori Klasifikasi keamanan. 

(2) Khusus untuk Naskah Dinas dengan kategori Klasifikasi 

keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas 

dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan hanya 

mencantumkan alamat yang dituju dan pembubuhan 

cap dinas. 

(3) Untuk mempercepat proses tindak lanjut Naskah Dinas 

dapat dikirimkan secara khusus dengan menambahkan 

tanda „u.p‟ diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti 

dibawah nama jabatan yang dituju. 

 

Pasal 138 

(1) Kegiatan pengelolaan Naskah Dinas keluar harus 

didokumentasikan oleh Unit Pengolah dan Bagian 

Protokol dan Tata Usaha. 

(2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan sarana pengendalian Naskah Dinas dan 

pertinggal Naskah Dinas keluar. 

(3) Pertinggal Naskah Dinas keluar yang disimpan 

merupakan Naskah Dinas asli yang diparaf oleh pejabat 

sesuai dengan jenjang kewenangannya. 

(4) Penyimpanan pertinggal Naskah Dinas keluar 

diberkaskan menjadi satu kesatuan dengan Naskah 

Dinas masuk yang memiliki informasi atau subyek yang 

sama. 
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Paragraf 2 

Pengendalian Naskah Dinas Keluar pada Media Rekam 

Elektronik 

 

Pasal 139 

(1) Pengendalian Naskah Dinas keluar dengan media rekam 

elektronik menggunakan aplikasi umum bidang 

kearsipan dinamis. 

(2) Dalam rangka pengendalian Naskah Dinas keluar, 

aplikasi umum bidang kearsipan dinamis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus memuat fitur pencatatan 

riwayat, pengiriman, dan penyimpanan. 

 

BAB VII 

KLASIFIKASI ARSIP 

 

Pasal 140 

(1) Klasifikasi Arsip Badan menggunakan Kode Arsip dalam 

bentuk gabungan huruf dan angka. 

(2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi tanda pengenal urusan sesuai dengan fungsi 

dan tugas unit kerja serta sebagai dasar pemberkasan 

dan penataan Arsip. 

(3) Kode Klasifikasi Arsip Badan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Badan ini. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 141 

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Naskah Dinas 

yang telah ditandatangani atau ditetapkan dinyatakan tetap 

berlaku sampai dengan dicabut dengan Naskah Dinas yang 

baru berdasarkan Peraturan Badan ini atau sampai dengan 

berakhirnya masa berlakunya. 
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Pasal 142 

Keputusan Kepala Badan yang sifatnya mengatur dan 

Peraturan Kepala Badan, yang sudah ada sebelum Peraturan 

Badan ini berlaku, harus dimaknai sebagai Peraturan Badan. 

 

Pasal 143 

Pedoman, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan yang 

sudah ada sebelum Peraturan Badan ini berlaku, harus 

dimaknai sebagai Naskah Dinas arahan. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 144 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Desember 2021  

 

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 

REPUBLIK INDONESIA,  

 

     ttd. 

 

SUGENG SUMBARJO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Desember 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd. 

 

BENNY RIYANTO 
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b. kata lnstruksi dan nama jabatan KepalaBAPETEN, yang dituhs

dengan huruf kapital secara simetrts,
c. nomor Instruksi, yang cUtulisdengan huruf kapital secara simetris.
d. kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital secara strnetrts.
e. judul tnstrukst, yang ditulis dengan huruf kapital secara stmetrts.
f. nama jabatan Kepala BAPETEN. yang ditulis dengan huruf kapital,

dan diakhtrt dengan tanda baca korna secara simetris.
2. Konsiderans

Bagtan konstderans lnstrukst terdiri dart:
tl) kata menimbang, yang memuat latar belakang penetapan Instrukst;

(2) kata mengtngat, yang memuat dasar hukum sebagai landasan
penetapan Instruksi.

3. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Tnstruksi memuat substansl lnstruksL

4. Ka.ki
Bagian kaki Instruksi ditempatkan di sebelah kin bawah, yang terdlrt

dari:
(1 tempat [kota sesuai dengan alarnat instansi) dan tanggal penetapan

fnstruksi;

(2) nama jabatan Kepala BAPETEN diakhirl dengan tanda koma;

A. Susunan dan Bentuk Instruk.si

1. Kepala

Bagian kepala Instruksi terdtn dart:
a. kop naskah dinas lambang negaraj Garuda yang telah dieetak

seeara slmetrts.

BASI

JENIS. SUSUNAN, DAN BEN'tUK NASKAH DIMAS

TATA NASKAH DlNAS

LAMPI RAN

PERATURAN BADAN PE GAWAS TE AGA NUKLIR

NOMOR 6 TAH N2021

TENTANG

TA'TA NASKAH DlNAS DAN KLASIFIKASI ARSIP BADA

PENGAWAS TENAOA NUKLTR

2021, No.1480 
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B. Susunan dan Bentuk Surat Edana

1. Susunan
a). Kepala

BagianSurat Edaran terdlrt dart:
(1)kop naskah dinas BAPETE ;
(21kata yth., yang diikutl oleh nama pejabat yang dlkiriml surat

edaran;

Tanda Tongan dan Cap
Jabaln"

NAMAJABATA •

pod. .. lo.nl!X;!1 _ ..•.••••..•...•.•. _

eIIlksa.....bn Irulmk.i iru d<!.ng,tnpenuh tan ... j"...·llb
bulnlbi Ill'berlaku p;>dntan. tblcrl..... kan.

KESA.'lU

K£DUA

K£T1GA

KEOiPAT

Untuk

1. H......./J..b:l1ao P"gIIWIIIL
2. NlIm ../J..botan P"g;xwai:;
J. NlImll/Ja.b.-wtcP"PWIIL.

HlIJDll/J..botan P"gllWllli~

O3lam Ranglao .....•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•.••...• d<!.npn tni memben Instrultsl

KE.PALABI\.IMft PE aAWAB'R.IfAOA IWKLIR,

IfOIilOR _ •.0 '1'ABWI .... ,

IIfS'tRUKBI
KEPALABADAItP_GAWM 'r'E1!lA<IA lI11IILIR

,I(I;PALADADAltP_GAWJ.18 'fEItAGA!lUlIUR
REPtTBUK UlDOlIBSlA

Dik.lua.rkanell

El--
ContohSusunan dan Bentuk lnstruksi

(3) tanda tangan Kepala BAPE'rEN; dan

(4) nama lengkap Kepala BAPETEN,yang dltulls dengan huruf kapttal,
tanpa mencanturnkan gelar.
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(3' tulisan Surat Edaran, yang dlcantumkan di bawah kop
naskah dinas, ditulis dengan huruf kapitaJ serta nomor Surat
Edaran dibawahnya secara slmetrts;

(41kata tentang, yang dicanrumkan dJ bawab kata frasa Surat

Edaran dlrults dengan huruf kapltal secara slmetris; dan
(5)rumusan judul Surat Edaran, ang ditulis dengan huruf kapital

secara simetris di bawah kata tentang.
b). Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Sural Edaran terdirt dart:
1) latar belakang tentang perlunya dibuat surat edaran;

(2) maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran:

(3) ruang Iingkup diberlakuknnnya surat edaran;

( ) peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain yang
menjadl dasar pembuatnn surat edaran;

(5) isi edaran mengenai hal tertentu yang dtanggap mendesak; dan
(6) penutup.

e]. Kaki
Ba.gian kakt Surat Edaran dltempatkan di sebelah kanan yang

terdirt dart:
(1) tempat dan tanggal penetapan,
(2) nama jabatan penandatangan yang dituJis dengan huruf

kapltal, diakhiri dengan tanda baca kama.

(3)tanda tangan pejabat penandatangan.
(+1 nama Iengkap pejabat penandatangan, yang dituIis dengan

huruf kapital.

(5) cap dlnas.

2021, No.1480 
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C. Suaunan dan Bentuk Keputusan
1. Kepala

Bagian KepalaKeputusan terdiIi dart:
a). kop naskah dlnas lambang negaraj'Garuda yang telah dicetak

secara simetris.

2 _
IJ,. dn.nseteruso1"

Tembwlan:

NAMA LE....GKAP

NAMA JABA TAN,

dl1.D_ru.oya

D... Ouu

c. RIlAII.& LiD,lImp

SURA'!' EDII.RMI
KOIllOR ••••••'l'ARUlI __•.••

.1.
d.st .

YLb. I

D1t.",pklut eli .•..... """'" .•. ,.
pad.A tD.oJ!EDI .

Contoh SUsunan dan Bentuk Surat Edaran
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e . judul keputusan, yang dttuhs dengan huruf kapltal secara stmetrts.

t). nama jabatan pejabat yang rnenetapkan keputusan yang ditulis

dengan huruf kapltal secara simetrts dan dlakhlrl dengan tanda

baca koma.

2. Konsiderans

BaglanKonsfderansKeputusan terdiri dan;
a). kata mentmbang, yaitu konstderans yang memuat

alasanJtujuan/kepenttngan/pertlmbangan tentang perlu
ditetapkannya Keputusan; dan

b). kata mengmgat, yaitu konsiderans ang memuat peraturan
perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran Keputusan.

3. Dilrtum
BagianDiktumKeputusan terdiri dart:

a). diktum dtmulat dengan kata memutuskan yang ditulis dengan huruf
kapital dan diikutl kata menetapkan di epl kin dengan huruf awal
kapltal.

b]. substansl kebijakan yang dltetapkan dicantumkan setelah kata
menetapkan yang dituJis dengan huruf awal kapital.

c). untuk keperluan tertentu, keputusan dapat dilengkapi dengan
sahnan dan petikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

4. Batang Tubuh

Sistemattka dan cara penulisan bagtan batang tubuh keputusan sama
dengan ketentuan dalam penyusunan peraturan, tetapi substansl
keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawaJi
dengan bilangan berttngkat/diktum Kesatu Kedua, Ketlga dan
seterusnya.

S. Kaki

BagianKakl Keputusan terdirt dart:
a). tempat dan tanggal penetapan keputusan,
b]. [abatan pejabat yang menetapkan yang ditulis dengan huruf

kapital, dan diakhirt dengan tanda baca leoma.

b). kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang rnenetapkan, yang

ditulis dengan huruf kapital secara simetrts.

c. nomor keputusan, yang dttulis dengan huruf kapital secara simetris.

d]. kata penghubung tentang, yang ditulis dengan huruf kapttal secara

simetris.

2021, No.1480 
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NAMAJAnATAN,

Dilelaplam do ..
pouiIl tanS!!.1I ..•..•... _.•.•.

X£'11GA

K£DUA

..
XESATIJ

ms"'_~ T[..~TAN"G•..•.••.••..•..•.••.••..•.••.••.•.•

1.. :

2.....•..................................•..............................................

11.bah" .:
b.bab....

KBPALABADlUI l'MCiAWAS 'l'EIlAGA IWKLIR.

Kl!i.PtI'nJBAJI KEPALA Il:ADAil PDfGAWAS 'l'lYrAGA !ftJXLIR
I!fOillOR_.~ 1'ABU" •••••

K£PAlA DAOAN P£NGAWAS TENAGA NUKL[R
REPUBLIK I OONESl.'l

Contob Susunan dan Bentuk Keputusan yang diausun oleh Kepala
BAPETEN

c. tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan.

d], nama Jengkap pejabat yang menandatangani keputusan yang

ditulis dengan huruf kapttal tanpa mencantumkan gelar.
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1. Kepala
Bagian kepala Surat Perintah terdtri dan;
(I) kop naskah dlnas BAPETEN;
(2) kata surat perintah yang cUtulis dengan huruf kapital seeara

stmetris; dan
13)nomor yang berada elibawah tullsan surat perintah.

2. Batang Tubuh

}
}

-..,,~r __ ......
...... b.~ ..."""',......

}
}

D. Susun,an dan Bentuk Sunt Perintah

Tando T""9""dlUl o.pB.oI.PElB\·
NAMAllL'<GKAP

.l'lAMAJABATAN.

D'telllpkllJldi .
JHId;t lAnllK.:d .

KE11GA

KEDUA

KESAT\J
n

IG:PUruSA.l'l TENTMfG .

MEMUruSKAN:

2 _ _ _.._.._ _.._.._.._.........................•
1 r

Q_ l:J.':lhwa. _~._.~_.__". '4_""'._ • .0 •••••• __•__•• u ••• __••••••••••••••••• u •••••••• _:

b. b<1h....11
Menomb:m
g

BEKRB'rA1U8u'J'AJiIA
:BADAlIPEllGAWAB"rEJIAGAIIUKUR.

KZP'tJ"I'U'BAl'I " ••••_ _ _ _ .
MOKOR ..... 1'AHt1!I .

Contoh Susunan dan Bentuk Keputusan yang elisusun oleh selaln KepaJa

BAPETE
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Bagian batang tubuh Surat Pertntah terdtrt dan hal bertkut:
(1) konslderan meliputi pertimbangan danj atau dasar pertimbangan

rnemuat alasan ditetapkannya surat pertntah; dasar rnemuat

ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya sur t perintah
tersebut.

(2 dfkturn dirnulal dengan [rasa rnembert perintah, yang dltults
dengan huruf kapital dicantumkan secara simetris, diikuti kata

kepada ell tepi kirl serta nama dan jabatan pega\1al yang mendapat
tugas.

(3) di bawah kala kepada ditulis kata untuk dlsertai pertntah-pertntah

yang harus dllaksanakan.

3. KaJd

Bagian kakt Surat Perintah terdiri dan:
(1 tempat dan tanggal surat perintah;
(2, nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang dltults

dengan huruf awal kapttal pada setiap awal unsumya dan diakhiri

dengan tanda baca koma;
(3) tanda tangan pejabat ang member tugas;

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat perintah, yang

dituhs dengan huruf awaJ kapital pada setiap awal unsumya;
(5 NIPdituhs dengan huruf kapital; dan
(6) cap dinas.
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dasar memuatsurat tugas;memuat alasan dItetapkannya

E. Susunan dan Bentuk Surat Tugas
I. Kepala

Bagian kepala Surat Tugas terdtrt dart:
(I kop naskah dinas BAPE1'EN;
(2) kata surat tugas yang ditults dengan huruf kapital secara simetris;

dan
(3) nomor, yang berada di bawah tullsan surat tugas.

2. Batang Tubuh
Bagian batang tubuh Surat Tugas terdiri dan hal bertkut:
(I konsideran meliputi perttmbangan darr/atau dasar; pertimbangan

.l.~ ..... *e........~II'"lQT ~·11JtJIIe!.ae-7D1lDiZ ~,._I..g..:I'CJeIJ,ClJ'SPs.Iltt&.4D! 'tZ4O
~ .,_. ........ ~e..-. ~

1 . • .•. __._o ._o __. _o _._~ .. ..-;2 .. .. . .;
3_ • __• •• .. _... .. • ;

.. <1St __ ••. •__ __. _. .

111111.&

.. cfo.t _ ••. _.•.••• _._ .•..

2. ._.._.._..__._.__..__._.._.__.._..__.__._..__._.._.. __...._..__._.._..__._._;

3.

1 .

"'embe Penntah

2. • .. ..

1iIlRATPERIHTAH
HOMOR: J__J J__...1 _

LU"Nl"ENG"'WAS~A ao"1Cu."-"-!r .....,......

Contoh Susunan dan Bentuk Surat Perintah
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unsumya;

(5) NIPyang dltulis dengan huruf kapital; dan

(6) cap dinas.

ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya surat tugas
tersebut.

(2 Diktum dimulaJ dengan frasa memberl tugas, yang ditulis dengan
huruf kapltaJ dicantumkan secara simetrts dilkuti kata kepada di

tepi kirt serta nama dan jabatan pegawaiyang mendapat tugas. D1
bawah kata kepada ditulis kata untuk disertai tugas-tugas yang
harus dilaksanakan.

3. Kaki

Bagtankaki Surat Tugas terdiri dart:
(I) ternpat dan tanggal surat tugas;

(2) nama jabatan pejabat yang menandatanganl yang dtrulis dengan
buruf awal kapital pada setiap awal unsumya, dan diakhiri dengan
tanda baca koma;

(3) tanda tangan pejabat yang memberi tugas;
(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat tugas tanpa

gelar yang ditulis dengan huruf awaJ kapitaJ pada setiap awal
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simetris;
(3 kata nomor, yang d!tulis dengan hurufkapital seeara simetrts:
(4) kata kepada dan singkatan Yth., yang dltulls dengan huruf awal

kapital diikutl dengan tanda baca tltik·
(5 kata dari, yang ditulis dengan huruf awal kapltal;

F. SUsunan dan Bentuk Nota Dina.
1, Kepala

BagtankepalaNotaDinas terdirt dart:

1) Kop naskah dinas BAPE'fE '

(2) kata nota dlnas, yang ditulls dengan huruf kapital secara

..a. .....,..,fJJlilar'll,~tOtJD r.., ooG_·71 .. ,,&JID..TQ u:a'llo4.41XM1$,. ... r«l·J'Ie::m.!l ...~_I!a«IDSM UID4Q....... .__........... e...~.,

4 dsL..•.._..•..•.._..•..•..•.._.._..•..•.._.._..•..•..•.._..•..•..•.._..•..•.._.._ ;

2. . .......•.• _•...•.•.•••..•._..•.__ ..•..•..•_ _..•.__ ..•.. _._ •..•...~
3.

Untl1lt 1•. _.._....._.••._.......•••.._.•...._ .•..•.._....._.....••••_•..•.......••..•...........•..•_

4 dsL....._.._.._.._.._....._•._.._..•.•••._.._.._.•_.._.._.._.._.._.._.._.••..•..•.._•._..•.._;

2
3.

I _,_ _ _ _ ~

I•......_ _ _ __ _.._.__•..__ ._ _ ,
2. _.•.....•...•....•...............•.•.....•...•...........•....•• •....•..__.,

•. tN:II1W.i:I .._ ••••.••• _ _ .._ .._ •• ~•.•..• ~ ...•.• _ _ _ _._ _._ _
b. _ .... __ .•........................ __ ..................................•.... _._ ...•

SURA T T1iIGA8
NO OR:.•_.I•._J_•.J.._.J .. _

Contoh Susunan dan Bentuk Surat Tugas
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.. ~ .... MlIJ ..... J:IuIIIt..,OIl.... rG t.~&ml!WCJ:Dt.e,. .. o-Gl',IJte~Paaa..~..Jltlr.oc
~ .... ..t:IIpIiIIIIPIPJden.~ • ...,

TembuS<lll '"
I .
2. .........•.......•
3, •••••••••••.••••••••

Ikldong,an .••.•

k

•• t.JlA)f :ro.c.'WAI TENAC4Nuxua
-"-IIr ........~

NOTADINAS
NOMOR: ._-1.••..1•••-1._.-1..•.••

ContohSUsunan dan Bentuk ota Dinas

Bagian kaJd ota Dlnas terdiri dart tanda tangan, nama pejabat tanpa
gelar, N1P dan tembusan Uilm perlu].

(6) kata perihal, yang dltults dengan huruf awal kapttal; dan

(7 kata tanggal, yang ditulis dengan huruf awalkapttal,
2. BatangTubuh

Bagian batang tubuh Nota Dtnas terdiri dan ahnea pembuka, isi, dan
penutup yang slnglcat padat dan jelas.

3. Kaki
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DAFTAR PEJABATIPEGAWAi YANG DIUNDMIG
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2.

J..
II
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II.

9

10.

11.

12. dsL ••....

2021, No.1480 
-63- 



www.peraturan.go.id

40.-. .... • 1......... ~IIt& .1·~1CJ&S. 1'O .. "".a 1"_1-G·11..,~=-..._4CItIi ........,..,.. ... _ e.t.~ .. M

TembOJSiIII ~_
1. __.._.._.._.._.....
2. .•.........•.._._.._
3,. •••• _. •__._

UndilllllllR ....

NOTADINAS
NOYOR: .__J__...J __ .J.__..I. _

,~
1..4...tM..."f'l:NGAWAS 1'tNAC.A. HUlQ..JA.

-o:..e"........~"-Y

Contoh Susunan dan Bentuk Nota Dinas Selain Undangan
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G. SuslIlnan dan Bentuk SUl'at Undangan Internal
1. Kepala

Bagian kepala Surat ndangan Internal terdtrt dan:
(1) kop surat berisi logo dan nama instansi yang ditulls dengan huruf

kapital dan telah dicetak, dl sebelah kirl atas;

(2) nornor, stfat, lampiran, dan perihal, yang diketik di sebelah kin di

bawah kop surat undangan.

3) tempat dan tanggal pembuatan surat yang diketik di sebelah

kanan atas sejajar Isebarts dengan nomor.

(I kata Kepada Yth., yang ditulis di bawah perihal, yang diikuti

dengan nama [abatan, dan alamat ang dikirimi sura.

2. Batang Tubuh
Bagtan batang tubuh Surat ndangan Internal terdiri dart:

a) alinea pernbuka.

b] lsi undangan, yang meliputl hart tanggal, waktu, tempat, dan acara.

•....J. J....1.....J._.

Contoh Susunan dan Bentuk Lamptran Nota Dinas Selain Undangan
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3. Kak:i

Bagian kaId Surat Undangan Internal terdiri dart nama jabatan yang
ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, nama pejabat yang
dltulis dengan huruf awaJ kapltal tanpa gelar dan NIP.

c alinea penutup.
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Contoh Susunan dan Bentuk Surat Undangan Internal
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• Harap "1OdI. 30 IDIInII sebe11lm ¥ar.II
dImuloi clan "'-ng:1n dII>:Iw'I
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NAMAJABATAJ,I

Contoh Susunan dan Bentuk Kartu Undangan

DAFTAR PEJABATIPEGAWN YANG DIUNDAliCl

: ••..J. _J _J.....J......

I.

2-

3...
a
7

a.
9

ID.

II.

12. d•.

Contoh Susunan dan Bentuk Surat Undangan Internal
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H. Suaunan dan Bentuk Memorandum

1. Kepala
Bagian kepala Memorandum terdiri dan:
(1) kop naskah dinas BAPE'rEN.

(2 kata Memorandum, yang ditulis di tengah dengan huruf kapital.
(3 kata omor yang ditulis di bawah kata
(4) Memorandum dengan huruf kapltal,
(5 kata Yth. yang ditulis dengan huruf awal kapitaL
(0) kata Dan, yang ditulis dengan huruf awal kapltal.
(7 kata Perthal yang ditults dengnn huruf awal
B kapttal,

(9 kata Tanggal, yang dltulls dengan huruf awal kapttal.
2. Batang Tubuh

Batang tubuh memorandum terdirl dart alinea pernbuka,
alinea Isl, dan alinea penutup yang singkat padat dan jelas.

3. Kaki

Bagian kaki memorandum terdirt dart tanda tangan dan nama
pejabat tanpa gelar NIP, serta tembusan Oilm perlu).

2021, No.1480 
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-

, fI'

MEMORANDUM
NOMOR: _..J ••..J....J_ .• J.__ •

Contoh Susunan dan Bentuk Memorandum
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L SUSWlan dan Be.ntuk Sunt Dinas

1. Susu.na.n

a]. Kepala
Bagian kepala SUrat Dinas terdiIi dart:
(1) kop naskah dtnas BAPETE .
(2) Damar, slfat, lamplran dan perthal yang diketik dengan huruf

awal kapital di sebelah kiri eli bawah kap Surat Dinas.

(3) tempat dan tanggal pembuatan surat yang diketlk di sebelah
kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor.

IlIslruksiflnrarnta. I;

KJasifikali Kumanlill
OSlIn IRnhasi.J DR..Jhnsia DTcrnatas DBiasa'

Ifal urat
OBi OSc~ra

anll al ~mllt II Tall al _tas uklu IU raldibuka/tilldak IalljIII)

Tllld II

2••.....•.••...• 1.......•....••

1.............. 3 .

I(. pada Ua...ahan;

!.............. .1.............•

1.............. 3 .

Kepada III lIlIl nil Nuajat:

Contoh Susunan dan Bentuk Disposisi
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(4) kata Kepada dan singkatan Yth., yang dituUs di bawah perthal,

diikuti dengan nama jabatan yang dildrimi surat.

(5) alarnat surat, yang dltulis dl bawah Kepada Yth,
b). Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Dlnas terdiri dati allnea pembuka, isi,

dan penutup.
c). Kaki

Bagian kaki Surat Dinas terdlri dart:
(1 nama jahatan, yang ditutis dengan huruf awaJ kaprtal, diakhiri

tanda baca koma.

(2) tanda tangan pejabat.
(3 nama lengkap pejabatjpenandatangan dengan gelar, yang dttulis

dengan huruf awal kapital.
(4) [P yang dltulls dengan huruf kapital.
(5) stempelj'cap dinas BAPETENdanjatau Kepala BAPE1'EN.
(0) kata Ternbusan, yang memuat nama jahatan pejabat penerima

Uika perlu].
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: ••..J. _J _J.....J••••.•
LiIIT1~ Sur.:st Dna~
Namor
TIlIIQO

Form t Lampiran SUJ'at Dinas Kepala BAPETEN
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NIPTsnb \1h..
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a. _
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............................... IAI""" PenubJpJ

.......... --CAIne lsl~.._ ..

...............................(AI""''' PemblAlaJ .

•••[T""", ~ ·[Tot.BINoma

I!I.AtN..N f!!,rLU'·.,u. r- ~UIl

" If .."..J"-rAJ'

Format Surat Dina. selain Kep.a1a BAPE1"EN
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(2) kop surat undangan eksternal yang ditandatangani oleh pejabat
selain pimpinan terttnggi lembaga baik pusat maupun daerah
dan sekretartat lembaga negara menggunakan logo,yang dlsertal
nama Jembaga dengan huruI kapital secara simetris;

a). Kep.ala
Bagiankepala Surat UndanganEkstemal terdiridart:
(1) kop surat undangan ekstemal yang ditandatangani sendJriatau

atas nama plrnpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang
negara yang disertai nama lernbaga dengan huruf kapital secara
simetris;

J. SUBunandan Bentuk Surat Undangan Ekstemal
1. Susunan

: ••..J. _J _J.....J••••.•
LiIIT1~ SUr.Jt [)(i'UIS

Namor
TIlIIQO

Format Lampiran Surat DiDu Selain KepaJaBAPETEN
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(3) alinea penutup.

c). Kaki

Bagian kakI Surat Undangan Eksternal terdln dan nama jabatan

yang ditulis dengan huruf awal kapital tanda tangan, dan nama

peJabat yang ditulis dengan huruf awal kapital.

acara,

(3) nomor slfat, lampiran dan hal yang diketik eli sebelah k:irI eli
bawah kop surat undangan eksternal:

(4) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah

kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; dan

(5 kata Yth., ang dtrulis di bawah hal ang diikutl dengan nama

jabatan, dan alamat yang dikirimi surat undangan eksternal

Uika dlperlukan].

b], Batang Tubuh
Bagian batang tubuh Surat ndangan Eksternal terdiJi dan:

(1) alinea pernbuka.

(2) isl undangan, 'ang meliputi hari/tanggal; waktu, tempat, dan
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Contoh Susunan dan Bentuk Surat ndangan Internal
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NAMAJABATAN

ContohSusunan dan Bentuk Kartu UndanganEksternal
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Contoh Susunan dan Bentuk Undangan Ekstemal
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b. Batang Tubuh
Bagian batang tubuh Sural Perjanjian Kerja sarna memuat perjanJlan,
yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal,

c.) Kam

Bagian kaki Surat Perjanjian Kerja sama terdirt dan nama
penandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian dan para
saksi [jika dipandang perlu] dibubuhi materai sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. Susunan dan Bentuk Sur t Perjanjian
a.] Bagian kepala

Surat Perjanjlan terdlri dart: kop surat perjanjlan yang bertsl logo dan

nama ins tansi yang ditulis dengan huruf kapital, diletakkan di
sebelah kanan dan kirt alas disesuaikan dengan penyebutan;
1) nama Instansi:
(2) judul perjanjian: dan
3)' nornor
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Contoh Susunan dan Bentuk Perjanjian Dalarn egeri
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Contoh Susunan dan Bentuk Nota Kesepahaman Dalam egeri
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M. Sua1llD.aAdan Bentuk Surat Kuasa
1. Kepala

Baglan kepalaSurat Kuasa terdirtdan:
[a] kop naskah BAPETENyang telah dicetak;

(b) judul surat kuasa; dan
(e) nomorsurat kuasa,

2. Batang Tubuh
Bagian batang tubuh Surat Kuasamemuat materi yang dikuasakan.

3. Kaki

Bagian kakl Surat Kuasa mernuat keterangan tempat, tanggal, bulan,
dan tahun pembuatan serta nama dan tanda tangan para pihak yang
berkepentlngan, lP, dan dibubuhl materal sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pallll
PEJoIUTUP
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Contoh Bentuk dan Susunan Surat Kuasa
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Contoh Bentuk dan Susunan Surat Kuasa untuk Penyusunan MOU
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N. SUS1IlDaD dan Bentuk Berita Acara

1. Kepala

Bagtan kepala Bertta Acara terdiri dart:
[a] kop naskah BAPETENyang telah dicetak;
(b judul berita acara menggunakan buruf kapital berada simetris

dibawah kop; dan
(e) nornor berita acara rnenggunakan huruf kapital berada simetris

dibawah judul berita acara.

2. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Berita Acara terdiri dart:
[a] tulisan hart, tanggal, dan tahun, serta nama dan jabatan serta N[P

para pthak yang membuat berita acara,

Naneac the .... I.~t" FGIeIgn_ oj ItIe
RI!IJI.IbIc:01 Indonesl.

-
IN WITMESS WHEREOF. I _ signee! ttI!I RJR _. In J..... "a on Iht. ... day Dr . In lhe
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10 sIOn OIl ~ of ~ GcrYommSlI ac the ~tu>11c Dr _nmII. the .....mo .. "'&.... oj

~dlng be_n the NuclearEnervy ReljulIIIory Al;lency oj Reputlll" of -._ and the
GaW!mmml ...lI.sII!QINOVD",..."..,r:w. canc..,_ .......(Ill'd.>ngJ .... C"",,"<lllIan.

·N..... aIOIIIc1oJ
. (JabiJllJnJ

TIle """"l5IQned. . .••.In..... Pl$lbiJl I •.. _. 1.4_ rar Foreign AII:an DrRep.......,ac tn_.......
Uy.uthodze'l

FIJU_ POWERS

MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

Contoh Susunan dan Bentuk Surat Kuasa untuk MOU dalam Bahasa Inggris

2021, No.1480 
-87- 



www.peraturan.go.id

3. KaJd
Bagian kaki BeJita Acara memuat tempat pelaksanaan,
penandatanganan nama jabatanfpejabat dan tanda tangan para pihak
dan para saks].

(b) substansi berita acara,

(e) penutup yang menerangkan bahwa bertta acara ini dibuat dengan

benar.
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O. SU8unan dan Bentuk Surat Keterangan

1. Kepala

Bagian kepala Sural Keterangan terdiri dari:
a). kop surat keterangan, yang berupa kop naskah dinas BAPETE
b]. juduJ surat keterangan; dan

.&. ~ .... ,.. ,..,....~ ID 3J:'rIIItJ -:1t em &.'f'.iD-TO c:m,....a:DI~,.. t12-.2!1ti3ll54.0"7~ PIlI _ ...t:J£e.Jq IIIMl
~ .............. ~en.~p_a

_LengkaIJ
NIP

NamaLe~
NIP

Nama L.engkDp
NIP.

O ldl .

Berlla acura In!G1bU", *'-"~ berd __ _ .

"'"NIP
.JIIbo1a1l
5e1anjutny.J ~ouI P_ Kedua,

2.

1. "'""
NIP
.._tall _ _
5eI3r1jutny.J dIseIx.C Plh:lk Pertwna.

aERITA ACARA
HOMOR __.J.__.J•.•_

't\'U 'l"l:KACA h"tJEU.

Ibp~"~

Contoh Susunan dan Bentuk Berita Acara
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Contoh Susunan dan Bentuk Surat Keterangan

Bagian kaki Surat Keterangan memuat keterangan tempat, tanggal,
bulan tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat tanpa
gelar serta IF yang membuat surat tersebut. Posisi bagian kaki
terletak pada bagian kanan bawah.

c. nomor surat keterangan,

2. Batang T'Ilbuh
Bagian batang tubuh Surat Keterangan memuat pejabat yang
menerangkan dan pegawai yang diterangkan serta rnaksud dan tujuan
diterbitkannya surat keterangan.

3. Kaki
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2. BatangTabuh
Bagian batang tubuh Surat Pengantar dalam bentuk kolom terdirt dati:

a). nomoruru t;
b. jenis ang dikirim;
c). banyakn a naskahj'barang; dan

d. keterangan.
3. Kaki

Baglan ka.ki Surat Pengantar terdiridari:
a. PengiIim yang berada di sebelah kanan, yang meUputi:

1).nama jabatan pembuat pengantar;

(2). tanda tangan; dan

(3).nama dan IP.
b). Penerima yang berada di sebelah ktri, yang meliputi:

(1). namajabatan penertrna;
(2). tanda tangan;

(3). nama dan lP'

(4 . cap tnstanst;

(5 . nornor teleponjfaksimlli;
(6). tanggal penertmaan; dan

(7). stempel.

e. nomor.

P. Susunan dan Bentuk Sur t Pengantar
1. Kepala

Bagian kepala Surat Pengantar terdirl dart:

al. kop naskah dinas BAPETEN;

b]. tempat, tanggal,bulan tahun di sebelahkanan atas:
c. narnajabatanj'alamat yang dituju;

d). tulisan surat pengantar yang diletakkan secara strnetrts: dan

2021, No.1480 
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Q. Susunan dan Bentuk Pengumuman
1. Kepala

Bagian kepala Pengumuman terdiri dan:

a). kop naskah dinas BAPIITEN yang telah dicetak. Tulisan

pengumuman dicantumkan dJ bawah kop naskah dinas BAPETEN

yang ditulis dengan buruf kapttal secara simetrts dan nornor

pengumuman dicantumkan dJbawahnya.

b]. kata tentang, yang dicantumkan dl bawah pengumuman dttulis

dengan huruf kapital secara stmetrls.

c). rumusan judul pengumuman, yang ditulis dengan huruf kapltal

secara simetris di bawah ten tang.

2. BatangTubuh

JI~"'" ........~'<Il& "1~IJ,,)I4"'TU .,..._I'1l." .... ~_e. ... ..ALtrDC~ ............ .._~......._..fIit·

No. elepm _ .

~m"Leng"""
NIP ..

NomillLenIlQ
NiP......... _ ..

--
010<1"", tong

S-\JRATPEINGAHTAR
NlOMOR .••. .I .... L•._

.... ill. BIn __ TIWI

IlAJlAN rt:::NC WAS~ n.'X.LI1l
tSlK ..... ".. ., lI...p!I*-J Ap.tfI:T

Nasoh DI"".. y.ang dlNo.

Contoh SUSW1andan Bentuk Surat Pengantar
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~04m"'''6.-.uPlllul''''UD.'t ~'I ..... ,.1 IIW m"-t~ rl..,evsPaa..4GIS.MtCDC
~~pJCe..I"""""_....,:

...._

....,......... .....
~,............. ............,....__
~ ........_......
....... 1'''''-~.....

CIketu_".. . _ .
~"..._a1 _ _ _ _..

TENTANG

PEHGUMUMAH
NOMO.R .•_J ••..J•.•.J .•-1.._•.

8- ,...
MDAN"ftNC lY --n::s.ACA. ~LJ"U.

H.d, ... ~ ."I!"Iobu)'Aeo"'J'

contoh Susunan dan Bentuk Pengumuman

Bagian kaki Pengumuman terdiri dart;
a. tempat dan tanggal penetapan;
b]. nama jahatan pejabat yang menetapkan yang ditulis dengan huruf

awal kapltal, diakhiri dengan tanda baca koma;
c. tanda tangan pejabat yang menetapkan;

d]. nama lengkap yang rnenandatanganl, yang dltulis tanpa gelar
dengan huruf awal kapltal;

e. NIP; dan

1). cap dinas,

Batang tubuh Pengumuman hendaknya memuat:

a). alasan tentang perlunya dibuat pengumuman'

b). peraturan yang menjadl dasar pembuatan pengumuman; dan

c. pemberttahuan ten tang hal tertentu yang dianggap mendesak,

3. KaJd

2021, No.1480 
-93- 



www.peraturan.go.id

R. Susunan dan Bentuk Panduan Teknis
1. Kepala

a. tullsan panduan teknls dengan menggunakan huruf kapital dan

dicantumkan secara slmetrts:

b. rumusan judul panduan teknls yang ditulis secara simetris dengan

huruf kapltal;

2. Batang Tubuh
Bagian batang tubuh panduan teknls

terdiri dart:

a. pendahuhran, yang berist latar belakang, maksud dan tujuan,

sasaran asas, ruang llngkup dan pengertian umum;

b. mater! panduan teknis; dan

c. penutup yang terdirt dart hal yang harus dlperhatikan dan

penjabaran lebih lanjut.

3. Kaki

Bagian ka.ki panduan teknls erdiri dart:

a. nama [abatan pejabat yang menandatanganl, yang ditulis dalarn

huruf kapital dan dlakhirt dengan tanda baca koma;

b. tanda tangan; dan

c. nama lengkap yang dltulls dengan huruf kapital, tanpa

mencantumkan gelar.
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S. SusunaA dan Be.ntuk Laporan

1. Kepala

a.. kop naskah dinas BAPETEN.yang telah dicetak; dan
b. bagian kepala laporan memuat judul laporan yang dltulis dengan

huruf kapital dan diletakkan secara simetris.

2. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Laporan terdirl dart:

NAllA JARATAN.

Tanda TIJlI90 } "' .... ,............_
NAliA I..E.NGKAP "'+1' ......

dea.l ...... :,m
hmd""""",
'-s"'"

IIABIn
PEl!ltlTUP

B. d..n se-"'rusnya ..__.

A. _ .•..•.•...•.•..•.•......•.•.••..•..•.•..•.•.•.•.•..•.•.• _ .•..•...••...•.•.••..••...•.•...•..•.•....•.•...•..•.•.•.•.•..•.• }BABU

c. _ ...... d... Man:faal

B. 'rujuan

E. I>efi:J>Uj

BAD I
Pl!.IIDAHULUAIJ

ICOKOR 1 'l'AHtTII 2021
'I'EJlTAIlO

BADAIJ PEJlGAWAB 'fEIfAGA !roKLJ:R
PAl!lDUAIJ 'l'EKllIS

Contoh Susunan dan Bentuk Panduan Teknis
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awaJ kapital;

3). tanda tangan;
). nama lengkap yang dltults dengan huruf awal kapttal; dan

51. NIP.

memuat4). penutup yang merupakan akhir laporan,
harapanJpermintaan arahanJucapan tertma kasih.

3. Ka.ki
Bagian kakt Laporan terdtrt dart:

11. tempat dan tanggal pembuatan laporan;
I. nama jabatan pejabat pembuat laporan yang ditulls dengan huruf

1}. pendahuluan, yang mernuat penjelasan urnum, maksud dan rujuan,

serta ruang lingkup dan sistimatika laporan;

2). mater! laporan, yang tercliri atas kegtatan yang dllaksanakan,
faktor-faktor ang mempengaruhl, hastl pelaksanaan kegiatan ,
hambatan yang dlhadapl, dan hal laln yang perlu diJaporkan;

3). kestrnpulan dan saran' dan
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T. Suannan dan Bentuk Telaah Staf

1. Kepala
Bagian kepala Telaah star terdiri dart:
a. kallmat telaah star dJletakkan secara simetris eli tengah alas; dan
b. judul stngkat tentang perrnasalahan.

2. Batang T'Ilb'llh
Bagtan batang tubuh Telaah star terdiri dart:
11 Persoalan, yang memuat pernyataan stngkat dan jelas tentang

persoalan yang akan dtpecahkan.
Praanggapan yang memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan
data yang ada, saling berhubungan sesual dengan situasi yang

.a ~~ .. a~,...."'IlD, li '1Z.3fl.... .u.-,.~~ .... t ..lC'-lfj .... lIll'5_ lluCll!_
~_..b_IJII...I:ie.-~1ID1IIII

'_r_.

"""aI_gill _ .

..........._

A. "..,11<10l11li .....
Umum

2.. _sudd"" I,*,,,,,
3,. R...,g a.gIwp
• Oil5a

&AU S AW'AS TeHACA MV&"UIt
....... _'1.)' ... ....,."-'!

Contoh Susunan dan Bentuk Laporan
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21 tanda tangan;

31 nama lengkap;

) NIP; dan

51 daftar lampiran.

memuat71 Penutup, yang merupakan akhir laporan

harapanj'permtntaan arahanJ ucapan terima kasih.

3. Kaki

Bagian ka.ki Telaah star terdirt dari:

II nama jaba an pembuat telaah star, yang ditulis dengan huruf awal

kapltal:

dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa yang

akan datang.

31 Fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta yang merupakan

landasan anallsis dan pemecahan persoalan,

Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan

aklbatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugtannya,
pemecahan atau cam bertindak yang mungkin atau dapat

dllakukan,

51 Kesimpulan, yang memuat intisari hasil diskusi yang merupakan

pllihan cam bertindak atau jalan keluar.

61 Saran yang memuat secara ringkas dan jelas saran atau usul

tindakan untuk mengatasi persoalan yang dlhadapi.
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U. SUSWlandan Bentuk Notula
1. Kepala

Bagian kepala NotuJaterdlri atas:
a) diberi [udul dengan kalimat OTULARAPAT";
b] tullsan nama Unit Kerja ang mengadakan rapat dibawah tuJisan

"NOTULA RAPAT" dtlanjutkan dengan nama satuan kerja

dlbawahnya. Keduanya ditulls dengan menggunakan huruf kapttal;
dan

c tulisan Badan Pengawas Tenaga uklir eli bawah tulisan nama
satuan kerja, ditulis dengan huruf kapltal.

....

~Inll LetlIIIGII>
NIP

G. Pl!flu1up

__., l1li """""", ."""'" mvol'.u dan }<lIIJs ,..",ang """'" Io'ndIo.IclIn unftoj( """"OM,"",
P'''''-'''' yang oJIh4do:opL

F. SMlIJ1

~ InI IDMlIRIf fnt n IIDs.f ell I CIOn p/IIh.on (f"" ,,_ CiMI _ .01"", /ltf;IIo
......... r sr:t>_, pemeC.oll1fll perso.>.lm _ clllJDcIDpI.

E.. KellmpUlIUI

~ Ji1I ",emuaj "" ... P"tOQIJIfIKlpnJlIfIO~ dDn tlt lI ....,_.,~" se
~1'rtY<I. 1m_lin ""rill IO!!lI1I11W ...." ."'__'Yol,sM. ~"""'B .. !ltu C"""
"""_ y_trIWIg!c.In ... ~ CII'.sIaJb,n.

[). ""'..'Is's

B.oiIfttn _ Y<lflU ~ __ I'"""""" .ltD_~n_......"..isis daI>

pemeceIvJn pe.rsoalMJ.

"""""""'_ mernU41 ~ Y""'Q _" .... 1>o_S111lt"" 0:l.:Il11(f"", si'JIJrC
oe",~ seSUDt ,.",.,.., ....... ., _ c/tIlIJdlopI dDn ~"" Ioe~
1IIIt_1tI'rt_ ""'1HtdtMIcJ

8.>QIIJn __ .. memtIII! ~IJII ~ daI>}8 "ren,_ P<YR>_ "'flO aIcaIJ,.__

TELAAH aTAF
TEmANG

Contoh Susunan dan Format Telaah Staf
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NoNodin :

Agenda :

Tanggal :

Waktu :

Tempal :

Notulis Nama ltd Tanggal

Disiapkan

Oiperiksa

NOTULA RAPAT
BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

BIRO ORGANISM I DAN UMUM

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKUR

Contoh Susunan dan Bentuk otula
3. KaId

2. Batang Tubuh
Bagian batang tubuh Notula dibuat tabel berisikan beberapa kolom
yang nantinya akan dilsl oleh beberapa bagian (contoh dapat dilihat
pada bagian oontoh format notula di bawah). Bagian batang tubuh
notuJa terdiri alas:

a) bagtan ·No.Nodin", bertsi nomor ota Dinas;
b) bagian Agenda" bertsl pokok pembahasan rapat secara stngkat;

c bagtan "Tanggal" 'Waktu~.dan "Ternpat" berisi tanggal, waktu dan

tempat pelaksanaan rapat;
d) kolom Notulis" dfbagt menjadl tiga dan dttulis berurutan pada

kolom bawabn a yattu:

i. Bagian Dislapkan" bertsl Damn dan tanda tangan yang
rnenytapkan naskah tanggal dislapkannya naskah.

Il, Bagian Diperiksa" bertsi nama dan tanda tangan yang
memeriksa naskah tanggal dlpertksanya naskah.

iii. Bagian Disetujui" berisi nama dan tanda tangan yang
menyetuJui naskah tanggal disetujuinya naskah.

iv. bagian "Risalah Rapat" dibuat tabel bertsi nomor,

urruan/pembahasan/kesepakatan dan tindak lanjut/hasil.
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No. UraianJPembahasanIKesepakat.n Tlndak LanJutIH •• 11

1.

2..

3.

4.

5.

6.

7.

6.

9.

10.

Rlsalab Bagat;

Diselujui II
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Kode Kla.sifikasiOTOO

Nomorurut Surat Dinas dalam saru tahun
takwi'JIl/ kalerrder

01

Kategori ktaaifIkasi keamanan yang beraifat
rabas:i.a.

R

NOMOR:R.ol/OT OO/IX/2021

3. Penomoran Naskab Dinas ripe 3 untuk naskah dmas rneliputl Sumt
dinas dan Surat ndangan Ekstemal

Tabun Temit2021

Bulan Terbit IdituJis dengan angka romawi]tx

Kode KlasifikasiOTOO

Nomorurut naskah dinas daJam sam tahun
takwim/kalender

OJ

2. Penomoran askah Dlnas tipe 2 untuk naskah dinas meliputi surat
perintah, surat tugas, nota dinas, surat undangan internal,
memorandum. surat perjanjian surat kuasa, berita acara, surat
keterangan, surat pengantar dan pengumuman,

NOTADINAS
NOMOR:Ol/OT OO/IX/2021

202l Tabun Terbit

ornor askah Dinas dalam satu
tabun takwim/kslender

PERATURA BADAN PE GAWAS TENAGA NU1G..rR

'OMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH D1NAS

A. PenomoranNaskah Dlnas
1. Penomoran Naskah Dinas tlpe 1 untuk naskah dinas mellpun

Peratumn Perundang-undangan, Instruksl, Standar Operasional
Prosedur, Surat Edaran, Keputusan, dan Panduan Teknis
Contoh:

BABD

PEMBUA'I'AN MASKAB DIMAS
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lJ~ljL:_J.&GIeat .... Na. ....... ~.ca "tl"f::-:I SZl!lIiIS-1Q 1QD184.a.mmP"lu. otD~ ItDII5Dn .... eu.. .... UIMJ
,........ __ ...............e..t. ........... pld

u.DAN" rtNCAWAS-n:NAG.A NL'XL.
W''_'y..,.._'' ""'"'1

Dlnasa.
1. KopNaskah

L:]{
O{

B. SUsunanNaskabDlnas

Tahun Terbit2021

Bulan Terbit fdituJis dengan angka rornawi]rx
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4. ContohPenggunaanuntuk perhattan [u.p]

: ~:V~da-Yili.-;'1:~t;~;e~da;;;~a:;;';;;~-;e;';; - - - --:
I Dan Reformasi Blrokrasi I
I Jalan JenderalSudinnanKavUng69 I

: Jakarta 12190
I u.p
: Deputt Meneg.PAN Bidang Tata Laksana IL__- ~

.-----------------------------------~I KepadaYth. ~~nteriNegara Pendeyagunaan Aparatur Negara I
: Jalan Jenderal Sudirman Ka.ling 69 I
I Jakarta 12190 IL _

3. ContohAlamatSurat

I~--------------------
~-------------------~
I Tangga]. 26 Mei2021

2. ContohTanggalSurat

DM.AI PmaDlII:AII DAM Pt:l.A.1"tiAJf
....,.Pt..- ~~ ..... t.ba........~ 10-1211 [$1·!IiZ~.If;]8ms.l'D CJl2!lM e»::aes _11'",... 1-tQ..l11sm4la

~"_MIm"_ 1liIIIM-r_.u.. Kaca.._ ~_....._. "IIIP ,"D.Qi'!IIIJ:Z504.". r_ -az.a2!,11~
........ ~e. ...... t=eha ..... }~L- ~

IlAD r~w nNACAsun,."-~""W*'"'Y" __

b. KopNaskah Dinas Unit PengelolaTeknis

o{
o{
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C.Penggunaan Kertasdan Amplop
1. Penggunaan Kertas

a. Kertas yang digunakan untuk kegtatan naskah dinas adalah
HVS maksimaJ 80 gram, antara lain untuk kegtatan surat
menyurat, penggandaan, dan dokumen pelaporan.

b. Penggunaan kertas HVSdi atas 80 gram atau jenis lain hanya
terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai
keasaman tertentu dan niJal kegunaan dalam waktu lama.

c. SUTat berlambang negara danj atau logoinstansi dicetak di atas
kertas 80 gram.

Got""1.Iada1'fo."_P..... 101ln _I>lI2~1)OlMG~1(). G3II2164,GJQ2 ,
FilL 102..21)OlMOZT~PO. eo.. _D JI'I 10040

logo
Sertifika

si

N..... Lengkap
N

tlA.DA~' r~GA'u.s TJ::KAGA. .),IulD.Ja
Nur ... ~·" .. ublll ... acr

5. Contoh Penggunaan LogoSertifikasi

Posisi logo
sert ifikasi
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Nomor Lebar Imm} Panjang [rnm]

) 90 )52

2 100 )60

3 110 220

4 J 14 162

43/DlRJEN/1987 tentang Penetapan Standar Kertas Sampul
Surat.
Bentuk Sampul Surat dapat dilihat pada contoh.

Contoh

UKURAN SAMPUL

Pos dan Telekornunikast NomorDirektur Jenderal

2. Amplop/SampuJSurat
Sampul surat adalah sarana kelengkapan penyampaian sural,
terutama untuk surat keluar instansi. Ukuran, bentuk, dan wama
sampuJ yang digunakan untuk surat menyurat di llngkungan
instansi diatur sesuai dengan keperluan instansi mastng-masing
dengan mempertimbangkan efislensl.

a. ukuran

Ukuran sarnpul yang dtgunakan didasarkan Keputusan

d. Kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah A4 yang

berukuran 297 X 210 mm t 8 1/4 x r r '* inel). Di samping
kertas A4, untuk kepentlngan tertentu dapar digunakan kertas

dengan ukuran berikut:
1) A3kuarto ganda 1297x 420 mm};

2) A5 setengah kuarto (210x 148mm];
3) Folio/F4 (210x 330 mm ; dan
4) Folioganda ( 20 x 330 rnm].

e. askah dinas dengan jangka waktu simpan lebih dart 10 tahun
atau yang bemUai guna sekunder atau permanent harus
menggunakan kertas dengan standar kertaspermanen;
1) Gramatur minimal 80 gram/m2
2) Ketahanan sobek minimal 350 mN

3) Ketahanan ltpat minimal 2,42 [metode schopper) atau 2 18
[metode MIT)

4) pH pada rentang 7 5-10
5) Kandungan alkali kertas minimal 0,4 mol asam/kg
6) Dayatahan okstdast mengandung bllangan kappa minimal 5
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b. \Varna dan Kualitas
Sampul surat dlnas menggunakan kertas tahan lama (bond)
berwarna putih atau ooklat rnuda dengan kualitas sedernikian
rupa sehingga sesual dengan ukuran dan berat naskah atau
surat dinas yang dikirimkan.

c. Penulisan Pengirimdan Tujuan
Pada sampul surat hams dicantumkan alamat pengirim dan
alamat tujuan. Alarnat pengirim dlcetak atau dttullskan pada
bagian kanan atas sampul dengan susunan dan bentuk huruf

yang sarna dengan yang tertulis atau tercetak pada kepala
surat, yaitu lambang logo instansL Alamat tujuan ditulis sama
seperti alamat yang tercantum pada kepala surat, alinea
pertama alamat tujuan yang dimulai pada barls ill bawah
bagtan tengah sampul.

d. Cam melipat dan mernasukkan

PanJan,gaampul- panjangsuratj naakah 1/2' + teba) surat/naskab

Lebar &ampul- Lebarsurat/naskah 1/4 + tebal surat/naskah

Pada umumnya untuk surat dinas pada kertas ukuran A4
(kuartoJ dlgunakan sampul nomor 6 ~105 mm x 227 mm).
Untuk surat dtnas yang mempunyal lampiran cukup tebal,
atau surat pengantar yang disertai naskah dlnas tebal seperti
keputusan atau pedoman yang berupa buku dan tidak dapat
dlltpat, digunakan sampul yang ukurannya sedemlkian rupa
sehingga setelah dimasukan ke dalam sampul pada setiap

sisinya terdapat ruang maksimal 1/ Incl. Untuk menentukan

ukuran minimum sampul yang tepat bag! surat dlnas yang

cukup tebal dan tidak dapat dillpat, dapat digunakan rumus
sebagai berikut.

5 125 175

6 105 227

7 115 245

8 120 270

9 176 250

10 229 324

11 250 353

12 270 400
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Tulisan cap dinas adalah sebagai berikut:

Omm

38mm

E. Bentuk dan SpesifikasiCap Dinas

1. Ukuran, Tulisan dan Warna

Ukuran diameter cap dinas adalah sebagal berikut:

D. Ketentuan .Jarak Spasi

a. Jarak antara bab dan judul adalah dua spas!.

b. Jika judul lebih dan satu barts, jarak antara bans pertama dan kedua

adalah satu spasl,
c. .Jarak antara juduJ dan subjudul adalah empat spast,
d. .Jarak antara subjudul dan uraian adalah dua spasl.

e. Jarak maslng-mastng baris disesuaikan dengan keperluan.

SUrnt yang sudah diketlk rapt akan kehiJangan penampilannya
ang menarik jika cam melipat dan memasukkannya ke dalam
sampul kurang cerrnat dan tidak hatt-hatt, Surat yang sudah

dilipat sudut-sudutnya harus bertemu dan Jipatannya barns

lurus dan ndak kusut. Sebelum kertas surat dthpat, terlebth

dahulu perlu dipertimbangkan sampul ang akan digunakan,
Cara meUpat surat yang akan dimasukan ke dalam sampul

surat dinas adalah sepertiga bagian bawah lembaran surat

dlltpat ke depan dan sepernga bagian alas dllipat ke belakang.

Selanjutnya, surat dimasukkan ke dalam sampul dengan

bagtan kepala sural menghadap ke depan ke arah

penertmaj pembaca surat, Pada sampul yang mempun ai

jendela kertas kaca, kedudukan alamat tujuan pada kepala

surat barns tepat pada jendela sampul.
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2. Cap dinas jenis cap instansi berwama biru untuk naskah dinas

jenls instruksi, surat edaran, sur t pertntah surat dinas, sw-at

undangan eksternal naskah kerja sama dalam. negert surat

keterangan, dan pengumuman yang dttandatangani oleh
pejabat selain Kepala BAPETEN.

Tenbpat tulhan ~KEPAJ..A
BAOAN PENGAWASTE..'MGA
UKUR"

b. Wamabiru

1). Cap <linusjenis cap jabatan berwarna biru untuk naskah dinas

jenis instruksi surat edaran surat pertntah, surat dinas, surat

undangan eksternal, naskah kerja sarna dalam. negert, surat

keterangan, dan pengumuman yang ditandatangaru oleh

KepalaBAPETE .

Te.ru.pat lui;""", • BADAl
PENGAWASlENAGA UKUR-.
l::Lpotub""n ~KEPAJ..A·

2) Cap dinas jenis cap instansl berwarna merah untuk naskah

dlnas jenis surat keputusan yang ditandatangani oleh pejabat

selaln Kepala BAPETEN.

Terru.pnt tuliSAO • KEPALA
BADANPENGAWASTENAGA
NUKlJR"

1) Cap dinas jenis cap jabatan berwarna merah untuk naskah

din as jenis peraturan dan surat keputusan yang
dltandatangani oleh Kepala BAPETEN.

Tlnta cap dinas terdirl dart 2 warna yaitu rnerah dan btru.

a. Warna merah
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2. Kekhususan Penggunaan

a). Setiap naskah kerja sama pemerintah dengan luar negeri tidak
rnenggunakancap.

b}. Naskah kerja sama antar instansi pemertntah (kementeriannegara,
lernbaga pemerintah nonkementertan, provtnsi, kabupaten dan
kota) dl dalam negeri menggunakan cap jabatanj'cap Lnstans!

mastng-masing.
c. Naskah dlnas yang ditanda-tangani menggunakan tanda tangan

elektronik tIdakmenggunakancap.

Terd ..p"l tuJjSWl - BADAN
PEJ"GAWASTENAGANlIKUR"
bnp;>tulisan -KEPALA"

2021, No.1480 -110- 



www.peraturan.go.id

NamaLengkap

Tanda Tangan

Plh. Kepala Biro Organisasi dan Umum,

4. Contoh Penggunaan Pelaksana Harlan (Plh.)

Nama Lengkap

Tanda Tangan

pIt. Kepala Inspektorat

3. Contoh Penggunaan Pelaksana 1'ugas (PIt)

Nama Lengkap

Tanda Tangan

a.n. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Sekretnris Utnma,

u.b.
Kepala BiroOrganisasi dan Umum

2. Contoh Penggunaan Untuk Bellau (u.b)

NamaLengkap

Tanda 'Tangan

A. Penulisan Jabatan Penandatangangan

1. Contoh Penggunaan Atas Nama (a.n.)

a.n. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Oeput! Perijinan dan Inspeksi,

BABIV

KEWENANGAN PENANDA'tANGANAN
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Tanda Tangan

o arna Lengkap

Kepala BiroOrganisasi dan UmumPanU
"" hat
Esel"n IV

b. Untuk paraf pejabat yang berada dua tingkat di bawah pejabat
penandatangan naskah dlnas berada di sebelah kiri/sebelum nama
jabatan penandatangan contoh:

Tanda Tangan

ama Lengkap

KepaJaBagian Organisasi dan Tata Laksana

C. Pengaturnn Paraf pada askah Dinas

1. Letak pembubuhan paraf diatur sebagat berikut:
a. Untuk paraf pejahat yang berada satu tingkat di bawah pejabat

penandatangan naskah dinas berada di sebelah kananj'setelah
nama jabatan penandatangan contoh:

NO. JENlS NASKAH PE,JABAT PE.~ANOATANGA.N

DU-iAS K£PAtA KEPAlA KE:PALA ADMI""STRA TORI P£NGAWAS/SUB FUNGSION

BAPETEN SATUAN UN1T KOOIIDINATOR KOOlIDlNAlOR AL

KERJA K£RJA/UPT

J. l'Ii!ra.lur.m Rl!rund;ang- "und..npn
2, ID!Skub.i ,
3. SOP .. , ..
4. SUI'llI Ed.."." ~ 'i
3. Keputusan , • .
6, SU""I "-'nntah 'i , 'I
1 SUral Tug;as " .. ,
8. NDUlOm ... , 'i 'I ..
9. SUml lIndllDJlPO , .. , ..

InlBnai
10. loilmlarandwn 'I 'i 'I .. .. •
11. DisposiSi " .. , .. ..
12. SUmt OinIlS , .. ,
13. Suml I1ndllDJlPO , .. "£Ic.lema!
1'1. SU""I "-'lJ'Uljum .. .. ..
I:>. SUnst Kn..... , , ,
16. gerita."mra , .. , .. ..
11 Suml K.elenlll8"J1 , .. , .. ,
1&. Sunsl "-'OjpDIar , , " .. ..
19 Pl!ngumuma.n , , 'I
10, IApor.m , • , , .. •
21. Teluh StAf " ~ , '{ , ..
21. Pl!dmnllD .. ,
4.3. NotuLll , .. " .. , •

B. Kewenangan Penandatanganan

Tabel kewenangan pejabatan penandatangan naskah dinas adalah

sebagai berikut:
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PARAF KOORDlNASI

SEKRETARIS UTAMA

DEPUn PENGKAJlAN

KESELAMATAN NUKLIR

DEPU"I'1PERlZINAN DAN

[ SPEKSI

2. PembubuhanParaf Koordlnasi
Naskah dlnas yang materinya saling berkaltan dan memerlukan
koordmast antar unit kerja maka pejabar yang berwenang dan unit

terkalt ikut serta membubuhkan paraf pada kolom paraf koordinasi.
Contoh Format Bentuk KolomParaf Kocrdlnasl:

KOLOMPARAF KOORDINASIUNTUKESELO

P......f
,,"pilat
EseJo" I

Tanda Tangan

Plond
PI! bat
£sela" IV

KepaJaBAPETEN,

d. Untuk paraf pejabat yang berada empat tingkat di bawah pejabat
penandatangan naskah dlnas berada disebelah paraf pejabat yang
dl atasnya, eontoh:

Par,;&{
Pl!phat
Es.lanm

Tanda Tangan

Sekretaris Utama,

c. Untuk paraf pejabat ang berada tlga rtngkat di bawah pejabat

penandatangan naskah dinas berada dlsebelah paraf pejabat yang

dl atasnya, eontoh:
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PARAF KOORD£NASI

KEPALA BIRO ORGANISASI

DAN MUM

KEPALA P2STPP'RZR

mREKToRAT PERlJINAN DAN

I SPEKSI

KOLOM PARAF KOORDINASI NTUK ESELON n
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p.LI ------'

•tI. ICepala
iMl Fasilitas I!.Gdllsl di)ll Z.
R~dl(){OlItj(

J•

l(eputvsa ini b

·IL----_----'
Rll1ol;lanOil T 5

( sewai deogan letr,bar tambWatermark

Ni)m~InSUlnsl
A1amat lnStilMl

Bl!rdilSa an itetentllan UU D. 10 al1~n sail aya 1 iLN Tahun 19907No. 23, ~ No.
16761,PPNo 29 ahun 201)8lUI fahu 200 No. .!J4,rambahiln N No 4839) dan Pf' No. S6i'ahon
201. ILN iahlifl 2014 D. 15 , amba iIInLN D. 4$)')j sertillI'ermohonan deng No. ReIJlstrasi
I Itertanggalj IDen!JanInl dlber1ka epadiL

PEiRBAIKAN SURAT IllN PEMANFAATAN TeNAGA NUKl.IR.
NOMORI I

UNTUK PENGGUNAANr-1""-D_;A,,,,-LAM;..;...;.......1 ---,_ _J

KlPUTUSAN K.EPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR:~~~~ ~

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regula.tory Agency

11.CM\I "M.td No. II J ""It.. 10UO,PO , eox _Q05JKT 10oaO
*t1ll.Pllle t ...... ,., pet oo.ld

Contoh Dokumen di BAPE'I'ENyang menggunakan Securtty Printing

BABV

PENGAMANAN NASKAH DINAS
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T1NGKATI ARSJP ARSIPELEKTRONIK
DERA.1AT KO ENSIONALO. KLAS[F1KASl

L lBiasa/Terbuka lidakacla Tidak ada prosedur

perayaratan khusus,
2. Irel"bataa Arnplopsegel. Apabila pesan etektronik

&tau email beriai data
tentang infcrmasl

personal, harue
rnenggunakan enkripst.

email yang dikirim dengan

alamm khusua,
password, clan lam-lain.

3. !Rabasin Menggunakan warns 1. Harus ada knnfrrmasi
kertas yang berbeda penerima pesan

Diberi kode rahasia elektronik atau
Menggunakan amplop email.

debe!

Amplop segel, stempel Menggunakan
rahasia. 2. perangka yang
Konfrrmaliitanda dikhususJcan bagi pesan
terirna, elektrnnikatau ansil
Harus dikirim melaJui rahasia.
omngyang sudah
diberi wewenang dan 3. MenggunaJcan
tanggungjawab persandian atau
terbadap pengendalian kriplogmfL

Penyampaian dalam rangka peoanganan fisik maupnn tnformaslarstp
dinamis sesual dengan tingkat klaslflkasl dapat dilakukan melalul
pengtrtman yang dilindungi sebagatrnana tabel dl bawab ini:

BABVI

PENGENDALIAN NASKAB DINAS
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PW 01 01 Dokumen Dalam Ranpa Penyusunan Dan Pembinaan
Peuturan Perunclang-Undangan IUndang-Undang,
Peraturan Pemerintah, P,eraturan B dan Bidang

PW 01 PENYUSVNAN DAN PEMBINAAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN (UNDANG-l1NDANG, PERATURAN
PEMERINTAH, PERATURAN BADAN BIDANG
KE-TENAGANUK.LIR.AN) DI BIDANG PENELITIAN DAN
INDUSTRI SERTA ,KESEHA'l'AN FASILITAS RADIASI DAN
ZA'l' RADIOAKTIF

PW PERATURAN PENGAWASAN TEBAGA NUKLIR
PW 00 PEMBENTUKAN, PEMBINAAN DAN EVALUASJ PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN
PW 00 01 Dokumen Dalam Rangka Pembentukan, Pembinaan

Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan
Naskah yang berkenaan dengan kegiatan pembentukan,
pembtnaan dan evaluasl peraturan perundang
undangan antara lain:

- Surat Undangan/ JadwaJ Rapat
- Surat Pengajuan Prolegnas f lzin Prakarsa
- otulen Rapat
- SKTim
- SK PAK/L
- Daftar Literatur
- Dokumen Hasil Jdentiftkasi Peraturan
- Dokumen Terjernahan
- Rancangan AwaJNaskah Akademls
- RancanganAwal Undang-Undang

KK Kebijakan yang berkait..an dengan bidang InstalaBi dan Bahan
Nuklir, Reaktor Daya/non Daya, Nuklir non Reaktor, Jl'aBilitas
Radiasi dan Zat Radioaktif, limbah nukfu, pengangkutan Bahan
Nuklir

KK 00 NaBkah Akademik/Telaah Kajian
askah yang berkenaan dengan kegtatan penyusunan naskah

akademikftelaah kajlan
KK 01 Kajian dan anallBa

askah yang berkenaan dengan kegiatan kajian dan analisa
KK 02 Rumusan dan penYUBunan materi/bahan kebijakan

askah yang berkenaan dengan kegiatan rumusan dan
penyusunan matertj'bahan kebijakan

KK 03 Masukkan clan dukungan dalam penyusunan kebijakan
askah yang berkenaan dengan keglatan pemberian masukkan

dan dukungan dalam penyusunan kebtjakan
KK 04 Penetapan dalam bentuk NSPK

askah yang berkenaan dengan kegtatan penetapan dalarn
bentukNSPK

A. KLASIFIKASI SUBSTANTIF

KODE KLASIFIKASI

BABvn
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PW 03 PENYUSUNAN DAN PEMBINAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN (UNDANG-UNDANG, PERATURAlf
PEMERINTAH. PERATURAN BADAN TERKAIT
KETENAGANUKLlRAN) DALAM BIDANG LIMBAB NUKLlR

PW 03 01 Dokumen Dalam Rangka Penyusunan Dan Pembinaan
Peraturan Perundang-Undangan IUndang-Undang,
Peraturan Pemerintah. Peratu.ran Badan Terkait
Ketenaganukliran) Dalam Bidang Limbah Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan kegtatan Penyusunan
Dan Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan
(Undang-Undang, Peraturan Pemertn tab, Peraturan
Badan Terkait KetenaganukUran) Dalam Bidang Umbah
Nuklir antara lain:

PENYUSUNAN DAN PEMBINAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN (UNDANG-UNDANG, PERATURAlf
PEMERINTAH, PERATURAN BADAN TERKAIT
KETENAGANUKLlRAN) DALAM BIDANG PENGANGKVTAN
BAHAN NUKLIR

PW 02 01 Dokumen Dalam Rangka Penyusunan Dan Pembinaan
PeraturaJl Perundang-Undangan IUndang-Undang,
Peraturan Pemerintah. Peraturan Badan Terkait
Ketenaganukliran) Dalam Bidang Pengangkutan
Bahan Nuldir
Naskah yang berkenaan dengan kegiatan Penyusunan
Dan Pernbinaan Peraturan Perundang-Undangan
[Undang-Undang, Peraturan Pernerintah Peraturan
Badan Terkait Ketenaganukliran) Dalam Bidang
Pengangkutan Bahan Nuklir antara lain:

Surat ndanganjJadwal Rapat
NotuJen Rapat
Surat Keputusan
Laporan Konsultasi Publlk
Konsepsi Peraturan Pernerintah
Naskah Akadernik
Rancangan Pernturnn Perundang-undangan
Laporan Kegtatan Pembinaan
Laporan EvaJuasi Pernblnaan

PW02

Ketenaganukliran) Di Bidang Penelitian Dan lndustri
Serta Keaehatan Fasilitas RamaBi Dan Zat RamoaktiI
Naskah yang berkenaan dengan kegtatan Penyusunan
Dan Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan
[Undang-Undang, Peraturan Pernertntah, Peraturan
Badan Bidang Ketenaganukliran) Di Bidang Penelltian
Dan Industri Selia Kesehatan FasUitas Radlasl Dan Zat
Radioaktif an tara lain:

- Surat Undangarr/.Jadwal Rapat
- otulen Rapat
- SK Tim
- Laporan KonsuJtasi Pubhk
- Konsepsi Peraturan Pemerintah
- askah Akadernik
- Rancangan Peraturan
- Laporan Kegiatan Pembinaan
- Laporan EvaJuasi Pembtnaan
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PI 00 04 Persetujuan Modif'ikasi
Naskah yang berkenaan dengan keglatan Persetujuan
Modifikasi antara lain;

Permohonan Modifikasi
Program Modifikasl
Sistem Manajemen Modifikasi
KTUNPersetujuan Modifikasi
Laporan Hasll Evaluasi
Laporan Hasll Verifikasi

PI 00 03 Pel'setujuan Perubahan Desain
Naskah yang berkenaan dengan kegtatan Persetujuan
Perubahan Desain antara lain:

Permohonan Persetujuan Perubahan Desain
Data Perubahan Desain Reaktor uklir
Laporan Analisis Keselamatan
KTU Persetujuan Perubahan Desain
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hasll Veriflkasi
Laporan Evaluasi Keselamatan

PI 00 02 Persetujuan Desain
Naskah yang berkenaan dengan kegtatan Persetujuan
Desain antara lain:

Permohonan Persetujuan Desain
Desaln Rinci Reaktor uklir
Laporan Analisis Keselamatan
KTUNPersetujuan Desain
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan HasUVerifikasi
Laporan Evaluasi Keselamatan

Program Evaluasi Tapak
Sistem Manajemen Evaluasi Tapak
KTUN Persetujuan Evaluasi Tapak
Laporan HasU Evaluasi
Laporan Hasll Veriflkasl
Laporan Evaluasi Keselamatan

Tapak

PI PERlZINAN
PI 00 INSTALASI NUKLIR IREAKTORI

PI 00 01 Pel'setujuan Evaluasi Tapak
Naskah yang berkenaan dengan kegtatan Persetujuan
Evaluasi Tapak antara lain:

Permohonan Perserujuan Evaluasi

Surat Undanganj'dadwal Rapat
otulen Rapat

Surat Keputusan
Laporan Konsultasl Publik
Konsepsi Peraturan Pemermtah
askah Akademik

Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Laporan Kegiatan Pembinaan
Laporan Evaluasi Pernbinaan

2021, No.1480 
-119- 



www.peraturan.go.id

PI 00 08 1m Konstruksi Dan Perpanjangan Izin KODstruksi
Naskah yang berkenaan dengan kegiatan Lzin
Konstruksi dan PerpanJangan izin konstruksi antara
lain:

Permohonan izin konstruksi
bukti pendirian badan hukum
lzin mendirikan bangunan gedung fungsl khusus
dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemertntahan di bidang pekerjaan umum
sertlfikat penerapan sistem manajemen keselamatan
dan kesehatan kerja dari mentert yang

PI 00 0'7 1m Tapak
Naskah yang berkenaan dengan kegtatan lzin Tapak
antara lain:

Permohonan Izin Tapak
Bukti Pendirian BadanHukum
Kesesuaian Dengan Penataan Ruang
Bukti Pembayaran Biaya Perrnohonan lzin
Laporan Pelaksanaan Evaluasi Tapak
Laporan Pelaksanaan Sistem Manajemen Evaluasi
Tapak
Daftar Lnfonnasi Desain Tahap Tapak
Data Utama Reaktor Nuklir
KTU Izln Tapak
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hasll Verlflkast
Laporan Evaluasi Keselama tan

PI 00 06 Pel"setujuan Pernyataan Pembebasan
Naskah yang berkenaan dengan kegtatan Persetujuan
Pemyataan Pembebasan antara lain:

Permobonan Persetujuan Pernyataan Pernbebasan
Hasil Pelaksanaan Dekomisionlng
Hasil Pelaksanaan Penanganan Limbah Radloaktif
Laporan Pelaksanaan Izln Lingkungan
Hasil Pengukuran Paparan Radiasl Dan Kontaminasi
Zat Radioaktif Di Dalam Dan Di l..uar Tapak
KTU Persetujuan Pemyataan Pembebasan
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hasil Veriflkasi
Laporan EvaJuasi Keselamatan

PI 00 OSPel"setujuan Utilisasi
Naskah yang berkenaan dengan kegiatan Persetujuan
Utilisasi antara lain:

Pennohonan Utilisasj
Program Utillsasl
Sistem Manajemen UtlUsasl
KTU Persetujuan tilisast
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan HasU Veriflkasi
Laporan Evaluasi Keselamatan

Laporan Evaluast Keselamatan
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PI 00 09 Izin Komitrioning Dan Perpanjangan Izin Komisioning
askah yang berkenaan dengan kegiatan Izin

Komisioning Dan Perpanjangan lzin Kornisioning antara
lain:

Permohonan Izin Komisioning
Bukti Pendirian Badan Hukum
Sertiflkat Laik rungsl Bangunan Dar! KepaJa Daerah
Bukti Bayar izin
Laporan Anallsis Keselamatan
Batasan Dan Kondisi Operasi
Program Komisionlng
Program Perawatan
Program Proteksi Dan Keselarnatan Radiast
Sistem Safeguards
Rencana Proteksi Fisik
Sistem Manajemen
Program Manajemen Penuaan
Program Dekomi.s1onlng

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan
izin usaha jasa konstruksi dart menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum
izin terkait penanaman modal astng dan kepala
badan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koordinasl penanaman
modal
Bukti pembayaran izin konstruksi
Laporan analisls keselamatan
Batasan dan kondisi operasi
Sistem manajemen konstruksl
Daftar lnformast Desain tahap konstruksi
Program proteksi dan keselamatan radlasi
Sistem Safeguards
Rencana proteksi fisi.k
Program manajernen penuaan
Program Dekomisioning
Program kesiapslagaan nuklir
Program Konstruksi
Izin Li.ngkungan
Laporan Analisls Keselamatan Probabilistik
Deposito berjangka pada bank pemerintah
Surat jamlnan bank garansi pada bank pemerintah
atau bank swasta nastonal
Cadangan akuntansi
K'fU izin konstruksi
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan EvaJuasi KeselamatanT
Permohonan perpanjangan izin Konstruksi
Laporan kemajuan kegiatan Konstruksi
Program dan jadwal barn kegtatan Konstruksi
KTU perpanjangan izi.n konstruksi
Laporan hasil evaluasi
Laporan hasil verifikasi
Laporan evaluasi keselarnatan
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PI 00 11 Iz:inDekomisioning
Naskah yang berkenaan dengan kegtatan lzin Operasi
dan Perpanjangan izin operasi antara lain:

Permohonan lzin Dekomisionlng
Bukti Pendirian Badan Hukum
Bukti Pembayaran Biaya Permohonan lzin
Program Dekomlsionlng

PI 00 10 IziD Operaai Dan PeIpanjangan hin Operasi
Naskah yang berkenaan dengan kegtatan lzin Operas!
Dan Perpanjangan lzin Opems! antara lain:

Permohonan izin Operast
Bukti pendirian badan hukum
Izin usaha penyedlaan tenaga listrik dan rnentert
yang menyelenggarakan urusan pemertntahan d.i
bidang energi dalam hal Reaktor Nuklir akan
digunakan untuk pengusahaan tenaga llstrtk
Bukti biaya permohonan izin operasi
Laporan anal1sls keselamatan
Batasan dan kondisi operasi
Program proteksi dan keselamatan radiasi
Program perawatan
Sistem Safeguards
Rencana proteksl fisik
Sistem manajemen
Program Dekomisioulng
Program kesiapslagaan nuklir
Laporan pelaksanaan izin llngkungan
KTU izin operasl
Permohonan perpanjangan izin operasi
Laporan anahsis keselamatan
Laporan penilaian keselarnatan berkala
Laporan operasi
Laporan kajtan penuaan
KTU perpanjangan lzln operasi
Laporan hasil evaluasl
Laporan hasil vertfikasl
Laporan evaluasi keselamatan

Program Kesiapsiagaan uklir
Laporan Pelaksanaan Izin Llngkungan
Laporan Hasil Kegiatan Konstruksi
Gambar Teknis Reaktor Nuklir Terbangun
Bukti Kemampuan Finansial Pertanggungjawaban
Kerugian Nuklir Yang Berupa Asuranst Atau
Jaminan Keuangan Latnnya
Bukti Jamlnan Finansial Pelaksanaan

Dekomlsiorung
KTU lzin Komisioning
Permohonan PerpanJangan IzlnKomisioning
Laporan Kemajuan Kegiatan Komisloning
Program Dan Jadwal Baru Keglatan Komisloning
KTU Perpanjangan lzin Komisioning
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hasil Veriflkasi
Laporan Evaluasl Keselamatan
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PI 0103 Fasilitas Penyimpanan Lestari Bahan Baku Huldir
Bekas Untuk Kegiatan Pe:rsetujuan Modifikasi
Naskah yang berkenaan dengan Fasilitas Penyimpanan
Lestari Bahan Bakar Nuklir Bekas untuk kegtatan
Persetujuan Modifikasi antara lain:

Permohonan Mownkasi

PI 0102 Fasilita. Penyimpanan Lestari Bahan Bakar Huldir
Beka. Untuk Kegiatan Persetujuan Perubahan Desain
Naskah yang berkenaan dengan Fastlitas Penytmpanan
Lestari Bahan Bakar NukJir Bekas untuk kegtatan
Persetujuan Perubaban Desain antara Jain:

Permohonan Persetujuan Perubahan Desain
Data Perubahan Desaln Reaktor ukllr
Laporan Analists Keselamatan
KTU Persetujuan Perubahan Desain
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hasil Veriflkasi
Laporan Evahrasi Keselamatan

PI 01 INS'I'ALASINUKLIR (NOHR.EAK'I'ORI
PI 01 01 Fuilita. Penyimpanan Lestari Bahan Bakar Huldir

Bekas Untuk Kegiatan Evaluasi 'I'apak
Naskah yang berkenaan dengan Fasilitas Penylmpanan
Lestari Bahan Bakar Nuklir Bekas untuk kegtatan
Persetujuan Evalua.i 1'apak antara lain:

Permchonan Persetujuan Evaluasi Tapak
Program Evaluasi Tapak
Sistem Manajemen Evaluasi Tapak
KTU Persetujuan Evaluasi Tapak
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hasil Veriflkasi
Laporan Evaluasi Keselama tan

Perubahan izin
Naskah yang berkenaan dengan kegtatan

Perubahan Izin
antara lain:

Permohonan Perubahan Izin Pembangunan Dan
Pengopemsian Reaktor NukJir
Dokumen Perubahan Nama Badan Hukum
Pemegang Iztn Pembangunan Dan Pengoperasian
Reaktor Nuklir
Dokumen Perubahan Alamat Reaktor uklir
KTU Perubahan Izin
Laporan Hasil Evaluast
Laporan Hasll Veriflkasl
Laporan Evaluasi Keselamatan

PI 00 12

Program Proteksl Dan Keselarnatan Radiasi
Program Keslapsiagaan Nuklir
Sistem Manajemen
KTU lzin Dekornlsfoning
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hasil Veriflkasi
Laporan EvaJuasi Keselamatan
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PI 01 06 Fuilitas Penyimpanan Lestm Bahan Bakar Nuklir
Bekas Untuk kegiatan Izin T pak
Naskah yang berkenaan dengan Fasilitas Penyimpanan
Lestari Bahan Bakar ukllr Bekas untuk kegtatan urn
Tapak an tara lain:

Perrnohonan Izin Tapak
Bukti Pendirian Badan Hulrum
Bukti Hak Atas Tanah Dart Kepala Badan Yang
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang
Kesesuaian Dengan Penataan Ruang
Bukti Pembayaran Biaya Permohonan Izin
Laporan PelaksanaanEvaluast Tapak
Laporan Pelaksanaan Sis tern Manajemen Evaluasi
Tapak
Daftar Informasi Desain Tahap Tapak
Data Utama Reaktor Nuklir.
KTU lzin Tapak
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hasil Vertflkasi

PI 01 05 Fuilitas Penyimpanan Lestari Bahan Dakar Nuklir
Bekas Untuk Kegiatan Persetujuan Pernyataan
Pembebaaan
Naskah yang berkenaan dengan Fasilitas Penytmpanan
Lestari Bahan Bakar Nuklir Bekas untuk kegiatan
Persetujuan Pernyataan Pembebaaa..nantara lain:

Permohonan Persetujuan Pernyataan Pembebasan
HasiJ Pelaksanaan DekomlsJonlng
Hasil PelaksanaanPenanganan Limbah Radioaktlf
Laporan Pelaksanaan Izin Ungkungan
Hasil Pengukuran Paparan Radlasl Dan Kontaminasi
Zat Radioaktlf DI Dalam Dan Di LuarTapak
K'rU Persetujuan Pemyataan Pembebasan
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hasil Verifikasi
Laporan Evaluasi Keselama tan

PI 01 04 Fuilitas Penyimpanan Lestan Bahan Dakar Nuklir
Bekas Untuk Kegiatan Persetujuan Utilisasi
Naskah yang berkenaan dengan Fasilitas Penyimpanan
Lestart Bahan Bakar NukJir Bekas untuk kegiatan
Persetujuan Utilisasi antara lain;

Permohonan utilisasi
Program utilisasi
Sistern manajemen utUlsasf
K'rU persetujuan utilisasl
Laporan Hasil Evaluasl
Laporan Hasil Verifikasi
Laporan Evaluasi Keselama tan

Program odifikasi
Sistem Manajemen Modifikasl
K'rU Persetujuan Modifikasi
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hasil Verifikasi
Laporan Evaluasi Keselamatan
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PI 01 O~ Fasilitas Penyimpanan Lestari Bahan Baku NuJdir
Bebs Untuk Kegiatan Izin Konstruksi dan
Perpanjangan Izin Konstruksi
Naskah yang berkenaan dengan Fasllitas Penyimpanan
Lestari Bahan Bakar uklir Bekas untuk kegiatan Izin
Konstruksi Dan Perpanjangan Izin Konstruksi

Permohonan izin konstrukst antara lain:
buktl pendirian badan hukum
izln mendirikan bangunan gedung fungsi khusus
dart menteri yang menyelenggarakan urusan
pemertntahan di hidang pekerjaan umum
sertifikat penerapan ststern manajemen keselamatan
dan kesehatan kerja dari menteri yang
men elenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan
izin usaha jasa konstruksi dart mentert yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bldang
pekerjaan umum
izin terkait penanaman modal asmg dart kepala
badan yang rnenyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koordinasl penanaman
modal
Bukti pembayaran izin konstruksi
Laporan anallsts keselarnatan
Batasan dan kondisi operast
Sistem rnanajemen konstruksi
Daftar Informasi Desain tahap konstruksi
Program proteksi dan keselamatan radiasi
Sistem Safeguards
Rencana proteksi fisik
Program manajemen penuaan
Program Dekomisioning
Program kesiapslagaan nuklir
Program Konstruksi
Izin Lingkungan
Laporan Analisis Keselarnatan Probabilistik
Depostto berjangka pada bank pemertntah
Surat jaminan bank garansl pada bank peme:rintah
atau bank swasta nasional
Cadangan akuntansi
KTU izin konstruksl
Laporan HasiJ Evaluasi
Laporan Hasil Veriflkasi
Lapornn Evaluasl Keselamatan
Permohonan perpanJangan jzin Konstruksi
Laporan kernajuan kegiatan Konstruksi
Program dan jad .. al barn kegiatan Konstruksl
KTU perpanjangan izIn konstruksi
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hastl Veriflkasl
Laporan Evahrasi Keselamatan

Laporan Evaluasi Keselamatan
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PI 0109 Fuilitas Penyimpanan Lestari Bahan Baku Nuklir
Bekas Untuk Kegiatan Izin Operasi Dan Perpanjangan
IziDOperasi
Naskah Yang Berkenaan Dengan Fastlitas Penyimpanan
Lestart Bahan Bakar Nuklir Bekas untuk Kegiatan Izin
Operasi Dan Perpanjangan Izin Operasi Antara Lain:

Permohonan IzlnOperasi
Bukti Pendirian Badan Hukum
lzin Usaha Penyediaan Tennga Ltstrik Darl Menteri
Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan OJ
Bidang Energl Dalam Hal Reaktor uklir Akan
Digunakan Untuk Pengusahaan Tenaga Listrik
Bukti Biaya Permohonan lzin Operasl
Laporan Analisis Keselamatan
Batasan Dan Kondisi Operasi

PI 0108 Fasilitas Penyimpanan Lestari Bahan Baku Nuklir
Bekas Untuk Kegiatan Izin Komisioning dan
Perpanjangan Izin KomisioDing
Naskah yang berkenaan dengan Fastlitas Penyimpanan
Lestart Bahan Bakar uklir Bekas untuk kegiatan Izin
Komiaioning clan Perpanjangan Izin Komisioning
antara lain;

Permohonan izin Komisioning
Bukti pendirian badan huku.m
Sertifikat laik fungsi bangunan dart kepala daerah
Bukti bayar izin
Laporan analtsis keselarnatan
Batasan dan kondisi operasl
Program komisioning
Program perm atan
Program proteksi dan keselarnatan radiasl
Sistem safeguards
Rencana pro eksi fisik
Sistem manaJemen
Program rnanajemen penuaan
Program Dekomisioning
Program kestapsiagaan nukllr
Laporan pelaksanaan izin lingkungan
Laporan hasil kegiatan Konstruksi
Gambar teknis Reaktor Nuklir terbangun
Bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban
kerugian nukllr yang berupa asuranst atau jaminan
keuanganlrunnya
Bukti jaminan finansial pelaksanaan Dekomisioning
KTU izin komisioning
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hasil Veriflkasi
Laporan Evaluasi Keselamatan
Perrnohonan perpanjangan izin Komlsioning
Laporan kernajuan kegiatan Komisioning
Program dan jadwal barn kegtatan Komisionlng
KTU perpanjangan izin komisionlng
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hasil Verifikasi
Laporan Evahiasl Keselamatan
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PI 01 12 Fuilitas Yang Digunakan Untuk Pemul'nian,.
KODversi,PengayaanBahan Nuldir,Fabrikasi Bahan
Bakar Nuldir Dan!At.au Pengolahan UlangBahan

PI 01 10 Fasilitas PenyimpanJUlLest.ri Bahan Baku Nuklir
BekasUntukKegiatanIzin Dekomisioning
Naskah Yang Berkenaan Dengan Fasllitas Penytmpanan
Lestari Bahan Bakar Nuklir Bekas untuk Kegiatan Izin
Dekomisioningantara lain:

Permohonan izin Dekomisloning
Bukti pendirian badan hukum
Bukti pembayaran btaya permohonan izin
Program Dekomisioning
Program proteksi dan keselamatan radiasi
Program kestapeiagaan nuklir
Sistem manajemen
KTU izin dekomisioning
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan HasU Veriflkasi
Laporan Evahrasi Keselamatan

PI 0111 Fasilitas Penyimpanan Lestari Bahan Baku Nuklir
BekasUntukKegiatanPerubahanIzin
Naskah Yang Berkenaan Dengan Fasilltas Penyimpanan
Lestari Bahan Bakar Nuklir Bekas untuk Kegtatan
PerubahanIzinAntaraLain:

Permohonan Perubahan lzln Pembangunan Dan
Pengoperastan Reaktor Nuklir
Dokumen Perubahan Nama Badan Hulrum
Pemegnng tztn Pembangunan Dan Pengoperasian
Reaktor Nuklir
Dokurnen Perubahan Alamat Reaktor uklir
KTU Perubahan lzin
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan HasU Vertflkasi
Laporan Evaluasi Keselarnatan

Program Proteksi Dan Keselamatan Radiasi
Program Perawatan
Sistem Safeguards
Rencana Protekst Fisik
Sistem ManaJemen
Program Dekomisionlng
Program Kesiapsiagaan uklir
Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan
KTU lzinOperasi
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan HasU Veriflkasl
Laporan EvaJuasi Keselamatan
Permohonan PerpanJangan Izln Operasi
Laporan Anallsis Keselamatan
Laporan Penilaian Keselamatan Berkala
Laporan Operas!
KTUN Perpanjangan lzin Operas I
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hasil Veriflkasl
Laporan EvaJuasi Keselamatan
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Permohonan Modiftkasi
ProgramModifikasi
Sistem Manajemen Modifikasl
KTU Persetujuan Modifikasi
Laporan Hasil Evaluasi

PI 01 14 Fasi1itas Yang Digunakan Untuk Pemurnian.
Konversi, Pengayaan Bahan Nuklir, Fabrikasi Bahan
Baku Nuklir DanlAtau Pengolahan tllang Bahan
Bakar Nuklir Bekas, Termasuk ID.8talasi
Ra.diometalurgi Untuk Kegiatan Persetujuan
Moclifikasi
Naskah yang berkenaan dengan Fasilitas Yang
Digunakan Untuk Pemurnlan, Konversi Pengayaan
Bahan Nukllr, Fabrtkasl Bahan Bakar Nuklir Dan/Abu
Pengolahan Ulang Bahan Bakar Nuklir Bekas,
Termasuk Instalasi Radiometalurgi untuk kegtatan
Persetujuan Modifikasiantara lain:

PI 01 13 Fuilit...s Yang Digunakan Untuk Pemumian,
Konversi. Pengayaan Bahan Nuklir, Fabrikasi Bahan
Bakar Nuklir DanlAtau Pengolahan Ulang Bahan
Bakar Nuklir Bekas, Termaauk IJl8talasi
Ra.diometalurgi Untuk Kegiatan Persetujuan
Penmahan Desain
Naskah yang berkenaan dengan Fasilitas Yang
Digunakan Untuk Pemurnlan Konversi Pengayaan
Bahan Nuklir, Fabrtkasi Bahan Bakar Nuklir Dan/ Atau
Pengolahan UJang Bahan Bakar Nuklir Bekas
Terrnasuk Instalasi Radiometalurgi untuk kegtatan
Persetujuan PerubahanDesainantara lain:

Permohonan Persetujuan Perubahan Desain
Data Perubahan Desain Reaktor uklir
Laporan Analtsrs Keselamatan
KTU Persetujuan Perubahan Desain
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan HasilVeriflkasi
Laporan Evahiasi Keselamatan

Baku Nuklir Bekas. Termasuk IJl8talasi
Ra.diometalurgi "OntukKegiatan Persetujua.n Evaluasi
T,apak
Naskah yang berkenaan dengan Fastlitas Yang
Dtgunakan Untuk Pemurnian, Konversi, Pengayaan
Bahan NukJir Fabrtkasi Bahan Bakar Nuklir Dan/Atau
Pengolahan Ulang Bahan Bakar Nuklir Bekas
Termasuk Instalasi RadiometaJurgi untuk kegtatan
Persetujuan EvaluasiTapak antara lain:

Persetujuan Evaluas1Tapak
Permohonan Persetujuan Evaluasi Tapak
Program E:valuasiTapak
Sistem Manajernen Evaluasl Tapak
KTU Persetujuan Evaluasi Tapak
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hasil Veriflkasi
Laporan Evaluasl Keselamatan
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PI 0117 F... ilitas Yang Digunakan Untuk Pemurnian,.
KODversi, Pengayaan Bahan Nukiir, Fabrikasi Bahan
Bakar Nuklir Dan! Atau Pengolahan lUang Bahan
Baku Nuklir Bekas, 'l'ermasuk Instalasi
Radiometalu.rgi Untuk Kegiata.n Persetujuan
Pernyataan PembebaBan
Naskah yang berkenaan dengan Fastlitas Yang
Digunakan Untuk Pemurnian, Konversi, Pengayaan
Bahan Nuklir, Fabrtkasl Bahan Bakar Nukltr Danj'Atau
Pengolahan Ulang Bahan Bakar Nuklir Bekas

PI 0116 Fasilitas Yang Digunakan Untuk Pemumian,
KODversi, Pengayaan Bahan Nuklir, Fabrikasi Bahan
Baku Nuklir Danl Atau Pengolahan Ulang Bahan
Baku Nuklir Bekas, Tennasuk Instalasi
Radiometalu.rgi Untuk Kegiatan Persetujuan
Pel'nyata.an Pembebasan
Naskah yang berkenaan dengan Fastlitas Yang
D1gunakan Untuk Pemurnian, Kcnversi, Pengayaan
Bahan Nuklir Fabrtkasl Bahan Bakar Nuklir Dan/ Atau
Pengolahan Ulang Bahan Bakar Nuklir Bekas,
Termasuk Instalasi Radiometalurgl untuk kegtatan
Persetujuan Pernyataan Pembebasan antara lain;

Permohonan Persetujuan Pemyataan Pembebasan
HasU Pelaksanaan Dekomlsionlng
HasU Pelaksanaan Penanganan Umbah RadioaktiI
Laporan Pelaksanaan lzin Lingkungan
HasU Pengukuran Paparan Radiasi Dan Kontaminasi
Zat Radioaktif Di Dalam Dan Of Luar Tapak
KTU Persetujuan Pernyataan Pembebasan
Laporan Hasll Evaluasi
Laporan Hasil Veriflkasi
Laporan Evaluasi Keselama tan

PI 01 15 Fasilita.s Yang Digunakan Untuk Pemumian,
KODversi, Pengayaan Bahan Nukiir, Fabrikasi Bahan
Bakar Nuklir Dan! Atau Pengolahan Ulang Bahan
Baku Nuklir Bekas, 'rermasuk Instalasi
Radi.ometalu.rgi Untuk Kegiatan Persetujuan Utilisasi
Naskah yang berkenaan dengan Fasilitas Yang
Digunakan Untuk Pemurruan Konversi, Pengayaan
Bahan Nuklir, Fabrikasi Bahan Bakar ukllr Dan/ Atau
Pengolahan Ulang Bahan Bakar Nuklir Bekas
Terrnasuk Instalasi Radtometalurgi untuk kegtatan
Pel'setujuan Utilisasi antara lain:

Permohonan Utilisasi
Program Utilisasi
Sistem Manajemen tilisasi
KTU Persetujuan tilisasi
Laporan Hasil Evaluasi
LaporanHasil Veriflkasi
Laporan Evaluasi Keselamatan

Laporan Hasil Veriflkasi
Laporan EvaJuasi Keselama tan
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PI 01 19 Fuilitas Yang Digunakan Vntuk Pemurnian,
Konversi, Pengayaan Bahan Nuklir, Fabrikasi Bahan
Baku Nuklir DanlAtau Pengoiahan Ulang Bahan
Dakar Nuklir Betas, Termasuk lnstalasi
Radiometalurgi l1ntuk Kegiatan Izin KODStruksiDan
Perpanjangan Izin KODstruksi
Naskah yang berkenaan dengan Pas ilitas Yang
Digunakan Untuk Pemurnian, Konversl, Pengayaan
Bahan Nuklir, Fabrikasl Bahan Bakar Nuklir Dan/ Atau
Pengolahan Ulang Bahan Bakar Nuklir Bekas,
Termasuk Instalasi Radiometalurgi untuk kegiatan Izin
KODStruksiDan Perpanjangan lzin Konstruksi antara
lain:

Permohonan izin konstruksi
Bukti pendirlan badan hukum

PI 0118 Fasilitas Yang Digunakan Vntuk Pemurnian,
KonYersi, Pengayaan Bahan Nuklir, Fabrikasi Bahan
Baku Nuklir DanlAtau Pengolahan tllang Bahan
Baku Nuklir Betas, TermHuk Instalasi
Radiometalurgi Untuk Kegiatan Izin Tapak
Naskah yang berkenaan dengan Pasilitas Yang
Digunakan Untuk Pemumian, Konversi, Pengayaan
Bahan Nuklir, Fabrikasl Bahan Bakar Nuklir Dan/ Atau
Pengolahan Ulang Bahan Bakar Nuklir Bekas,
Tennasuk Instalasl Radiometalurgt untuk kegiatan Izin
T.apak antara lain:

Permobonan jzin tapak
Bukti pendlrlan badan hukum
Bukti hak atas tanah dart kepala badan ang
men elenggnrakan urusan pemerintahan dl btdang
pertanahan
Kesesuaian dengan penataan ruang
Bukti pembayaran biaya permohonan izin
Laporan pelaksanaan Evaluasi Tapak;
Laporan pelaksanaan sistem manajemen Evaluasi
Tapak
Daftar Informasi Desain tahap tapak
Data utama Reaktor ukllr
KTU izin tapak
Laporan Hasll Evaluasi
Laporan Hasil Verifikasi
Laporan Evahiasl Keselamatan

Termasuk tnstalasi RadiometaJurgl untuk kegtatan
Persetujuan Pernyataan Pemhebasan antara lain:

Permohonan Persetujuan Pernyataan Pembebasan
Hasil Pelaksanaan Oekomisioning
HasiJ Pelaksanaan Penanganan Limbah Radioaktlf
Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan
HasiJ Pengukuran Paparan Radiasi Dan Kontaminas!
Zat Radioaktlf Di DaJ.aIODan 01 Luar Tapak
KTU Persetujuan Pern ataan Pembebasan
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan HasUVeriflkasl
Laporan Evaluasi Keselamatan
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PI 0120 Fuilita. Yang Digunakan Untuk Pemumian,
KODversi, Pengayaan Bahan Nuldir, Fabrikasi Bahan
Baku Nuklir Dan!At.au Pengolahan Ulang Bahan
Bakar Nuldir Beku, Termasnk Instalasi
Radiometalurgi Untuk Kegiatan I%in Komisioning
Dan Perpanjangan Izin Komi.ioning
Naskah yang berkenaan dengan Pas ilitas Yang
Digunakan Untuk Pemurn Ian , Konversl, Pengayaan
Bahan Nuklir, Fabrikasi Bahan Bakar ukllr Dan/Atau
Pengolahan Ulang Bahan Bakar Nuklir Bekas,
Termasuk Instalasl Radiometalurgi untuk keglatan Izin
KomJ&ioning Dan Perpanjangan Izin Komisioning
antara lain:

Permohonan izin Komisionlng
Bukti pendirian badan hukum

Izin mendlrtkan bangunan gedung fungsi khusus
dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dl bldang pekerjaan umum
Sertifikat penerapan sistem manajemen keselamatan
dan kesehatan kerja dati menteri ang
men elenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan
Izin terkalt penanaman modal astng dart kepaJa
badan yang menyelenggamkan urusan
pemerintahan dl bidang koordmasi penanaman
modal
Bukti pernbayaran izjn konstruksi
Laporan anahsts keselarnatan
Batasan dan kondisl operasi
Sistem manaJemen konstruksi
Daftar lnIormasi Desain tahap konstruksi
Program proteksi dan keselamatan radiasi
Sistem Safeguards
Rencana proteksi fisik
Program manajemen penuaan
Program Dekontisioning
Program kestapsiagaan nukllr
Program Konstruksl
ILin Llngkungan
Laporan Anahsis Keselamatan Probabilistik
Deposito berjangka pada bank pemerintah
Sural jarntnan bank garanst pada bank pemerintah
atau bank swasta nastonal
Cadangan akuntansl
KTU izin konstruksi
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hasil VeIifikasi
Laporan EvaJuasi Keselamatan
Perrnohonan perpanjangan izin Konstruksi
Laporan kemajuan kegiatan Konstruksi
Program dan jadwal baru kegtatan Konstruksi
KTU perpanjangan izin konstruksl
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hasil Verifikasi
Laporan Evahiasl Keselamatan
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PI 01 21 Fuilitas Yang Digunakan Unmk Pemumian,
KODversi, Pengayaan Bahan Nukiir, Fabrikasi Bahan
Baku Nuklir DanlAtau Pengolahan lllang Bahan
Bakar Nuklir Beku, Termasuk lDstalasi
Radiometalurgi Untuk Kegiatan Izin Operasi Dan
Perpanjangan Izin Operasi
Naskah yang berkenaan dengan Pas ilitas Yang
Digunaknn Untuk Pemurnian, Konversi, Pengayaan
Bahan NukJir FahrtkasiBahanBakar Nuklir Dan/Atau
Pengolahan Ulang Bahan Bakar Nuklir Bekas,
Termasuk Instalasl RadIometalurgj untuk kegiatan lzin
Operasi Dan Perpanjangan Izin Operasi antara
lain:

Permohonan izin Operas!
Buktl pendirtan badan hukum
IziTI usaha penyedJaan tenaga Ilstrik dart rnentert
yang rnenyelenggarakan urusan pemerintahan dl
bidang energi dalam hal Reaktor Nuklir akan
digunakan untuk pengusahaan tenaga listrik
Buktl biaya permohonan izin operasl
Laporananahsis keselamatan
Batasandan kondisi operas]
Program proteksi dan keselamatan radiasi
Program perawatan
Sistem Safeguards
Rencana proteksl fisik
Sistem manajemen

Sertifikat lalk fungsi bangunan dart kepala daerah
Buktl bayar izin
Laporan analisls keselamatan
Batasan dan kondisl operasl
Program Komisioning
Program perawatan
Program proteksi dan keselamatan radlast
Sistem Safeguards
Rencana proteksl fisik
Sistem manajemen
Program rnanajemen penuaan
Program Dekomlsioning
Program kesiapstagaan nukllr
Laporan pelaksanaan izln llngkungan
Laporan hasil kegtatan Konstruksi
Gambar teknis Reaktor Nuklir terbangun
Bukti kemarnpuan flnansial pertanggungjawaban
kerugtan nukilr yang berupa asuransi atau Jaminan
keuangan lainnya
Buktl jaminan flnanstal pelaksanaan dekomlsioning
KTU iztn komisioning
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hasll Vertflkasl
Laporan Evaluasi Keselamatan
Permohonan perpanjangan izin Komisioning
Laporan kernajuan kegiatan Komisioning
Program dan jadwal barn kegtatan Komisionlng
KT perpanjangan izin komisioning

2021, No.1480 -132- 



www.peraturan.go.id

Program Dekomisioning
Program kesiapsiagaan nuklir
Laporan pelaksanaan izin ltngkungan
KTU izin operasi
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hasil Verifikasi
Laporan Evahrasi Keselamatan
Permohonan perpanjangan izin Operasi
Laporan anahsts keselarnatan
Laporan perulaian keselamatan berkala
Laporan operasl;
KTU perpanjangan iztn operasi
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hasll Verifikasi
Laporan Evaluasi Keselamatan

PI 0122 Fasilitas Yang Digunakan Untuk Pemumian,
KonYersi, Pengayaan Bahan Nukiir, Fabrikasi Bahan
Baku Nuklir DanlAtan Pengolahan Ulang Bahan
Baku Nu.k1ir Bekas, Termasnk lnstalasi
Radiometalurgi Untuk Kepatan Izin Dekomisioning
Naskah yang berkenaan dengan fi'asilitas Yang
Digunakan Untuk Pemurnian Konverst Pengayaan
Bahan Nuklir Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir Dan/Atau
Pengolaban Ulang Bahan Bakar Nuklir Bekas
Termasuk Instalast Radiometalurgt untuk kegiatan Izin
Dekomisioning antara lain:

Permohonan Izin Dekomisioning
Bukti Pendman Badan Hukum
Bukti Pembayaran Biaya Permohonan Izin
Program Dekomisioning
Program Proteksi Dan Keselamatan Radlasl:
Program Kesiapsiagaan uklir;
Sistem Manajemen
KTU Izin Dekomlsioning
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hasil Verifikasi
Laporan Evahiasi Keselamatan

PI 01 23 Fasilitas Yang Digunakan Untd Pemumian,.
Konversi, Pengayaan Bahan Nnkiir, Fabrikasi Bahan
Baku Nuklir Dan!Atan Pengolahan Ulang Bahan
Baku Nuklir Bekas, Tel'maBUk lnstalasi
Radiometalurgi Untuk Kegiatan Peruhahan Izin
Naskah yang berkenaan dengan Pasilttas Yang
Digunakan Untuk Pemurnian Konversi, Pengayaan
Bahan Nuklir, fi'abrikasl Bahan Bakar Nukllr Danj'Atau
Pengolaban Ulang Bahan Bakar Nuklir Bekas,
Termasuk lnstalasl Radiometalurgi untuk kegtatan
Perubahan kin antara lain:

Permohonan perubahan izin Pembangunan dan
Pengoperastan Reaktor Nuklir
Dokumen perubahan nama badan hukum Pemegang
Izm Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor
Nuklir
Dokumen perubahan alamat reaktor nukltr
KTU perubahan izin
Laporan Hasil Evaluasi
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Laporan Hasil Veriflkasi
Laporan EvaJuasi KeseLamatan

PI 02 ZA'l'RADIOAKTIFDANRADIASI
PI 0201 Perijinan Penelitian Dan Industri

Untuk Kegiatan Evaluasi Dokumen Permohonan Izin
Fasilitas Penelitian Dan Industri
Naskah yang berkenaan dengan PeriJinan Penelitian
Dan lndustri untuk kegiatan Evaluasi DoJmmen
Permohonan Izin Filsilitas Pene1itian Dan Industri
antara lain:

Prosedur penilaJan dokurnen persyaratan izln
Instrukst kerja penilaian dokurnen admtnistrasi
persyaratan izin
Instruksi ker]a penilaian dokumen telmis
persyaratan izin
Dolrumen Penetapan Tingkat La anan / Service
Level Arrangement (SLA) proses penilaian
permohonan izin
Laporan Hasll Evaluasi/Penllaian Permohonan fzln
Laporan Hasil Verifikasj Lapangan terkait Proses
Perizinan
Laporan Pernbinaan dan Birnhingan Teknis Proses
Perizinan
Arsip Surat Penugasanj'Kedtnasan terkait Perizinan
Petunjuk dan revisi petunjuk pelaksanaan
Uuklak/ juknls]
Data Pasilitas Perizinan Penelitian dan lndustri

PI 0202 Perijinan Penelitian Dan Industri
untuk Kegiatan Penerbitan K'I'UNPerizinan Bidang
Industri
Naskah yang berkenaan dengan PeriJinan Penelitian
Dan Industrl untuk kegiatan Penerbitan KTUN
Perizinan Bidang Industri antara lain:

Arsip KTUN lzin Pemanfaatandan Persetujuan
PI 02 03 Perizinan Fasilitas Kesehatan

Untuk Kegiatan Evaluasi Dokumen Permohonan Izin
Fasilitas Kesehatan
Naskah yang berkenaan dengan Perizinan Fastlltas
Kesehatan untuk keglatan Evaluasi Dokumen
Permohonan Izin Fuilitas Keaehatan antara lain;

Prosedur penilaJan dokumen persyaratan izin
Instruksi kerja perulaian dokumen administrasl
Instruksi ker]a pentlaian dokumen teknis
persyaratan izin
Dolrumen Penetapan Tingkat Layanan / Service
Level Arrangement (SLAI proses penilalan
permohonan izin
LaporanHasil Evaluasl Penilaian Pennohonan izin
Laporan Hasll Vertfikasl Lapangan terkait Proses
Periztnan
Laporan Pelaksanaan On the Spot Ucenslng OTSL)
bidang Kesehatan
Laporan Pemblnaan dan Bimbingan Teknis Proses
Perizinan
Arsip Surat Penugasan/Kedinasan terkait Perizinan
Data pertzman bidang kesehatnn
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PI 03 BAHANNUKLIR
PI 0301 Izin baru/perpanjangan Pemanfaatan Bahan NuJdir

(IPBN)
Naskah yang berkenaan dengan Izin bam Iperpanjangan
Pemanfaatan Bahan Nuklir (IPBN)antara lain:

Pernanfaatan Litbang
Permohonan [PBN
Bukti Pendlrtan Badan Hukwn
Bukti Pembayaran Biaya IPBN
KTU Mengenai Izin Konstruksi Komisioning
Operasi, Atau Dekomisloning Instalasl Nuklir.
Dokumen Spesifikasl Teknis Bahan uklir
Prosedur Yang Terkait Dengan Pemanfaatan Bahan
Nuklir
Sertiftkat Kalibrasi Mat Ukur Proteksi Radiasi
Pernyataan Perencanaan Penanganan Bahan Bakar
Nuklir Bekas Dan Limbah Radioaktlf
Program Proteksi Dan Keselamatan Radlasi
Rencana Proteksl Fistk
Sistem Safeguards
KTU IPBN

PI 03 02 PemaDfaatan : Pembuatan Dan Produkai
Naskah Yang Berkenaan Dengan Pemanfaatan
Pembuatan Dan Produksi Antara Lain:

Permohonan IPBN
Bukti pendirlan badan hukum
Bukti pembayaran blaya !PBN
KTU mengenal izin Konstrukst, Komisioning
operast, atau Dekomisioning Instalasl Nuklir.
Dokurnen speslfikasi teknis Bahan Nuklir
Prosedur yang terkalt dengan pemanfaatan Bahan
Nuklir
Sertifikat kallbrasl alat ukur proteksl radlasi

PI 0204 Peri%inan Fasilitas Ke,sehatan
Untuk Kegiatan Penerbitan KTOJi Perizinan Bidang
Ke.sehatan
Naskah yang berkenaan dengan Pertzman Fasilitas
Kesehatan untuk kegtatan Penerbitan KTUN Perizinan
Bidang Kesehatan antara lain:

Arsip K1 lzin Pemanfaatan Dan Persetujuan
PI 02 05 Pengujian dan Proaedur Kerja

askah yang berkenaan dengan Pengujian dan
Prosedur Kerja antara lain:

Penyusunan standar pengujian Petugas Proteksi
Radiasi
bidang industri dan medlk
Laporan Pelaksanaan Pengujlan petugas proteksi
radiasl soal dan jawaban ujian Iisensi Petugas
Proteksi Radiasi, bahan rapat Tim PenguJI hasll
ujian]
Laporan Pelaksanaan Penyegaran Petugas Proteksi
Radiasi (PPR)
Data Penerbltan Surat lzin Bekerja (SIB)PPR
Data Petugas ber-SIB
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Pernyataan perencanaan penanganan Bahan Bakar
Nuklir Bekas dan Umbah radioaktif
Program protekst dan keselamatan radlasl
Rencana proteksl fisik
Sistem Safeguards
KTU IPBN

PI 03 03 Pemanfa.tan : Penyimpanan Dan Penggunaan
Naskah Yang Berkenaan Dengan Pemanfaatan
Pernbuatan Dan Produksi Antara Lain:

Pennohonan IPBN
Bukti pendirtan badan hukum
Bukti pernbayaran biaya IPBN
Sallnan KTUN mengenai Izin Konstruksi,
Komisionlng. operast atau Dekomisioning lnstalasi
Nuklir.
Dolrumen spesiflkasi teknis Bahan Nuklir
Prosedur yang terkait dengan pemanfaatan Bahan
Nuklir
Sertiftkat kalibrasi alat ukur proteksl radiast
Pernyataan perencanaan penanganan Bahan Bakar
Nuklir Bekas dan limbah radioaktlf
Program proteksi dan keselamatan radtasi
Rencana proteksi flstk
Sistem Safeguards
KTU [PBN

PI 03 04 Pemanfaatan : Pengalihan. Ekspor, Dan Impor
Naskah Yang Berkenaan Dengan Pemanfaatan
Pengalthan Ekspor Dan Impor Antara Lain:

Permohonan [PBN
Bukti pendtrtan badan hukurn
Bukti pembayaran biaya IPBN
Angka pengenal lmpor atau Izin impor dart menteri
yang men elenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perdagangan atau dokumen notifikast dart
menteri yang menyelenggarakan urusan
pernertntahan di bidang perdagangan untuk
Pemohon yang merupakan Instans! pernertntah
lzin ekspor dart menterl yang menyelenggarakan
urusan pemertntahan dl bidang perdagangan
Salinan KTUN mengenai izin Konstruksl,
Komis!onlng. operasi, atau Dekomisioning InstaJasi
Nuklir.
Dolrumen spestflkasi telmis Bahan Nuklir
Prosedur yang terkait dengan pemanfaatan Bahan
Nuklir
Sertlfikat kalibrasi alat ukur protekst radiasJ
Pemyataan perencanaan penanganan Bahan Bakar
Nuklir Bekas dan limbah radioaktif
Program protekst dan keselamatan radlasl
Rencana proteksl fisik
Sistem Safeguards
KTU IPBN

PI 03 05 Perubahan IPBN
Naskah Yang Berkenaan Dengan Perubahan WBN
Antara Lain:

Permohonan perubahan IPBN
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Ookumen perubahan nama badan hukum Pemegang
lzin, atau alamat Instalasl Nuklir atau nama pekerja
radlasi, petugas protekst radtast, pengurus tnventort
Bahan Nuklir, pengawas inventori Bahan Nuklir
atau petugas proteksl fisik, atau kuantitas Bahan
Nuklir.
Bukti biaya izin perubahan IPB
K'rU perubahan jzln

PI 03 06 Persetujuan Impor
Naskah Yang Berkenaan Dengan Persetujuan Impor
Antara Lain:

Permohonan Persetujuan lmpor
Konosemen (Air Way Bill/ Bill Of Ladding)
Commercial Invoice
Oaftar Pengepakan (Packing List
Shippers Declaration Of Dangerous Goods/Multi
Modal Declar tion Of Dangerous Goods
Pemberitahuan Impor Barang
Bukti Bayar Persetujuan Impor
K'rU Persetujuan Impor

PI 03 07 Persetujuan Ekspor
Naskah Yang Berkenaan Dengan Persetujuan Ekspor
Antara Lain:

Permohonan persetujuan ekspor
Commercial invoice
Daftar pengepakan (pacldng list)
Pemberitahuan ekspor barang
Bukti bayar persetujuan ekspor
K'rU persetujuan ekspor

PI 04 PENGANGKUTAN B.AHANNUKLIR
PI 04 01 Persetujuan Pengiriman

Naskah yang berkenaan dengan Persetujuan Pengiriman
antara lain:

Permohonan persetujuan pengiriman
Rencana proteksi fisik
Rencana kontijensi
Peta dan rute pengangkutan
Bukti kelayakan kendaraan
Program proteksi radiasi selama pengangkutan
Prosedur penanggulangan kedaruratan
K'rU persetujuan pengtrtrnan

PI 04 02 Persetujuan Peng;iriman Kemhali Bahan Baku Nuldir
Bekas
Naskah yang berkenaan dengan Persetujuan Pengiriman
KembaJi Bahan Bakar uklir Bekas antara lain:

Permohnnan Persetujuan Pengiriman Kembali Bahan
Bakar ukllr Bekas
Ookumen Spesifikasi Teknis Bahan Bakar ukllr
Bekas Yang Akan Oikirim Kembali
Informasl Mengenai Identitas Penerirna OJ egara
Asal Dan Pengirim Dan Pengangkut Dan Moon
Angkutan Dan Pelabuban Muat Ke Pelabuhan
Bongkar Di Negara Asal
Sistem Proteksl Fistk Bahan Nuklir
Sistem Safeguards, Meliputi Dokumen Perubahan
Inventort, Pemindahan Bahan NukJir (Inventory
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PI 05 SERTIFIKASI
PI 0501 Sertifikasi Personil Izin Bekerja Petugas Instalasi

Dan Bahan Nuklir Terkait Dokumen permohonan izin
bekerja
Naskah yang berkenaan dengan Sertlfikasi Personll Iztn
Bekerja Petugas Instalasi Dan Bahan Nuklir terkalt
Dokumen permohonan inn bekerja antara laln:

Surat permohonan lzin bekerja
Formulir permohonan lzin bekerja petugas IBN yang
telah diisi
Salinan buktl identitas dirt Petugas m
Salinan surat hasll pemeriksaan kesehatan umum
Salman sertiftkat lulus Pelatfhan berdasarkan
Kompetensi
Salinan buktl pembayaran blaya permohonan lzin
Bekerja
Salman ljazah terakhir
Salinan surat pernyataan telah melakukan magang
dttandatanganl pemegang lzin
Salinan surat pernyataan telah melakukan bekerja
dltandatanganl pemegang izin

PI 0502 Sertifikasi Personil Izin Bekerja Petugas Instalasi
Dan Bahan Nuklir Terkait Dokumen Penyelenggaraan
Ujian Sertifikasi
Naskah yang berkenaan dengan Sertifikasi Personil Iztn
Bekerja Petugas lnstalasl Dan Bahan Nuklir terkait
Dokumen Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi antara
lain:

Surat tugas penyusun soal, pengawas dan penguJi,
dari Kepala BAPETEN
Daftar hadir peserta ujtan
Daftar badir pengawas dan penguji
Soal ujian petugas Instalasl dan bahan nukltr
Berlta acara pengujian petugas instals! dan bahan
nuklir
Daftar nilai ujian tulis dan lisan
Laporan penyelenggaraan ujian

PI 05 03 Dokumen PelLemitan Surat Izin Bekerja
Naskah yang berkenaan dengan Dokumen Penerbitan
Surat !zin Bekerja .Dan Dokumen Perpanjangan Izin
Bekerja an tara lain:

Salinan pemyataan Iulus ujian
kualiflkasi/rekualifikasi
Laporan Hasil Evaluasi
K'fU izin bekerja
Surat permohonan izin beker]a
Forrnulir permohonan izin bekerja petugas IBN yang
telah diisi
Salinan surat hasil pemertksaan kesehatan umum
Sallnan sertifikat lulus pelatthan penyegaran

Change Document - Material Transfer Dan Laporan
Perubahan lnventort (Inventory Change Report).
Buktl Sayar Persetujuan Penglriman Kemball BB B
KTU Pe:rsetujuan Pengiriman Bahan Bakar ukltr
Bekas
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PI 05 M Sertiitka.i Dan Validaai Bungkusan Untuk Kegiatan
Persetujuan De.ain Zat Radioaktif
Naskah yang berkenaan dengan Sertifikasi Dan Validasl
Bungkusan Untuk Kegiatan Persetujuan Deuin Zat
Radioaktif antara lain:

Suratpermohonan
Sertifikat loLosuji atau Laporan Hasil Uji
Sertifikat desain zat radioaktif
Deskrtfsi zat radioaktif
Manual mutu proses pembuatan zat radioaktif
Laporan Hasil Veriftkasl
Laporan Hasll Evaluasi
Sertifikat Persetujuan desain zat radioaktif/KTU

PI os 05 Sertiitka.i Dan Validasi Bungkusan Untuk Kegiatan
Persetujuan De.ain BlIlDgku.an
Naskah yang berkenaan dengan Sertifikasi Dan Validasi
Bungkusan ntuk Kegiatan PeJ'setujuan De.aiD
Bungku.an antara lam:

Surat permohonan
Sertifikat 1010suJi atau Laporan Hastl Uji
Sertifikat desain bungkusan
Deskrtfsi zat radioaktif
Manual mutu proses pernbuaran zat radioakttf
Laporan Hasil Veriflkasi
Laporan Hasil Evaluasi
Sertifikat Persetujuan desaln zat radioaktif / KTU

PI 0500 Sertiitka.i Dan Valida.i Bungkuaan Untuk Kegiatan
Validasi Sertifikat
Naskah yang berkenaan dengan Sertifikasi Dan Validasi
Bungkusan Untuk Kegiatan Validasi Sertiilkat antara
lain;

SuratPermohonan
Sertiftkat atau salinan sertifikat persetujuan dar!
negara asal
Deskripsi Zat Radioaktif atau Bungkusan
Laporan Hasil Evaluasi
Validasi Sertifikat/ KTU

PI 0507 Sertifika.i Dan Validaai Bungku.an Untuk Kegiatan
Persetujuan Kelayakan Kamera Radiografi
Naskah yang berkenaan dengan Sertifikasl Dan Valldast
Bungkusan Untuk Kegiatan Persetujuan Keiayakan
Kamen Radiografi antara lain:

Suratpermohonan
Sertifikat 10Losuji atau Laporan Hasll Uji
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hasil Veriflkasl
Sertifikat at.au K'fUN

PI 0508 Penerbitan Sertifikat Uji Keaesuaian Pesawat Sinar-X
Naskah yang berkenaan dengan Penerbitan Sertiftkat Uji
Kesesuaian Pesawat Sinar-X antara lain:

Prosedur Penerbitan Sertiflkasi Ji Kesesuaian
Pesawat SinarX

Salinan bukti pernbayaran btaya permohonan Izin
Bekerja
Surat keterangan lulus ujian rekualifikasi
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Instruksi Kerja Sertifikasl Uji Kesesuaian Pesawat
Sinar-X
Laporan Hasil Uji (LHU)
Rekaman I endali LHU
Rekaman hastl pemeriksaan kelengkapan
Laporan hastl pemertksaan kelengkapan
Logbook tanda terima LHU
Logbook penerimaan LHU ke TA/Llm kembali dart
TAJhasil pemeriksaan kelengkapan
Logbook piket
Laporan Evahrasi Hasil UJi (LEHU)
Rekaman sernua tahapan LH dltertma s.d LEHU
terbi t(e-doc]

PI 05 09 Penu.njukan Laboratoriwn Penguji/Penyedia Jasa
1'elmis Ketenaganukliran
Naskah yang berkenaan dengan Penunjukan
Laboratorrum Penguji/Penyedia Jasa Teknis
Ketenaganukliran
antara lain:

Prosedur Penunjukan Laboratorium
Penguji/ Penyedia
Jnstruksi Kerja Penunjukan Laboratorium Penguji/
Jasa Teknis Ketenaganukliran
Laporan Evaluasl
Lapomn veriffkasl lapangan
Salman KTU Penetapan/Penunjukan Penyedla
Jasa Teknis Ketenaganukliran
Laporan surveilan
Laporan kmerjn tahunan Penguji
Arsip surat kedinasan
Salman Surat Permtahj Pakta Integrttas
Rekaman seluruh tahapan penetapan/penunjukan
penguji/laboratorium [e-doc]

PI os 10 Penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran
Naskah yang berkenaan dengan Penunjukan Lembaga
Pelatihan Ketenaganukliran antara lain:

Prosedur Penunjukan Lembaga Pelatihan
Ketenaganukliran
lnstruksi Kerja Penunjukan Penunjukan Lernbaga
Pelatihan KetenaganuklJran
Laporan Evaluasl
Laporan verifikasl lapangan
Salinan KTUNPenetapanj' Penunjukan
Laporan survetlan
Laporan kinerja tahunan Penguji
Arsrp surat kedinasan
Salinan Sumt Pertntahj'Pakta Integrttas
Rekaman seluruh tahapan penetapanj penunjukan
lernbaga pelatlhan [e-doc]

PI 05 11 Penunjukan Lembaga Sertifikasi
Naskah yang berkenaan dengan Penunjukan Lernbaga
Sertifikasi an tara lain:

Prosedur Penunjukan Lembaga Sertifikasi
Instruksi Kerja Penunjukan Lembaga Sertifikasl
Laporan Evaluasi
Laporan vertflkasi lapangan

2021, No.1480 -140- 



www.peraturan.go.id

Salman Kl'UN Penetapan j Penunjukan
Laporan surveilan
Arstp surat kedlnasan
Rekaman seluruh tahapan penetapanjpenunjukan
Iernbaga sertifikasi [e-doc]

PI os 12 SertiiIkasi Tenaga AhJi
Naskah yang berkenaan dengan SertH'ikasiTennga AhJj
antara lain:

Prosedur SertlfiJmsitenaga ahll
lnstruksi Kerja Sertifikasi tenaga ahli
Soal uji sertifikasi tenaga ahli
HasiJUji sertifikasi tenaga ahli
Bahan ajar sertlftkasi tenaga ahli
Arstp surat kedinasan
Rekaman seluruh tahapan serti1'ikasiperson (e-doe)

PI 05 13 Uji Profisiensi
Naskah Yang Berkenaan Dengan ji Profisiens!
Antara Lain:

Prosedur jl Profisiensi
lnstruksi Kerja UjiProfisiensi
Protokol UJiProfisiensi
Lembar kerja ujl profisiensi
HasiJUjiProfisiensi [peserta]
HasiJ uji stabilltas dan penentuan nilai
acuan(penyelenggara)
Jadwal uji profisiensi
Arsip surat kedinasan
Rekaman seJuruh tahapan uJi profialensi [e-doc]

PI 06 REEKSPOR ZAT RADlASl/SUMBER RADIASI LAlNNYA
Naskah yang berkenaan dengan Reekspor Zat
Radiasi/Sumber Radiasi Lainnya antara lain:

Data teknis sumber radioaktif yang akan direekspor
Data pelaksanaan peogangkutan terkalt reekspor

PI 07 KE'fEKNIKAN
PI 0701 Pengelolaan Alat Ukur Radiasi

Naskah yang berkenaan dengan Pengelolaan Alat Ukur
Radiasi antara lain:

Manualj Instruksi Kerja Pengoperasian Peralatan
Rekaman pemtnjarnan/pengembaltan Alat Ukur
Radias!
Sertifikat kalibrasij dokumen kahbrast untuk alat
yang dikalibrasi internal
Arsip dokumen kalibrast
Logbookperawatan alat
Logbookkondisi ruangan penyimpanao alat
Data teknls Alat Ukur Radiasi
DokumenjRekaman Data HibahjPengadaan Alat
Ukur Radiasi
Rekaman Surat Dinas Peminjaman Alat Ukur
Radius!

PI 0702 Laboratorium Ketek:nikan (Lingkung:an, Safeguard,.
Securityl
Naskah yang berkenaan dengan Laboratortum
Keteknikan Lingkungan Safeguard, Security) antara
lain:

Dokumen Akreditast Laboratorium Pengujian
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KN REVIEWDANPENILAIANKESELAMATANNUKLIR
KN00 KESELAMATANREAKTOR

KN 00 01 Standar Kese1aJnatan Inatalasi NuJdir untuk kegiatan
Pelaksanaan Pengkajian
Naskah ang berkenaan dengan Standar Keselamatan
Instalasi ukllr untuk kegiatan Pelaksanaan
Pengkajian antara lain:

Surat menyurat dengan stakeholder
Notulen pembahasan kegtatan
KAKsurvey lapangan
Data teknis primerfsekunder
Laporan survey lapangan
Laporan hasil kajian

KN 00 02 St-andar Kese1aJnatan Instalasi NuJdir untuk kegiatan
Penyusunan Pedoman Teknis
Naskah yang berkenaan dengan Standar Keselamatan
lnstalast Nuklir untuk keglatan Peayusunan Pedoman
Teknis antara lain:

SUrat menyurat dengan stakeholder
Notulen pembahasan kegiatan
KAK survey lapangan
Data teknis primerfsekunder
Laporan survey Iapangan
Laporan hasil kajlan

KN 00 03 Standar Keselamatan Reaktor untuk kegtatan
Petaksanaan Pengkajian Keaelamatan Reaktor
Naskah yang berkenaan dengan Standar Keselamatan
Reaktor untuk kegtatan Pelaksanaan Pengkajian
Ke.selamatan ReaktoT antara lain:

Prosedur, Pedornan dan Instruksl Kerja
Surat Teguran keterlambatan penyarnpaian Laporan
operas! instalasi reaktor nukltr
Laporan operas! lnstalasl reaktor nuklir
Laporan hasU evaluasi (LHE) operas! instalasi
reaktor nuklir
Notulen

Prosedur laboratorrum lingkungan safeguard dan
security
Instruksi ker]a laboratortum lingkungan,
Logbook kondisi ruangan laboratorium
Sertifikat kalibrasi/ dokurnen kali bras i untuk alat
yang dtkalibrast internal
Rekaman Surat Dinas Permohonan Uji SampeJ
Dokumen Pengelclaanj' pengujian sarnpel
Laporan Hasil Uji SarnpeJ

PI 0703 Implementasi Kea.ma.nan Nuklir Nasional
Naskah yang berkenaan dengan Jmplementasl
Keamanan Nuklir aslonal antara lain;

Laporan Bimhingan Teknis Keamanan Nuklir
Laporan Koordinasl terkait Keamanan ukllr
Nas!onal
Laporan Hasil Pemantauan/VerUlka.si/Jmplementasi
Keamanan Nuklir
InformasifLaporan Keamanan Nuklir dart instansi
terkait
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Surat menyurat dengavn stakeholder
Notulen pembahasan kegiatan
KAK survey lapangan
Data teknis primerfsekunder
Laporan survey lapangan
Laporan hastl kajtan

KN00 0'1Ke.selamatan Probabilistik untuk kegiatan
Pelaksanaan Pengkajian
Naskah yang berkenaan dengan Keselamatan
Probabillstik untuk kegiatan Pelaksanaan Pengkajian
antara lain:

Surat Menyurat Dengan Stakeholder
Notulen Pernbahasan Kegiatan
KAK Survey Lapangan
Data Teknls Primer f Sekunder
Laporan Surve Lapangan
Laporan Hasil Kajian

KN00 08 Keselamatan Probabilistik untuk kegtatan
Penyusunan Pedoman Tekni8
Naskah yang berkenaan dengan Keselamatan
Probabillstik untuk keglatan Penyusunan Pedoman
Telm.isantara lain:

Surat menyurat dengan stakeholder
Notulen pembahasan draft pedornan
KAKsurvey lapangan
Laporan survey lapangan
Pedoman teknls

dengan Keselamatan
PenyusUJlaJl Pedoman

Penyusunan Pedoman Teknis
Naskah yang berkenaan
Deterministik untuk kegtatan
Tekni8 antara lain:

KN 00 04 Stanciu Ke8elamatan Reaktor' untuk kegtatan
Evalua8i Pengkajian Stanciu Ke8elamatan Dalam
Dieain Dan Operasi, Penerapan Budaya Ke8elamatan"
Pengu.mpulan Data Kecelakaan Nuklir Dan Non
Nuklir
Naskah ang berkenaan dengan Standar Keselamatun
Reaktor untuk kegtatan Evaluasi Pengkajian Stanclar
Keselamatan Dalam Disain Dan Operasi, Penerapan
Budaya Keselamatan, Pengumpulan Data Keoelakaan
Nuklir Dan Non Nuklir antara lain:

Permintaan Evaluasi
Pelaksanaan Evaluasi
Laporan Evaluasi

KN00 os Keselamatan Deterministik untuk kegtatan
Petaksanaan Pengkajian antara
Naskah yang berkenaan dengan Keselamatan
Deterministik untuk kegtatan Pelaksan_n Pengkajian
antara lain:

Surat menyurat dengan stakeholder
Notulen pembahasan kegtatan
KAK survey lapangan
Data teknls primerj'sekunder
Laporan survey Iapangan
Laporan hasil kajian

KN00 06 Keselamatan Deterministik untuk kegiatan
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KR REVIEW KESBLAMATAN RADIASI, PERSONIL DAN FASILiTAS
RADIASI

KR 00 KESELAMA'rAN RADIASI
KR 0001 Keselamatan Radiasi Untuk Kegiatan Pelaksanaan

Pengkajia.n

KN 00 09 Keselamatan Radiasi, Peraonil Dan Lingkungan untuk
kegtatan Pelaksanaan Pengkajian
Naskah yang berkenaan dengan Keselamatan Radiasi,
Personll Dan I...Ingkungan untuk kegtatan Pelaksanaan
Pengkajian antara lain:

Surat menyurat dengan stakeholder
Notulen pernbahasan kegiatan
KAK survey lapangan
Data teknis prtmer Zsekunder
Laporan survey lapangan
Laporan hasll kajian

KN00 10 Keselamatan Ramasi, Peraonil Dan Lingkungan untuk
kegtatan Penyusunan Pedoman
Naskah yang berkenaan dengan Keselamatan Radiasi,
Personll Dan Lingkungan untuk kegiatan Penyusunan
Pedoman 'rek:nis antara lain:

Surat ~ enyurat Dengan Stakeholder
Notulen Pembahasan Draft Pedoman
KAK Survey Lapangan
Laporan Surve Lapangan
Pedoman Tekrus

KN0011 Safeguard D n Security untuk kegtatan Pelaksanaan
Pengkajian
Naskah yang berkenaan dengan Safeguard Dan
Security, Persorul Dan Lingkungan untuk kegiatan
Pelaksanaan Pengkajian antara lain:

Surat menyurat dengan stakeholder
Notulen pernbahasan kegtatan
KAK survey lapangan
Data teknis primerj'sekunder
Laporan survey lapangan
Laporan hasil kajian

KN0012 Safeguard Dan Security untuk kegiatan Penyusunan
Pedoman 'rews
Naskah yang berkenaan dengan Safeguard Dan
Security, Personil Dan Lingkungan untuk kegtatan
Penyusunan Pedoman 'reknis antara lain:

Surat Menyurat Dengan Stakeholder
Notulen Pembahasan Draft Pedoman
KAK Survey Lapangan
Laporan Survey Lapangan
Draft Pedoman Teknis

KN0013 Pengelolaan Dan PeDggWlllaDKomputasi Penunj~g
Pengkajian
Naskah yang berkenaan dengan Pengelolaan Dan
Penggunaan Komputasi Penunjang Pengkajian antara
lain:

Logbook pemmjaman alat
Dokumen Perpanjangan I...Isensl
Laporan hasil analisis dengan komputasi
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Naskah yang berkenaan dengan Keselarnatan Radiasi
untuk kegiatan Pelaksanaan Pengkajian antara lain:

Sural Menyurat Dengau Stakeholder
Notulen PernbahasanKegiatan
KAKSurvey Lapangan
Data Teknls Primer / Sekunder
Laporan Surve Lapangan
Laporan Hasil Kajian

KR0002 KeBelamatan RaciiaBi Untuk Kegiatan Penyusunan
Pedoman 'I'ekniB
Naskah Yang Berkenaan Dengan Keselamatan Radiasi
Untuk Kegtatan PenYUBunanPedoman 'l'eknia Antara
Lain:

Surat Menyurat Dengan stakeholder
Notulen Pembahasan Draft Pedornan
KAK Survey Lapangan
Lapornn Surve Lapangan
Draft Pedoman Teknis

KR0003 Keselamatan RadiaBi Untuk Kegiatan Pem.binaan /
Pertemuan Teknis
Naskah Yang Berkenaan Dengan Keselamatan Radiast
ntuk Kegiatan Pembinaan/Pertemuan 'l'eknis Antara

Lain:
Surat Menyurat Terkait Pelaksanaan Kegiatan
KAKPembinaanj'Pertemuan Teknis
Notulen Pernbahasan Program Pembinaan
HasiJ Evaluasi Penyelenggaraan Pembinaan
Laporan Penyelenggaraan Pembinaan

KR00 04 KeBelamatan Radiasi Untuk Kegiatan Pengelo1aan
Dan Penggunaan Peralatan Penunjang Pengkajian
Naskah Yang Berkenaan Dengan Keselamatan Radiasi
ntuk Kegiatan Pengelolaan Dan Penggunaan

Peralatan Penunjang Pengkajian Antara Lain:
Log Book Peminjaman Alat
Sertlfikat Kaltbrasi
HasiJ Perawatan AJat
HasiJ Cek Antara
Surat Menyura Terkait Pengelolaan Dan
Penggunaan Alat

KR00 05 Keselamatan Radiasi Untuk Kepatan Pelaksanaan
Keselamatan PersoM / Proteksi Radiasi
Naskah Yang Berkenaan Dengan Keselamatan Radiasl
ntuk Kegiatan PeJaksa.naan Keselamatan PersoniJ /

Proteksi Radiasi Antara Lalm
Prosedur, Pedoman Dan Instruksi Kerja
Surat Tindak Lanjut Evaluasi Oasis
Surat Pemanggilan Dosis Berlebih
Sural Teguran Keterlambatan Penyampalan Laporan
Pemantauan Dosls Pekerja Radlasi
Laporan Hasil jj Pemantauan Oosis Pekerja
Radiasi
LHE Pemantauan Oosis Pekerja Radiasi
Laporan Kajian Penyebab TeTjadinya Kejadian (KPK)
Laporan Hastl Pemanggilan Dosis Berlebih
Laporan Hasil Evaluasi (LHEI KPK
Notulen Rapat Pemantauan Dosis Pekerja Radtast
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KR 01 PELAKSANAANPENGKAJIAN KESELAMA'rANRADIASJ
KR 0101 PetakBanaan Pengkajian Keselamatan Ramasi

Naskah yang berkenaan dengan Pelaksanaan
Pengkajian Keselarnatan Radtast antara lain:

Analisls Dan Evaluasi Keselamatan Radiasi.
Baku Ttngkat Radioaktivitas OJ Lingkungan
Laporan PengeloJaan lim bah Radioaktif

KR 02 KESELAMA'rAN PERSONIL
KR 02 01 Keselamatan Personil Untuk Regiatan Pelabanaan

Pengkajian
Naskah yang berkenaan dengan Keselamatan PersonU
untuk kegiatan Pelaksanaan Pengkajian antara lain:

Surat Menyurat Dengan Stakeholder
Notulen Pembahasan Kegiatan
KAK Survey Lapangan
Data Teknis Primer / Sekunder
Laporan Survey Lapangan
Laporan Hasil Kajian

KR 0202 Keselamatan PersoM Untuk Kegiatan Penyusunan
Pedoman 'rews
Naskah yang berkenaan dengan Keselamatan Personll
untuk kegiatan Penyusunan P·edoman 1"ekDis antara
lain:

Surat menyurat dengan stakeholder
Notulen pembahasan draft pedoman
KAK survey Iapangan
Laporan survey lapangan
Draft Pedoman teknis

KR 0203 Ke.selamatan PersoniJ Untuk Kegiatan Pembina.an I
Pertemnan TekDiB
Naskah yang berkenaan dengan KeseJamatan PersonU
untuk kegtatan Pembinaan/Pertemuan 1"ekDisantara
lain:

Surat menyurat terkait pelaksanaan kegiatan
KAK pembinaanj pertemuan tekn.is
Notulen pembahasan program pembinaan
Hasil evaluast penyelenggaraan pernbtnaan
Laporan penyelenggaraan pembinaan

KR 0204 KeBeJamatan PersoniJ Untuk Kegiatan Pengelolaan
Dan Penggunaan Peralatan Penunjang Pengkajian
Naskah ang berkenaan dengan Keselamatan PersonU
untuk kegiatan Pengelolaan Dan Penggunaan
Peralatan Penunjang Pengkajian antara lain:

Log book pemlnjaman alat
Sertifikat kalibrasi
Hasil perawatan alat
Hasil eek antara
Surat menyurat terkait pengelolaan dan penggunaan
alat

KR 02 OSKeselamatan Personil Untuk Regiatan Pelakaanaan
Keselamatan Penonill Proteksi RamaBi
Naskah yang berkenaan dengan Keselamatan Personll
untuk kegiatan Pelaksanaan Keselamatan Personil I
Proteksi Radiu:i antara lain:

Prosedur, Pedoman dan lnstruksi Kerja
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KR 0303 Keselamatan Fasilitas Ramasi Untuk Kegiatan
Pembinaan/Pertemuan 'l'eknis
Naskah yang berkenaan dengan Keselamatan Fasllitas
Radiasi untuk kegtatan Pembinaan/Pertemuan Teknis
antara lain:

Surat menyurat erkait pelaksanaan kegiatan
KAK pembinaanj' pertemuan teknis
Notulen pembahasan program pembinaan
HasiJ evaluasl penyelenggaraan pemblnaan
Laporan penyelenggaraan pembinaan

KR 0304 Ke.selamatan Fuilitas Radiasi Untuk Kegiatan
Pengelolaan Dan Penggunaan Perala tan Penunjang
Pengkajian
Naskah yang berkenaan dengan Keselamatan Fasilitas
Radiasl untuk kegiatan PengelolaaD dan. Penggunaan
Peralatan Penunjang Pengkajian antara lain:

Log book peminJaman alat
Sertifikat kalibrasi
HasiJ perawatan alat
Hastl eek antara alat ukur

Surat Tindak LanJut Evaluasi Dosts
Surat Pemanggilan Dosis Berleblh
Sural Teguran keterlarnbatan penyampalan Laporan
Pemantauan Oosis Peketja Radiasi
Laporan HasiJ . jJ Pemantauan Dosis Pekerja
Radiasi
tHE Pemantauan Dosis Pekerja Radiasi
Laporan Kajian Penyebab Terjadinya Kejadlan (KPK)
Laporan hastl pemanggilan Dosis Berleblh
Laporan Hasil Evaluasl (tHEI KPK
Notulen Rapat Pemantauan Dosis Pekerja Radiasi

KR 03 KESELAMATAN FASILlTAS RADIASI
KR 0301 Keselamatan Fasilitaa Radiasi Untuk Kegiatan

Pelaksanaan Pengkajian
Naskah yang berkenaan dengan Keselamatan Fasilitas
Radiasi untuk kegtatan Pelaksanaan Pengkajian antara
lain:

Surat menyurat dengan stakeholder
Notulen pembahasan kegiatan
KAK survey lapangan
Data teknis primerj'sekunder
Laporan survey lapangan
Laporan hastl kajian

KR 03 02 Ke.selamatan Fasilitas Radiasi Untuk Kegiatan
Penyusunan Pedoman Tems
Naskah yang berkenaan dengan Keselamatan Fasilitas
Radiasi untuk kegiatan Penyusunan Pedoman Teknis
antara lain:

Surat menyurat dengan stakeholder
Notulen pembahasan draft pedoman
KAK survey !apangan
Laporan survey lapangan
Draft Pedoman teknis
Pedoman teknis
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IS 0002 Inspeksi Keselamatan Reaktor Nuklir Untuk Kegiatan
Proses Kegiatan Inspeksi Keselamatan Reaktor
Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan Inspeksi Keselamatan
Reaktor Nuklir untuk keglatan Proses Kegiatan
Inspeksi Keselamatan Reaktor Nuklir antara lain:

Prosedur, Pedoman Dan lnstruksi Ketja
Form Isian Hasil lnspekst

IS 00 03 Inspeksi Keselamatan Reaktor Naklir Untuk Kegiatan
Laporan Hasil Inspeksi Keselamatan Reaktor Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan Inspeksl Keselamatan
Reaktor Nuktir untuk kegiatan Laporan Hasil Inspeksi
Keselamatan Reaktor Nuklir antara lain:

Surat Pemberitahuan Hasillnspeksl ISbW)
Laporan Hasil Inspeksi (Lhi)
Laporan Eksekutif lLare)/Memo Hasll Inspeksl
Notulen Pasea Inspeksi

IS 0004 Inspeksi Safeguard Untuk Kegiatan Perencanaan
Kegiatan Inspeksi Safeguards Pacla Rea.ktor Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan Inspeksl Safeguard
untuk keglatan Pereneanaan Kegiatan Inspeksi
Safeguards Pada Reaktor Nuklir antara lain:

Jadwallnspeksi
Surat lzin Personel
Surat PeTintah lnspeksi [Spi]
Surat Pemberitahuan Inspekst ISbil
Sural Peminjaman Alat
Notulen Pra Inspeksl

IS INSPEKSI
IS 00 INSTALASI NUKLIR IREAKTOR)

IS 00 01 Inspeksi Keselamatan Re.aktor Nuklir Untuk Kegiatan
Perenoa.naan Inspeksi Keseiamatan Reaktor Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan tnspeksl Keselamatan
Reaktor uklir untuk kegtatan Perencanaan Inspeksi
Ke:selamatan Reaktor Nuklir antara lain:

Jadwallnspeksi
Surat izin personel
Surat Perintah Inspeksi ISPI)
Surat Pemberitahuan lnspekst ISBlj
Surat peminjaman alat
Notulen pra inspeksi

KR 04 KESELAMATAN LINGKUNGAN
KR 04 01 KESELAMATAN LINGKUNGAN

Naskah yang berkenaan dengan Keselamatan
Lingkungan Antara Lain:

HasU pemantauan ROMS (Real Data Monitor System)
dalarn bentuk soft rue
HasU pemantauan ROMS (Rea] Data Monitor System)
dalarn bentuk hard file

Surat menyurat terkait pengelolaan dan penggunaan
alat
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IS 00 05 Inspeksi Safeguard Untuk Kegiatan Proses Kegiatan
Inspeksi Bahan Nuklir Dan protokol Tambahan Pada
Reaktor N'uklir
Naskah yang berkenaan dengan Inspeksi Safeguard
untuk kegiatan Proses Kegiatan lIIlspeksi Bahan
N'uklir Dan Protokol 'l'ambahan Pada Reaktor NuJdir
antara lain;

Prosedur, Pedoman dan Instruksl Kerja
Form Istan Hasillnspeksi

IS 0006 Inspeksi Safeguard Untuk Kegiatan Pelaporan
Kegiatan Inspeksi Bahan N'uklir
Naskah yang berkenaan dengan Inspeksi Safeguard
untuk kegtatan Pelaporan Kegiatan Inspeksi Bahan
N'uklirantara lain:

Surat Pemberitahuan Hasillnspeksl [Sbhf]
Laporan Hasillnspeksl (Lhi)
Notulen Pasca lnspeksi
Laporan Bahan Nuklir Ke laea
Dok:umen Oaftar Informasl Desain (Dlq) Fasllitas
Deklarasi Protokol Tambahan Ke lAEA

IS 00 07 Inspeksi Proteksi Fisik Untuk Kegiatan Pereneanaan
Kegiatan IDspeksi Proteksi Fisik Pada Reaktor NuJdir
Naskah yang berkenaan dengan Inspeksi Proteksl FJsik
untuk kegiatan Perenc.a.naan Kegiatan Inspeksi
Proteksi Fisik Pada Reaktor Nuklir antara lain:

Jadwallnspeksi
Surat Izin Personel
Surat Perintab lnspeksi (Spi
Surat Pemberitahuan lnspekst (Sbl,
Surat Peminjaman Alat
Notulen Pra Inspeksi

IS 0008 IDspeksi Proteksi Fisik Untuk Kegiatan Proses
Kegiatan Inspeksi Proteksi Fisik Pada Reaktor Nuldir
Naskah yang berkenaan dengan Inspeksi Proteksi FJslk
untuk kegiatan Proses Kegiatan Inspeksi Proteksi
Fisik Pada Reaktor Nuklir antara lain:

Prosedur, Pedoman dan lnstruksi Kerja
Dokumen Ancaman Dasar Desain
Dokumen Rencana Proteksi Fislk Fasilltas
Dok:umen Evaluasi Rencana Proteksi Fisik
Form Isian Hasillnspeksi

IS 00 09 Inspeksi Proteksi Fisik Untuk Kegiatan Pelaporan
Kegiatan Inspeksi Proteksi Fisik Pada Reaktor N'uklir
Naskah yang berkenaan dengan Inspeksi Proteksl FJslk
untuk kegiatan Pelaporan Kegiatan lnspeksi Proteksi
Fisik Pada Reaktor Nuklir antara lain:

Surat Pemberitahuan Hastl Inspeksi [Sbhf]
Laporan Hasil Inspeksi (Lbi) Proteksi Ftslk
Notulen Pasca Inspeksl

IS 01 INSTALASI NUKLIR NON REAKTOR {lNNRI
IS 0101 Inspeksi Keselamatan Instalaai Nuklir Non Reaktor

Untuk Kegiatan Perencanaan lnspeksi Nuklir Non
Reaktor
Naskah yang berkenaan dengan Inspeksl Keselrunatan
Instalasi Nuklir Non Reaktor untuk keglatan
Perenca.naan Inspeksi Nuklir Non Reaktor antara lain;
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.Jadwal Inspeksl
Surat lzIn personel
Sural Pertntah lnspeksi (SPI)
Surat Pernberttahuan lnspekst (SBI)
Sura peminjaman alat
NotuJen pra inspeksi

IS 0102 Inspekai Keselamatan Instaiasi Nuklir Non Reaktor
Untuk Kegiatan Proses Kegiatan. Inspeksi NuJdir Non
Reaktor askah yang berkenaan dengan Inspekst
Keselamatan Instalast uklir Non Reaktor untuk
kegtatan Proses Kegiatan Inspeksi Nuklir Non Reaktor
antara lain:

Prosedur, Pedoman dan lnstruksl Kerja
Form Istan Hasillnspeksi

IS 0103 Inspeksi Keselamatan Instatasi Nuklir Non Reaktor
'l'erkait Laporan Hasillnspeksi Nnklir Non Reaktor
Naskah yang berkenaan dengan lnspeksl Keselamatan
Instalasi Nuklir on Reaktor terkait Laporan Hasil
Inspeksi Nuklir No.nReaktor antara lain:

Surat Pemberitahuan Hasillnspeksi {SBHI)
Laporan HasU lnspeksi (LH1)
Laporan Eksekutif lLARE)/Memo Hasillnspeksi
Notulen pasca inspeksl

IS 01 04 1nspeksi Safeguard Untuk Kegiatan Perencanaan
KegiataJ:l Inspeksi Safeguards Pada Instalasi Nuklir
Non Reaktor
Naskah yang berkenaan dengan Inspekst Safguard
untuk kegtatan Pereneanaan Kegiatan Inspeksi
Safeguards Pad. Instalasi Nuklir Non Reaktor antara
lain:

Jadwal Inspeksi
Surat izin personel
Surat Perintah lnspeksi ISPI)
Surat Pemberitahuan Inspekst {SB1)
Surat peminjaman alat
NotuJen pra inspeksl

IS 010S Inspeksi Safeguard Vntuk Kegiatan. Proses Kegiatan.
Inspeksi Bahan Nuklir Dan Protokol Tambahan Pada
Instalasi Nuklir Non Reaktor
Naskah yang berkenaan dengan lnspeksi Safguard
untuk kegtatan Proses Kegiatan Inspeksi Bahan
Nuktir Dan Protokol 1'amhahan Pada Instalasi Nuklir
No'n Reaktor Antara Lain:

Prosedur, Pedoman Dan lnstruksl Kerja
Form Isian Hastl Inspeksl

IS 0106 Inspeksi Safeguard Untuk Kegiatan Pelaporan
Kegiatan Inspeksi Bahan Nuklir Pada Instalasi Nuklir
Non Reaktor
Naskah Yang Berkenaan Dengan tnspeks! Safeguard
Untuk Kegiatan Peiaporan Kegiatan lnspeksi Bahan
Nuklir Pada Instalasi Nuklir Non Reaktor Antara Lain:

Sural Pemberitahuan Hasillnspeks! jSbhil
Laporan Hasil lnspeksi (Lhi)
Notulen Pasca Inspeksi
Laporan Bahan Nuklir Ke laea
Dokumen Daftar Informasi Desain (Diq) Fasilitas

2021, No.1480 -150- 



www.peraturan.go.id

Deklarasl Protokol Tambahan Ke IAEA
IS 0107 Inspeksi Proteksi Fisik Untuk Kegiat.n Perencanaan

Kegiatan Inspeksi Proteksi Fisik Pada Instalasi
Nuldir NonRe.a.ktor
Naskah yang berkenaan dengan Inspeksl Proteksi fisik
untuk Kegtatan Pe.encanaan Kegiatan Inspeksi
Proteksi Fisik Pada Instalasi Nuklir Non Reaktor
antara lain:

Jadwallnspeksi
Surat Izm Personel
Surat Pertntah lnspeksi [Spl
Surat Pemberitahuan lnspekst [Sbi]
Surat Pemlnjaman Alat
Notulen Pra Inspeksi

IS 0108 Inspeksi Proteksi Fiaik Untuk Kegiatan Proses
Kegiatan Inspeksi Proteksi Fiajk Pada Instalsi Nuklir
Non Reaktor
Naskah yang berkenaan dengan Inspeksi Proteksi fisik
untuk Kegiatan ProBes Kegiatan Inspekai Proteksi
Fisik Pada Instalsi Nuklir NonRe.a.ktorantara lain:

Prosedur, Pedoman Dan Instruksi Kerja
Dokumen Ancaman Dasar Desain
Dokumen Rencana Proteksi Fisik FasWtas
Dokumen Evaluasi Rencana Proteksi Fisik
Form Isian Hasil Inspeksi

IS 0109 Inspeksi Proteksi Fisik Untuk Kegiatan Pelaporan
Kegiatan Iospeksi Proteksi Fiaik Pada Instalai Nuklir
NonReaktor
Naskah • ang berkenaan dengan Inspeksl Protekst fisik
untuk Kegiatan Pelaporan kegiatan inspeksi protekai
fisik pada Instai.i Nuldil'Non Reaktor antara lain:

Surat Pemberttahuan Hasillnspeksi (Sbhi)
Laporan Hasil Inspeksi (Lhi) Proteksi Fisik
Notulen Pasca Inspeksi

IS 01 10 Inapeksi Keselama.tan Lingkungan Untuk Kegiatan
Perencanaan Kegiatan Inapeksi Ke.elamatan
Lingkungan
Naskah yang berkenaan dengan lnspeksl Keselamatan
Lingkungan untuk Kegiatan P,erencanaan Kegiatan
Inspeksi Keselamatan Lingkungan antara lain:

Jadwallnspeksi
Surat izin personel
Surat Perintah Inspeksi ~SPI)
Surat Pemberttahuan Inspeksi ~SBII
Sura peminjaman alat
Notulen pra inspeksi

IS 0111 Inspeksi Keselamatan Lingkungan Untuk Kegiat.n
Proses Kegiatan Inspekai Keseiamat-.n Lingkungan
Naskah yang berkenaan dengan Inspeksl Keselamatan
Llngkungan untuk Kegiatan Proses Kegiatan Inspeksi
Ke.selamatan Lingkungan antara lain:

Prosedur, Pedoman dan Instruksi Kerja
Surat Pemberitahuan Pemantauan Ling.kungan/
TENORM/ Rona Awal
Surat Tugas Pemantauan Llngkungan / TENORM/
RonaAwal
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IS 0204 Penelitian Dan Industri Untuk Kegiatan Pembinaan
Fuilitas Penelitian Dan Industri
Naskah yang berkenaan dengan PeneUtian Dan Industri
untuk kegtatan Pembinaan Fuili.ta.s Penelitian dan
induatri antara lain:

IS 02 INSPEKSl FASILfl'AS RADIASI ~ ZAT RADIOAK'I'IF
(IFRZR)

IS 02 01 PeneJitian Dan Industri Untuk Kegiatan Perencanaan
Inspeksi Fasilitas Penelitian Dan Industri
Naskah yang berkenaan dengan Penelitian Dan Industri
untuk kegiatan Perencanaan Inspeksi Fasilit...
PeneJitian Dan Industri antara lain:

Surat Izin Inspektur
Surat Peminjaman Alat
Jadwallnspeksi
Surat Pemberitahuan lnspeksi
Laporan Keselamatan Fasilltas
Notulen Pra Inspeksi

IS 0202 Penelitian Dan Industri Untuk Kegiatan Proses
Kegiatan Inspeksi Fasilitas Penelitian Dan Industri
Naskah yang berkenaan dengan Penelltian Dan Industri
untuk kegtatan Proses Kegiatan Inspeksi CasilitH
Penelitian dan Industri antara lain antara lain:

Form Isian Hasillnspeksi
Surat Perintah lnspeksi

IS 0203 Penelitian Dan Industri Untuk Kegiatan PeJaporan
Kegiatan Inspeksi
Naskah yang berkenaan dengan Penelltian Dan Industri
untuk kegiatan Pelaporan kegiatan Inspeksi antara
lain:

Laporan Hasillnspeksi
Surat Pemberitahuan Hasil Inspeksi

IS 0112 Inspeksi Keselamatan Lingkungan Untuk Kegiatan
Pelaporan Kegiatan Inspeksi Keselamatan
Lingkungan
Naskah yang berkenaan dengan Inspeksl Keselamatan
Llngkungan untuk Kegiatan Pel.poran Keg:iatan
Inspeksi Keselamatan Lingkungan antara lain:

Surat Pemberitahuan Hasillnspeksl (SBHI)
Laporan Hasil lnspeksi Keselamatan Lingkungan
Notulen rapat kegiatan pemantauan lingkungan /
TENORM/ Rona Awal

Surat Teguran keterlambatan penyampaian Laporan
Pernantauan Ungkungan
Laporan Pemantauan Lingkungan
LHE Laporan Pemantaunn Lmgkungan
Laporan Hasil Pemantauan (LHP) Linglrungan /
T'ENORM/ Rona Awal
Surat Peminjrunan Alat Pemantauan Lmgkungan /
TENORM/ Rona Awal
Sertifikat Hasil Analisa sampel lingkungan /
T'ENORM/ Rona Awal
Form Isian Hasillnspeksi
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IS 02 00 Kesehatan. Untuk Kegiatan. P·erencanaan Inspebi
Fuilitas Kesehatan
Naskah yang berkenaan dengan Kesehatan untuk
kegtatan Perencanaan Inspeksi Fasilitu Keaehatan
antara lain:

Surat Izln Inspektur
Surat Peminjaman Alat
Jadwallnspeksi
Surat Pemberttahuan lnspeksi
Laporan Keselamatan Fasilitas
Notulen Pra Inspeksi

IS 02 07 Kesehatan Untuk:Kegiatan Proses Kegiatan Inspeksi
Fuilitas Kesehatan
Naskah yang berkenaan dengan Kesehatan untuk
kegiatan Proses Kegiatan Inspebi Fasilitu
Keaehatan antara lain:

Form Isian Haail Inapeksi
Surat Perintab tnspekst

IS 02 08 Kesehatan Untuk Kegiatan Pelaporan Kegiatan
Inspeksi

Naskah yang berkenaan dengan Kesehatan untuk
kegiatan Pelaporan Kegiatan Inspebi antara Jain:

Laporan Hasil Inspeksi
Surat Pemberttahuan Hasillnspeksi

IS 0209 Kesehatan untuk kegiatan Pembinaan FasiIit.s
Kesehatan
Naskab yang berkenaan dengan Kesehatan untuk
kegtatan Pembinaan Fasilitas Kesehatan antara lain:

Notulen Pembahasan Program Pemblnaan
HasiJ Evaluasl Penyelenggaraan Pembinaan
Laporan Penyelenggarnan Pembinaan

IS 02 10 Kesehatan Untuk Kegiatan Penegakan Hukum
Fasillta. Kesehatan
Naskah yang berkenaan dengan Kesehatan untuk
kegtatan Penegakan Hukum FasiIita. Kesehatan
an tara lain :

Surat Teguran
Surat Peringatan 1
Surat Peringatan _
Putusan Pengadllan
Rekomendasi'lim Gelar Perkara

IS 02 OS Penelitian Dan lndustri Untuk Kegiatan. Penegakan
Hukum Fasilita5 Penelitian Dan lndustri
Naskah yang berkenaan dengan PeneUtian Dan tndustrt
untuk kegiatan Penegakan Bukum FasiIitas Penelitian
Dan Industri antara lain:

SuratTeguran
Surat Peringatan 1
Surat Peringatan
Putusan Pengadllan
Rekomendasi Tim Gelar Perkara

Notulen Pembahasan Program Pembinaan
HasiJ Evaluasl Penyelenggaraan Pembinaan
Laporan Penyelenggaraan Pembinaan
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SN KESIAPSIAGAAN NUKLJR
SN 00 KESIAPSIAGAAN NUKLIR

SN 0001 Gialii Kedaruratan
Naskah yang berkenaan dengan Gladl Kedaruratan
antara lain:

Arslp surat kedinasan terkait pelanhan
Laporan pelaksanaan kegiatan
Dokumen skenario latihan
Dokumen evaluasi latihan
Notulen hasll rapat pembahasan skenarto,
koordinasllatihan dan evaluasi
Rekaman berupa video dan soft file

SN 0002 Kegiatan Tan"ap Darurat
Naskah yang berkenaan dengan Kegtatan Tanggap
Darurat antara lain:

Prosedur, Pedoman dan lnstruksi Kerja
tnfonnasi kedaruratan dart mas arakar/ pemegang
ijin
Arsip surat kedinasan vertflkasi kedaruratan
Rencana tanggap darurat
Laporan pelaksanaan tanggap darurat

SN 00 03 Pengembangan Satuan 'ran"ap Darurat (S1'D
Naskah yang berkenaan dengan Pengembangan Satuan
1'anggap Oarurnt (S1'O) antara lain:

Logbook Piket Personil S1'D Informasl
Rekaman Pemertksaan Kesehatan nggota STD
Laporan Latihan Penanggulangan Kecelakaan
Dolrumen Pelatihan Satuan Tanggap Darurat

SN 0004 Pengelolaan Inlrastruktur Ruang Tan"ap Darurat
Naskah yang berkenaan dengan Pengelolaan
Infrastruktur Ruang Tanggap Oarurat antara lain:

Logbook Perawatan Kondis! Ruang Komando
Logbook Perawatan Peralatan Tanggap Oarurat
Sertifikat Kalibras! Peralatan 1'anggap Darurat

IS 02 11 SISTEM MANAJEMEN
Naskah yang berkenaan dengan Sistem Manajemen
antara lain :

Prosedur Perencanaan lnspekst
Prosedur Pelaksanaan Inspeksi
Prosedur Pemantauan Ttndak Lanjut Hasillnspeksl
Prosedur Penegakan Hukum
Prosedur Penilaian Kinerja Fasllitas
Prosedur Evaluasl Penyelenggaraan Inspeksi
Prosedur Tata Kelola Inspektur
Instruksl Kerja pelaksanaan tnspeksl pasca LKF
Instrukst Kerja pembuatan LHI melalui BALIS
I FARA
Instruksi Kerja pernbuatan LARE
Instruksf Kerja perencanaan tnspekst
Instruksi Kerja kegiatan inspeksi
Instruksi Kerja tlndak lanjut hasfl inspekst
Instruksi kerja evaluasi pelaksanaan inspeksi
Laporan Tahunan Kegiatan Inspeksi Fastlitas
Radiasi dan Zat Radioaktif
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Hasil Pemantauan ROMS [Real Data Monitor
SystemlfRPM (Soft File)
Hasil Pemantauan ROMS (Real Data onitor
System fRPM (Hard File)
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KU 00 06 Penyampaian RAPBN Kepada DPR-RI Untuk Kegiatan
Risalah Rapat Dengar Pendapat Dengan DPR RI
Naskah ang berkenaan dengan Penyampaian RAPBN
kepada DPR-RIuntuk Kegiatan RiBalah Rapat Dengar
Pendapat dengan DPR RI antara lain:

Tanggapan masing-mastng Fraksi
Jawaban pernerintah atas tanggapan Fraksi-fraksi

KU 00 os Penyampaian RAPBN Kepada DPR-RI Untuk Kegiatan
Pembahasan RAPBNOleh Komiai DPR
Naskah yang berkenaan dengan Penyampaian RAPBN
kepada DPR-Rl untuk Kegiatan Pembahasan RAPBN
oleh Komiai DPR

KU 00 04 Penyampaian RAPBNKepada DPR-RI Untuk Kegiatan
Nota Keuangan P,emerintah Dan Raneangan Undang
l1ndangAPBN
Naskah yang berkenaan dengan Penyampaian RAPBN
kepada DPR-Rl untuk Kegiatan Nota Keuangan
Pemerintah dan Rancangan Unclang-undang APBN
antara lain:

Nota Keuangan
Mater! RAPB dart Lembaga Negara dan Badan
Pemerintah (LNBP)

KU 00 03 PenyusUDan RAPBN Untuk Kegiatan Dokumen
Raneangan Angglll'an Satuan Kerja Instansi
Pemerintah IRASKIPI
Naskah yang berkenaan dengan Penyusunan RAPBN
untuk Kegiatan Dokumen Raneangan Anggaran
Satuan Kerja InBtansi Pemerintah (RASKIP)

KU 00 02 Penyusunan RAPBN Untuk Kegiatan Dokumen
RencanA Anggaran Kerja lns,tanBi Pemerintah
(RAKIP" Dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-K1L)
Naskah yang berkenaan dengan Penyusunan RAPBN
untuk Kegtatan Dokumen Reneana Anggaran Kerja
Instansi Pemerintah (RAKIPI dan Dokumen Reneana
Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)

KU KEUANGAN
KU 00 RENCANA ANGGARAN PENDAPA'tAN DAN BELANJA

NEGARA(RAPBN)DANRUUAPBN-P
KU 00 01 Penyusunan RAPBN Untuk Kegiatan Kebijakan

Umwn, RENSTRA, Strategis Dan Prioritas
Naskah yang berkenaan dengan Penyusunan RAPBN
untuk Kegiatan Kebijakan Umum, RENSTRA,
Strategis dan Prioritas antara lain:

Dokumen Rencana Strategis atas Rencana Kerja
Jangka Panjang atau Rencana Kerja Lima
Tahun
Dokumen RencanaKerjaTahunan BAPETEN

B. KLASlFIKASI FASILITATIF
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KU 01 PE.LAKSANAAN ANGGARAN

KU00 IS Nota Jawaban DPR-RI terkait dengao Pembahasan
RUUAPBN-P (Per Komiai)
Naskah YangBerkenaanDengan ota Jawaban DPR-RJ
terkait denganPembabasanRUUAPBN-P(PerKomlsi)

KU 00 14 KeputuBan Presiden tentang Rincian APBN-P
Naskah Yang Berkenaan Dengan Keputusan Presiden
TentangRincianAPB -P

KU 00 13 Undang-undang Anggaran Pe.ndapatan dan Belanja
Negara Perubahan (00 APBN-PI
Naskah Yang Berkenaan Dengan Undang-Undang
Anggaran PendapatanDan Belanja egara Perubahan
(U APB -PI

KU 00 12 NotuJen Rapat Panpurna PerBetujuan ROOAPB:N-P:
Naskah Yang Berkenaan DenganNotulen Pembahasan
RU APB -P OlebPemertntah DanDPRAntara Lain:

TanggapanMasing-MasingFraksi
.Jawaban PemerintahAlas Tanggapan Fraksi-Frakst

KU 0011 Notwen pembahasan ROO APBN-P oleh Pemerintah
dan DPR Naskah Yang Berkenaan Dengan otulen
Pembahasan RUUAPBN-POlehPemerintahDanDPR

KU 00 10 Usulan Pemerintah mengenai Rancangan Undang
undang Anggaran Pendapata.ll dan Belanja Perubahan
fRUU APBN-Pl
Naskah Yang Berkenaan Dengan Usulan Pemerintah
Mengenai Rancangan Undang-Undang Anggaran
Pendapatan DanBelanja Perubahan (RUUAPBN-P)

KU 00 09 Daftar I.ian Pelaksana Anggaran (DIPA), Petunjuk
Opera.ional kegiatan IPOKI dan Revisinya mulai dari
usulan, notWen sampai dengan penetapan DIPA, POK
dan reviBinya
Naskah yang berkenaan dengan Daftar Isian Pelaksana
Anggaran (DIPAI Petunjuk Operasional kegiatan (POK)
dan Revisinya mulal dart usulan, notulen sampai
dengan penetapan DIPA,POKdan revisinya

KU 00 07 Penyampaian RAPBNKepada DPR-RI Untu)[ Kegiatan
Nota Jawaban DPR-RI Terkait Dengan Pembahasan
RUUAPBN(Per Komisil
Naskah yang berkenaan dengan PenyampaianRAPBN
kepada DPR-RIuntuk KegiatanNota Jawaban DPR-RI
t~rkait dengan pembahasan RUUAPBN tper Komiait

KU 00 08 Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negan
(APBN)Dan Rencana Kerja Pemerintah tRKPl
Naskah yang berkenaan dengan ndang-undang
Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN)dan
RencanaKerJaPemerintah(RKP)
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KU 01 04 Belanja

KtJ 01 03 Belanja
Naskah Yang Berkenaan Dengan Belanja ntuk Kegtatan
Pelaksan.aan Pengadaan BaranglJan Terma.uk
Dokumen-Dommen Antara Lain:
-Barang Habis Pakal
-Barang Inventaris:
-Barang Bergerak
-Tanah dan Bangunan
-dasa
-Software Komputer
-Termasuk Dokumen Pengadaan Barang Dan Jasa Antara

Lain:
- Pengumuman Lelang

- Dokumen Prakualifikasi

- Dokumen Penlnjauan Lapangan

- Bertta Acara Penjelasan Pekerjaan

- Bertta Acara Pelelangan

- sulan Calon Pemenang

- Penetapan Pemenang

- Surat Pertntah Kerja [Spk]

- Kontrak/ Addendum Kontrak

KU 0102 Do·kumen Realisasi Pendapatan
Naskah Yang Berkenaan Dengan Dolrumen Realisasi
Pendapatan antara lain:

Surat Setoran Pajak (SSP)
Surat Setoran Bea dan CUkai SSBC)
Surat Setoran Bukan Pajak SSBP atau Buktl Setor
Penertmaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Bukti Setor Sisa Anggaran Leblh atau Bukti Setor
Pengembalian Belaja
Bukti Setor Bunga dan atau .Jasa Giro Bank
Laporan Realisasi Pendapatan Negara dart mastng
mastng Satuan Kerja
Dokumen Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Pajak
meliputi Pajak Bumi dan bangunan (PBB) Bea
Perolehan Hale atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
Pajak PenghasUan (PPh). Pasal25, 29, 21
Piutang Negara
Pengelolaan lnvestasi
Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara

KU01 01 Ketentuan/Peraturan Menteri Keuangan Menyangkut
Petak.anaan, Penatau.ahaan Dan
Pertanggungjawaban Anggaran
Naskah Yang Berkenaan Dengan Ketentuanj Peraturan
Menten Keuangan menyangkut pelaksanaan,
penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
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KU 01 12 Belanja
Naskah Yang Berkenaan Dengan Belanja terkalt
Laporan Kenangan Tahunan antara lain:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA
Neraca
Laporan Arus Kas
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

KU 01 11 Belanja
Naskah Yang Berkenaan Dengan Belanja terkalt
Dokumen Akuntansi Keuangan antara lain:

Berita Acara Pemeriksaan Kas
Kas/Reglster Penutupan Kas
Arstp Data Komputer IADK)
Berita Acara Rekonsiliasi antara Satuan Kerja dan
KPPN

KU 01 10 Belanja
Naskah Yang Berkenaan Dengan Belanja terkalt
Dokumen Pembayaran Hutang Negara Antara Lain
'l'agihan Dari Nagara Kreditur, Bukti Transfer. Nota
Debet Dan Bank Indonesia, Dll

KU 01 09 Belanja
Naskah Yang Berkenaan Dengan Belanja terkait
Dokumen Penyertaan Modal Pemerintah

KU 01 08 Belanja
Naskah Yang Berkenaan Dengan Belanja terkait
Bukti Setor luran/Kontriousi Pemerintah RI Kepada
Badan/Organi&asi Internasional

KU 01 07 Belanja
Naskah Yang Berkenaan Dengan Belanja terkalt
Kartu Gaji/Struk Gaji

KU 01 06 Belanja
Naskah Yang Berkenaan Dengan Belanja terkait
Daft-arGaji/Tunjangan/Lembur /Honorarium

KU 01 OSBelanja
Naskah Yang Berkenaan Dengan Belan]a terkait
Dokumen Tata Uaaha Anggaran antara lain:

Buku Kas Umum BKU)
Buku Kas Pembantu (BKP)
Buku Kas Pengawasan Kredit Anggaran
Rekenlng Koran Bank

Naskah Yang Berkenaan Dengan Belanja terkait
Dokumen Pembayaran Keuangan antara lain:

Pengajuan kebutuhan penarikan kas
Buktl-bukti tagiban dan plhak ketiga
Surat Pennintaan Pembayaran (SPP
Surat Perintah Membayar (SPM
Surat Pertntah Pencairan Dana (SP2D)
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KU 02 08 Realisasi Penc:airan Dana Pinjaman/Hibah Lu.aJ'
Negeri

Naskah Yang Berkenaan Dengan Reallsast Peneairan
Dana Pinjarnan/ Hfbah Luar Negeri Antara Lain:

Surat Perintah Pencalran Dana (Sp2d)
Spm Beserta Lampirannya

KU 02 07 otori ... i Penarikan Dana (payment Advice,
Naskah Yang Berkenaan Dengan Otorisasi Penarikan
Dana Payment Advice)

KU 02 06 Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah LuaJ' Negeri
(PHLN)Berikut Lampirannya
Naskah Yang Berkenaan Dengan Aplikasi Penarlkan
Dana Ptnjamanj'Hlbah Luar Negeri (Phln) Berikut
Lampirann a Antara Lain;

Reimbursement
Direct Payment/Transfer Procedure
Special Commitment L/e Opening
Special Account/Imprest Fund
Dokumen Pengesahan Atas Penerimaan Hibah Luar
Negeri
Notice Of Disbursement

KU 02 05 Alonsi Dan Relokasi Penggunaan Dana
Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Naskah Yang Berkenaan Dengan Alokasi Dan Relokasi
Penggunaan Dana Ptnjamarr/Hibah Luar Negeri

KU 02 04 Dokumen Loan Agreement Pinjaman/Bibah Luar
Negeri (Phlnl, Legal Opinion, Perjanjian Penerusan,
Pinjaman Dan Surat Menyurat Dengan Lender
askah Yang Berkenaan Dengan Dokumen Loan

Agreement/Hibah Luar egeri (Phln) , Legal Opinion,
Perjanjian Penerusan, Pinjaman Dan Surat Menyurat
Dengan Lender

KU 02 03 Dokumen Memorandum of Understanding IMou) Dan
Dokumen Sejenisnya
askah Yang Berkenaan Dengan Dokumen

Memorandum nderstanding (Moul Dan Dokumen
SeJenisnya

KU 02 02 Dokumen Kesanggupan Negan Donor Untuk
Membiaya (Green Book)
Naskah Yang Berkenaan Dengan Dokumen
Kesanggupan egara Donor ntuk Membiayal (Green
Book)

KU 02 BAN'rUAN/PlNJAMAN LUARMEGERI
KU 02 01 Daft-ar Proyek-Proyek Yang Akan Dibiayai Dari

Pinjaman LuaJ' Negeri !Blue Bookl
Naskah Yang Berkenaan Dengan Daftar Proyek-Proyek
Yang
Akan Dlbiayai Dart Pinjaman Luar egeri (Blue Book)
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KU 03 PENGE,LOLAAN APBN./DANA PINJAMAN/HmAH LUAR
NEGERl fPHLNI

KU03 01 Keputusan Pengguna Anggaran tentang penetapan
Naskah Yang Berkenaan Dengan Keputusan Pengguna
Anggaran ten tang penetapan antara lain:

Kuasa Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna BarangJ Jasa
Pejabat Pembuat Komitmen
Pejabat Pembuat Daftar Oajl
Pejabat Penandatangan SPM
Bendahara PenerimaanfPengeluaran

KU 02 14 Ketentuan/Peraturan Yang Menyangitut
Pinjaman/Ribah
Luar Megeri

Naskah Yang Berkenaan Dengan Ketentuanj'Peraturan
Yang Men angkut Ptnjamanj'Hlbah Luar egert

KU02 13 Laporan Rutang Negara
Naskah Yang Berkenaan Dengan Reporr/Laporan
Antara Lain:

Laporan Pembayaran Hutang Negara
Laporan Posisi Hutang Negara

KU02 1.2Report/Laporan
Naskah Yang Berkenaan Dengan Reporr/Laporan
Antara Lain:

Progress Report
Monthly Report
Quarterly Report
Pinal Report/Completion Report

KU02 11,StaffAppraisal Report
Naskah Yang Berkenaan Dengan Staff Appraisal Report

KU0210 Replenisment IPermintaan Penarikan Dana Dari
Megan Donor)
Naskah Yang Berkenaan Dengan Replenisment
[Perrnmtaan Penartkan Dana Dart Negara Donor) Antara
Lain:

No Objection Letter (Nol)
Project implementation, Notification Of Contract
Withdrawal Authorization Wa), Statement Of
Expenditure (Se

KU 02 09 Realisasi P,enea.iran Dana Pinjaman/Ribah Luar
Megeri SPM Beserta Lampirannya
Naskah Yang Berkenaan Dengan Reallsasi Pencairan
Dana Ptnjamanj'Hibah Luar Negeri Spm Beserta
Lampirannya Antara Lain:

Spp
Kontrak
Bertta Acara
Data Pendukung
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KP KEPEGAWAIAN
KP 00 KEPEGAWAIAN

KP 00 01 Formasi Pegawai
Naskah Yang Berkenaan Dengan Formasi Pegawai
antara lain:

KU 05 04 Dokumen Penyelesaian Kerugian Megara
Naskah Yang Berkenaan Dengan Dokumen Penyelesaian
Kerugian Negara antara lain:

Tuntutan Perbendaharaan
Tuntutan Ganti Rugi

KU 05 03 Laporan Aparat Pemeriksa. Fungsional
Naskah Yang Berkenaan Dengan Laporan Aparat
Pemertksa Fungsional antara lain:

- LHP (Laporan Hasll Pemeriksaan)
- MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan)
- Tlndak LanjutfTanggapan LHP

KU 05 02 Hasil Pen.gawasan dan Pemeriksaan Internal
Naskah Yang Berkenaan Dengan Hastl Pengawasan dan
Pemertksaan Internal

KO 05 PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
KU 05 01 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia atas Laporan
Keuangan
Naskah Yang Berkennan Dengan Laporan HasU
Pemertksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas
Laporan Keuangan

KU 04 04 Laporan Re.a1isasi Sementara APBN
Naskah Yang Berkenaan Dengan Kebijakan Akuntansi
Laporan Reallsasi Sementara APBN

KU 04 03 A.r8ip Data Komputer dan Berita Ac:ara Rekon8i1ia8i
Naskah Yang Berkenaan Dengan Arsip Data Komputer
dan Berita Acara Rekonslliasi

KU 04 02 Kebijakan Akuntan8i
Naskah Yang Berkenaan Dengan Kebljakan Akuntansl

Naskah Yang Berkenaan Dengan Manual tmplementasl
Sistem Akuntansi lnstansi (SAl)

ISAl)

KO 04 SISTEM AKUNTANSI INSTANSI ISAI)
KU 04 01 Manual Implementas! Si8tem Akuntan8i Instan8i

Pengelola Barang
Unit Akuntansi Pengguna Barang UAPB)
Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)
Panltia Pengadaan Barang dan .Jasa
Panitia Penerimaan Barang dan .Jasa termasuk
Berita Acara Serah Terima Jabatan
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KP 00 os Mutasi Pegawai
Naskah Yang Berkenaan Dengan Mutasi Pegawai antara
lain:

Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja,
Diperbantukan Dipekerjakan Penugasan

KP 00 04 Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai
Naskah Yang Berkenaan Dengan Penyelesaian
Pengelolaan Keberatan Pegawai

KP 00 03 Pembinaan Kader Pegawai
Naskah Yang Berkenaan Dengan Pernbtnaan Kaner
Pegawai antara lain:

Diklatj' Kursusj' Magangl Ujian Dtnasj' ljin Belajar
Pegawai yang meUputi:
- Surat Perintahj Sural 1'ugasj SKI Surat Ijin
- Laporan Kegialan Pengembangan Din
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan
(STTPL)j Sertifikat
Daftar PeniJaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
Pakta lntegritas Pegawai
Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara
(LHKPNI
Sasaran Kinerja P gawai (SKP)
Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
Disiplin Pegawai yang me;iputi:
- Daftar hadtr
- Rekapitulast daftar hadir
Berkas Hukuman Disiplln
Penghargaan dan Tanda Jasa

KP 00 02 PengadaanPegawai
Naskah Yang Berkenaan Dengan Pengadaan Pegawai
antara lain:

Proses Penerimaan Pegawai yang mellputi:
Pengumuman
Seleksi administrasi
Pemanggilan peserta tes
Pelaksanaan ujlan tertulis
Keputusan hastl ujian
Wawancara

Penetapan Pengumuman Kelulusan
Berkas lamaran yang tidak diterima
Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NlP
Nota Usul Pengangkatan CPNS MenJadi PNS lebth 2
Tahun
Sural Keputusan CP S/PNS

Usulan dart Unit Kerja
Usul Permintaan Formasi kepada Menpan dan RB
serta KepaJa BKN
Persetujuan Forrnasi dan Menpan dan RB
Penetapan Forrnasi
Penetapan Formast Khusus
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Pegawai

KP 00 08 Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak:Penaiun
Naskah Yang Berkenaan Dengan Pemberhentian

KP 00 07 Ke.Bejahteraan Pegawai
Naskah Yang Berkenaan Dengan Kesejahteraan Pegawru
antara lain:

Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan
Pegawai
Berkas tentang Btmbingan Rohani Pegawai
Berkas tentang Layanan Asuransl Pegawai
Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan
Berkas tentang Layanan Bantuan SosioJ
Berkas tentang Layanan Rekreasl, Kesenlan dan
Olahraga
Berkas ten tang Layanan Berns
Berkas tentang Layanan Pengurusan Jenazah
Berkas tentang Layanan Antar Jemput
Berkas tentang Layanan Pakaian Dinns

KP 00 06 Aclministrasi Pegawai
Naskah Yang Berkenaan Dengan Administrasi Pegawru
antara lain:

Surat PeIintah Dinasj' Surat Tugas
Cuti Besar
Cuti Sakit, CUti Bersalln, Cuti Tahunan
Cuti Alasan Penting
CUti dl Luar Tanggungan Negara (CLTN)
Dokurnentasi Identitas Pegawal yang meliputi:
- Usul penetapan Kartu Pegawal/ KPEj Karis/

Karsu
- Keanggotaan Organisasi Profesi / Kedinasan
- Laporan Pajak Penghasilan Pribadi ILP2P / SPT

'rahunanj PWP
- Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan

Pegawai (KP4)
Berkas Kepega.. alan dan Dafiar Urut Kepangkatan
(DUK)

Semen tara, Mutasi antar nit Kerja, Mutasi antar
PerwakHan, Pemindahan Semen tara
Nota Persetujuanj' Pertimbangan Kepala BKN
Mutasi Keluarga yang mellputi:
- Sumt ijin pemikahanj perceratan
- Surat penolakan ijin pemtkahanj perceratan
- Akta ntkahjcerat
- Akta kelahlran anak
- Surat keterangan meninggnl dunia
Usu} Kenaikan Pangkatj Golonganj' Jabatan
Usul Pengangkatan Pembebasan Sementara dan
Pemberhentian dalam Jabatan strukturul/
Fungsional
Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/
Kedudukan Hukum Pegawai
Perunjauan Masa Kerja
Berkas Baperjakat
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antara lain:
- Lamaran yang diterima

Nota Penetapan rp dan kelengkapannya
Nota Persetujuanj Perttmbangan KepalaBKN
SK Pengangkatan CPNS
Hasll Pengujian Kesehatan
SK Pengangkatan PNS
SK Kenaikan Pangkat
Sura Pemyataan Melaksanakan Tugas/ Menduduki
Jabatan/Surat Pemyataan Pelantlkan SK
Pengangkatan Dalrun atau Pemberhentian dan
Jabatan Strukturalj FungslonaJ
SK Perpindahan WUayah Kerja
SK Perpindahan Antar Instansi
SK Peninjauan Masa Kerja
SK Cuti eli LuarTanggungan egara elTN
Berlta Acara Pemeriksaan
SK Hukuman JabatanjHukuman Disiplin PNS
SK Perbantuanj' Dipekerjakan di Luar lnstansi Induk
SK Penarikan Kembali dar! Perbantuanj Dipekerjakan
SK Pemberlan ang Tunggu
SK Pemberhentian Sebagai PNS
SK Pemberhentlan/ Pembebasan Sementara
SK Pengangkatanj Pemberhentian sebagai Pejabat
Negam
SK Pembebasan dart Jabatan Drganik karena
Diangkat sebagal Pejabat Negara
SK Pengallhan PNS
Surat Keterangan Pemyataan HUang
Surat Keterangan KembaJinya PNS yang Dinyatakan
Hilang
SK Penggantlan Nama
Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahlran
Akta Nlkahj Cerai
Akta Kelahiran
Islan Forrnullr P P S

- Berita Acara Pengrunbilan Sumpahj Janji PS dan
Jabatan

- Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol

KP 00 11 Berkas Perseorangan PNS
Naskah Yang Berkenaan Dengan Berkas Perseorangan

KP 00 10 Usu1 Pemberhentian Pegawai Dan Penetapan Pensiun
Pegawai/ J.anda/Duda Dan PNSYang Tewas
Naskah Yang Berkenaan Dengan UsuJ Pemberhentian
Pegawai dan Penetapan Pensiun Pegawai/ Janda/Duda
dan P S yang tewas

KP 00 09 Perselisihan/ Sengketa Kepegawaian
Naskah Yang Berkeriaan Dengan Persellsthanj' Sengketa
Kepegawaian

Tanpa Hak Pensiun

PNS
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PR PERENCANAAN
PR 00 PERENCANAAN

PR 00 01 Pokok-Pokok Kebijakan Dan Strategi Pembangunan
Naskah Yang Berkenaan Dengan Pokok-Pokok
Kebtjakan StTategi Pemhangunan Antara Lain:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah astonal
(RPJMN)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang/ Master
Plan (RPJP
Rencana Strategls

KP 00 12 Berkas Perseorangan Kepala BAPETEN
Naskah Yang Berkenaan Dengan Berkas Perseorangan
Kepala BAPETEN

- Surat Keterangan Meninggal Dunia
- Surat Keterangan Mutasi Keluarga
- Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan
- Penetapan Angka Kredtt PAK)Jabatan FungsionaJ
- Sura Keterangan Hasil Penelitian Khusus
- Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
- Surat Tugas/(jin Belajar Dalam/Luar Negeri
- Surat Ijln Bepergian ke Luar Negeri
- Kartu Pendaftaran lang [Kardaf] PNS

Kartu Induk Pegawai
Ijasah/ Sertiflkat

- SK Penernpatanj'Penarikan Pegawai
- SK Pengangkatan pada Jabatan Kedinasan di luar

lnstanst induk
- Surat Pertimbangan Status PNS
- SK Pengaktlfan Kembali sebagai P S
- Surat Pern ataan Pengunduran Dirt dart .Jabatan

Organik karena dtcalonkan sebagal Kepala/Wakil
Kepala Daerah

- SK Pensiun
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HK BUKUM
HKOO HOKUM

HK 00 01 Program Le.p.wi
Naskah Yang Berkenaan Dengan Program Legislasi
antara lain:

Bahanjmateri program legtslast naslonal dart
BAPETEN

Program legislast BAPETEN
HK 00 02 Rancangan Peraturan Perundang-Unclangan

Naskah Yang Berkenaan Dengan Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan antara lain:

Rancangan Undang-undang dan atau Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang, rancangan
awal sampai dengan rancangan akhtr dan telaah
bukum sam pal diundangkan
Rancangan Peraturan Pemertntah rancangan awal
sarnpai dengan rancangan akhlr dan telaah hukurn
sampai diundangkan
Rancangan Peraturan/Keputusanjlnstruksi
Presiden, rancangan awal sampai dengan rancangan
akhir dan telaah hukum sampat dtundangkan

PR 00 05 Evalua.i Program
Naskah Yang Berkenaan Dengan Evaluasi Program
antara lain:

Evaluasi Program Unlt Kerja
Evaluasi Program BAPETEN

PR 00 04 Laporan
Naskah Yang Berkenaan Dengan Laporan antara lain:

Laporan Insldental
Laporan Berkala yang meltputt:
- Laporan Bulanan Unit Kerja
- Laporan Triwulanan nit Kerja
- Laporan Semesteran Unit Kerja
- Laporan Tahunan nit Kerja
- Laporan Tahunan BAPETEN
Laporan Akuntubilltas Kinerja Instansi Pemerintah
(LA.KIP) yang meliputi:
- LAKlPUnit Kerja
- LAKJP BAPETEN

Kepala BAPIITEN
Pimpinan UnJt Kerja

Kerja:

PR 00 03 Penetapan/Kontrak Kerja
Naskah Yang Berkenaan Dengan PenetapanjKontrak

PR 00 02 Program Kerja Tallunan
Naskah Yang Berkenaan Dengan Program Kerja
Tahunan antara lain:

Usulan Unit Kerja beserta data pendukung
Usulan BAPETE
Program Kerja Tahunan Unit Kerja
Program Kerja Tahunan BAPETEN
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Luar Negeri
Naskah Yang Berkenaan Dengan Pedoman
Penyelenggaraan Persidangan Dan Rapat Bapeten ota
Kesepahamanj' Memorandum Of Understanding

HK 00 09 Nota Ke.sepahaman/Memorandum Of Understanding
(Mou)/Kontrak/Pel'janjian Kerja Sama Dalam Negeri

Pedoman
Bapeten
Naskah Yang Berkenaan Dengan
Penyelenggaraan
Persidangan Dan Rapat Bapeten

HK 00 08 Pedoman PenyeIenggaraan Persicla.nga.n Dan Rapat

HK 00 06 Surat Perintah
Naskah Yang Berkenaan Dengan SUrat Perintah antara
lain:

Sural Perintah Kepala BAPETE
Surat Pertntahpejabat setingkat Eselon 1,II,m, IV

HK 00 07 Standar/Pedoma.n/Prosedul' Kel'jalPetunjuk
Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Yang Bersifat
Nasional/Regional/Interna.sional, Terma8'Uk
Rancangan Awal Sampai Dengan Ran.cangan Akhir
Dan Telaah Hukum
Naskah Yang Berkenaan Dengan Standurj'Pedornanj'
Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaarr/Petunjuk Teknls
Yang Bersifat Nasional/Regional/intemasional,
Terrnasuk Rancangan AwalSampai Dengan Rancangan
Akhir Dan Telaah Hukum

HK 00 05 Instruksi/Surat Edaran (Mulai Dari Rancangan Awal
Sampai Dengan Rancangan Akhir Dan Telaah Hukum)
Naskah Yang Berkenaan Dengan Instruksl/Surat
Edaran
{Mulai Dan Rancangan Allal Sampai Dengan Rancangan
Akhlr Dan Telaah Hukum Antara Lain;

- 1nstruksl/Surat Edaran Kepala BAPE'I'EN
- Instruksl/Surat Edaran Pejabat Eselon lIn

HK 00 04 Keputusan/Ketetapan Pimpinan BAPETEN
(rancangan awaf sampai dengan ranca.ngan akhir dan
te1aah hukum)
NaskahYangBerkenaan DenganKeputusarr/Ketetapan
Pimplnan BAPE'rEN[rancangan awal sampal dengan
rancangan akhir dan telaah hukum) antara lain;

Keputusan Kepala BAPIITEN
Keputusan Pejabat eselon I/O

Naskah Yang Berkenaan Dengan Peraturan Kepala
BAPE1'ENMulai Dan RancanganAwal Sampai Dengan
Rancangan Akhir Dan Telaah Hukum)

Sampai Dengan Rancangan Akhir Dan Telaah Hukuml

HK 00 03 Peraturan Kepala BAPETEN (Mnlai Dari Rancangan

Dan

Awal
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HK 00 16 Kasus/Sengketa Hukum
Naskah Yang Berkenaan Dengan Tata Usaha egara
Antara Lain:

HK 00 1S KaS'Bs/Sengketa Bukum
Naskah Yang Berkenaan Dengan Perdata Antara Lain:
Berkas Tentang Kasus/Sengketa Perdata :

Proses Verbal Mulai Dart Penyelidikan Sampai
Dengan Vents
Berkas Pembelaan Dan Bantuan Hukum
Telaah Hukum Dan Opini Hukum

HK 00 14 KaS'Ds/Sengketa Hukum
Naskah Yang Berkenaan Dengan Pidana Berkas Tentang
Kasus/ Sengketa Pidana, Baik Kejahatan Maupun
Pelanggaran Antara Lain:

Proses Verbal Mula! Dan Penyelidikan Sampai
Dengan Vanis
Berkas Pembelaan Dan Bantuan Hukurn
Telaah Hukum Dan Opl.ni Hukum

HK 00 13 Kasus/Sengketa Bukum
Naskah Yang Berkenaan Dengan Kasus/Sengketa
Hukum Antara Lain:

Pidana Berkas Tentang Kasus/ Sengketa Pidana,
Baile Kejahatan Maupun Pelanggaran
Perdata
Tata Usaha Negara
Arbltrase

HK 00 12 BantuanfKonsuitasi Hukumf Advokasi
Naskah Yang Berkenaan Dengan BantuanjKonsultast
Hukum/ Advakasi Antara Lain:

Berkas Tentang Pemberian Bantuan/Kansultasi
Hukum [Pidana, Perdata, Tata saha Negara Dan
Agama

HK 00 11 Sosiali&asijPenyuluhan/Pembinaan Hukum
Naskah Yang Berkenaan Dengan
Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum Antara
Lain:

Berkas Yang Berhubungan Dengan Kegiatan
Sosialisasi Atau Penyuluhan Hukurn
Laporan Hasll Pelaksanaan Sosiali sasl Penyuluhan
Hukum

HK 00 10 Dokumentasi Hukum fUndang-lJndang, Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden, Dan Peraturan
Peraturan Yang Dijadikan Referensi
Naskah Yang Berkenaan Dengan Dokumentasl Hukum
[Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan
Presiden Dan Peraturan-Peraturan Yang Dijadikan
Referensl

Mou)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sarna Dalam Neg-eriDan
Luar egeri
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Kompetensi Jabatan Struktural Dan Fungslonal
Standar

Naskah Yang Berkenaan Dengan Evaluasi Badan
Fllngaional

0'1' 0004 Slandar Kompetensi Jabatan StrukturaJ Dan

0'1' 00 03 Evaluaai Badan
Naskah Yang Berkenaan Dengan Evaluasl Badan

0'1' 0002 Uraian Jabatan Dan 'fata Kerja
Naskah Yang Berkenaan Dengan Uraian Jabatan Dan
Tata Kerja

or ORGANISASI D~ 'l'A'tA LAKSANA
or 00 ORGANlSASI DAN TATA LAKSANA

O'l' 0001 Struktur Orga.n.isasi Di Lingkungan Bapeten
Naskah Yang Berkenaan Dengan Struktur Organisasl Dl
Llngkungan Bapeten Antara Lain:

Pembentukan
Pengubahan
Pembubaran

Paten Biasa
Paten Sederhana

Lain:

HX 00 20 Hak At.aB Kekayaan Inte.Jektllal (Haki)
Naskah Yang Berkenaan Dengan Hak Paten Antara

HK 00 19 Hak AtaB Kekayaan Intelektual (Bald)
Naskah Yang Berkenaan Dengan Hak Atas Kekayaan
Intelektual Hakil Antara Lain:

HakCipta
Hale Paten
Design Industri
Oesign Tata Letak Sirkuit Terpadu

HX 00 18 Perizinan
Naskah Yang Berkenaan Dengan Perizinan Antara Lain:

Berkas Perijtnan Sejak Permohonan Sam pal Dengan
Dlterbitkannya Surat Ijin

HX 00 1'1 XasuB/Sengketa Hukum
Naskah Yang Berkenaan Dengan Arbitrase Antara Lain:
Berkas Tentang KasusfSengketa Arbitrase :

Proses Verbal Mula! Dari Penyelidikan Sampai
Dengan Vonis
Berkas Pembelaan Dan Bantuan Hukum
Telaah Hukum Dan Optnl Hukum

Berkas Tentang KasusfSengketa Tata Usaha egara
Antara Lain:

Proses Verbal Mula! Dart Penyelidikan Sampai
Dengan Vonis
Berkas Pembelaan Dan Bantuan Hukum
Telaah Hukum Dan Opini Hukum
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KA 00 07 Penyerahan Arsip StatiB
Naskah Yang Berkenaan Dengan Penyerahan arslp statts
antara lain:

Bertta Acara Serah Terlma Arslp
Daftar Arslp yang Diserahkan

KA 00 06 PemuBnahan Arsip
Naskah Yang Berkenaan Dengan Pemusnahan arstp
yang
tldak bernilal gtIDa antara lain:

Bertta Acara Pemusnahan
Daftar Arstp yang Dirnusnahkan
RekomendasiJpertlmbangan/pemusnahan arslp dar!
Instansl terkalt
Surat Keputusan Pemusnahan

KA 00 05 Pemindahan ArBipInaktit
Naskah Yang Berkenaan Dengan Pemindahan arstp
inaktif antara lam:

Bertta Acara Pemindahan
DaftarArslp yang Dipindahkan

KA 00 04 Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA)
Naskah Yang Berkenaan Dengan Persetujuan .Jadwal
Retensl Arslp (JRAI

KA 00 03 Layanan ArBip(peminjaman dan penggunaan araipi
Naskah Yang Berkenaan Dengan Layanan Arsip
(Peminjaman Dan Penggunaan Arslp)

KA 00 02 Penyimpanan dan pemeliharaan anip
Naskah Yang Berkenaan Dengan Penyimpanan Dan
PemeUharaan Arsip An tara Lain:

Daftar Arsip
Perneliharaan Arsip Dan Ruang Penyimpanan
(Sepertl Kegtatan Fumigasi
Daftar Pencarian Arstp

KA KEARSIPAN
KA 00 KEARSIPAN

KA 00 01 Aclministrasi Persuratan
Naskah Yang Berkenaan Dengan Admtntstrasi
persuratan
antara lain:

Buku Agenda
Lambar Pengantar / Buku Ekspedlst
Formulirj Catatan Pennintaan Dan Layanan
Penggandaan Dokumen/ Arstp
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KA 00 08 Pembinaan Keal'8ipan
Naskah Yang Berkenaan Dengan Pembinaan Kearsipan
an tara laln:

Apresiasij SosiaJisasij penyuluhan
kearsipan/lokakarya/workshop
Blmhlngan Teknis
Supervisi dan monitoring
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TR 00 09 Ketertiban clan Keama.na:n

TR 00 08 Pengelota.an Jaringan Listrik, Air. Telepon Dan
Computer
Naskah Yang Berkenaan Dengan Pengelolaanjaringan
listrlk, air telepon dan komputer antara lain:

- Perbaikarr/pemeltharaan
- Pernasangan

TR 00 07 Pemeliharaan Gedung Dan 'taman
Naskah Yang Berkenaan Dengan Pemellharaan gedung
dan
Taman antara lain:

Pertamananj landscaping
Penghijauan
Perbaikan gedung
Perbaikan rumah dtnas/wtsma
Kebersihan gedung dan taman

TR 00 06 Pengurusan Kenclaraan Dinas
Naskah Yang Berkenaan Dengan Pengurusan kendaraan
Dinas antara lain:

Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
Pemeliharaan dan perbaikan
Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan

TR 00 OS Administrui Penyediaan Konsumsi Dan Akomoclasi
Naskah Yang Berkenaan Dengnn Administrasl
penyedlaan
konsumsi dan akomodasi

TR 00 04 Risalah INotulen Rapat
Naskah Yang Berkenaan Dengan Risalah/Notulen Rapat
antara lain:

Rapat Pimpinan
Rapat star

TR 00 02 Perjalanan Dinas
Naskah Yang Berkenaan Dengan Perjalanan Dinas
antara
laln:

Dalam egeri
Luar egeri

TR 00 03 Aclministrasi Penggunaan Fuilitas Kantor
Naskah Yang Berkenaan Dengan Administrasi
Penggunaan
Fastlltas Kantor yang meliputi Permintaan Dana
Penggunaan Ruang, Gedung, Kendaraan, Wisma,
Rumah Dan Fasilltas Kantor Lalnnya

TR KE1'ATAUSAHA.A.NDAN KERUMABTANGAAN
'tR 00 KETATAUSAHA.A.N DAN KERUMAHTANGAAN

TR 00 01 Telekomunikasi
Naskah Yang Berkenaan Dengan Telekomunlkasl Antara
Lain: A<iministrasi Penggunaarr/Langganan Peralatan
Telekomunikasi
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Penyelenggaraan Acara Kedinasan [Upacara,
Pelan tikan, Peresmian, Dan Jamuan Terrnasuk
Acara Peringatan Han-Han Besar)
BukuTamu
Agenda Kegiatan Plmpinan BAPETE
KunJungan Dinas Dalam Dan Luar Neger! Yang
Meliputl:

KunJungan Dinas KepalaBAPETEN
KunJungan Dlnas Eselon I
KunJungan Dinas Pejabat LaJnjPegawai

Daftar Narna/Alamat KantorjPejabat

Lain:

HM BUBUNGANMASYARAKAT
HM 00 HUBUNGANMASYARAKAT

HM 00 01 Keprotokolan
Naskah Yang Berkenaan Dengan Keprotokolan Antara

TR 00 13 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam,
PetugaB

Kebersihan, Dan Pegawai Lainnya
Naskah Yang Berkenaan Dengan Administrasi pakaian
dtnas
pegawai, satpam petugas keberslhan, dan pegawai
lainnya

TR 00 12 Administrui pengelo1aan parkir
Naskah Yang Berkenaan Dengan Admlrustrasl
pengelolaan Parkir

TR 00 11 Ketertiban dan ke.amanan
Naskah Yang Berkenaan Dengan Laporan Ketertiban
dan Keamanan antara lain:

Kehilangan
Kerusakkan
Kecelakaan
Gangguan

TR 00 10 Ketertiban dan Keamanan
Naskah Yang Berkenaan Dengan Pengamanan,
Penjagaan
Dan Pengawalan Terbadap Pejabat, Kantor Dan Rumah
Dinas antara lain:

Daftar Nama Satuan Pengamanan
Daftar Jagaj Daftar Piket
Catatan gangguan/ pelanggaranj'kejadian
Surat 1Jinkeluar masuk orang atau barang

Laporan Ketertlban dan Keamanan

Naskah Yang Berkenaan Dengan Ketertiban dan
keamanan antara lain:

Pengamanan, penjagaan dan pengawalan terhadap
pejabat, kantor dan ramah dlnas yang meliputi:
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HM00 05 Dokumen Pe.rsidangan Dan Rapat IBahan Sidkab,
Rapat
Terbataa, Rakor Tingkat Badan, RDP DPR/DPD RI,
Pidato Kepala BAPETEN)
Naskah Yang Berkenaan Dengan Dokumen Persidangan
Dan Rapat (Bahan Sldkab, Rapat Terbatas, Rakor

Tingkat
Badan, RDP DPR/DPD RI Pidato Kepala BAPETEN)

an tara
laln:

Bahan stdang kabmet
RDP DPR/DPD RI

HM00 04 HubuDgan Antar Badan Megara Dan Badan
Pemerintahan/ Instansi
Naskah Yang Berkenaan Dengan Hubungan Antar
Badan
Negara Dan Badan Pemerintahan/lnstansi Antara Lain:

Hubungan Antar Badan Pemerintah
Hubungan Dengan Organisasi Sosial/LSM
Hubungan Dengan Perusahaan
Hubungan Dengan Perguruan Tinggf/Sekolah
Hubungan Dengan Perguruan Tinggi/Sekolah
Mengenal Magang Pendldlkan Sis em Ganda
(PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL)
Forum Kehumasan [Bakohumasj Perhumas]
Hubungan Dengan Media Massa yang meliputi:
- Slaran Pers/Konferensi Pen / Press Release

/Wawancara
- Kunjungan Wartas an/Peliputan

HM00 03 Pengumpulan. Pengolahan Dan Penyajian Informasi
Ke Badan-An

Naskah Yang Berkenaan Dengan Pengumpulan,
pengoJahan
dan penyaJlan Informasi ke-Badan-an antara lain:

KlIping Koran
Brosur/LeaftJet/Poster/Plakat
Pengumuman/Pemberitaan

Keelinasan, Dan P·eristiwa-Peristiwa Bielang Masing
Masing. Dalam Serbagai Media Kertu/Foto/Videol
Rekam.an Surua/ Multimedia
Naskah Yang Berkenaan Dengan Dokumentasl/Liputan
Kegfatan Dinas Pimpinan, Acara Kedinasan, Dan
Peristiwa
Peristtwa Bidang Masing-Masing, Dalarn Berbagai
Media:
Kertas/ Foto/Vldeo /Rekaman Suara/Multlmedia Antara
Lain:

Kepala BAPETEN
Eselon I
Pejabat Lain/Pegawal

HM0002 Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan,.
Acara
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PS 00 02 Pengadaan Dan Pengolahan Bahan PuBtaka
Naskah Yang Berkenaan Dengan Pengadaan Dan
PengolahanBahan Pustaka Antara Lain:
- Buku Induk Koleksi
- Daftar Buku Terseleksi

Daftar Buku DalarnPemesanan
- Daftar Buku Dan Permintaan
- Daftar Penerimaan Bahan Pustaka Hasil Pembelian,

Hadiah Deposit,Hibah
- Daftar PengirimanBahan Pustaka Surplus

PS KEPOSTAKAAN
PS 00 KEPOST AKAAN

PS 00 01 Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka
Naskah Yang Berkenaan Dengan Penyimpanan Deposit
Bahan Pustaka Antara Lain:

Buktl Penerimaan KoleksiBahan Pustaka Deposit
AdministrasiPengelolaanDepositBahan Pustaka

HM0010 Ucapan Terima Ka&ih~ lJcap'an Selamat, Bela
Stmgkawa, Permobonan Maaf

Naskah YangBerkenaan Dengan Ucapan Tertma Kasih,
Ucapan Selamat, Bela Sungkawa PermohonanMaaI

HM0009 Penghargaan/1'an.da Kenang-Kenangan Administ:raBi
Pemberian Pengbargaan/Tanda Kenang-Kenangan
Kepada MaByarakat Yang Memiliki Jasa Pre.tui
Be..ar
Naskah Yang Berkenaan Dengan Penghargaanj'Tanda
Kenang-Kenangan AdminJstrasi Pemberian
Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan Kepada
Masyarakat YangMemillkiJasa Prestasi Besar

HM00 08 Pameran/Sayembara/Lomba/FeBtival/Pembuatan
Spanduk Dan Man
Naskah YangBerkenaan Dengan
PameranfSayembara/Lomba/Festival/ Pembuatan
Spanduk
Dan lklan

HM00 07 Publikasi Melalui Media Cetak Maupun Elektronik
Naskah Yang Berkenaan Dengan Publikasi Melalui
MediaCetak Maupun Elektronik

HM00 06 Penerbit.a.nMajalab~Buletin~Koran Dan Jurnal
Naskah YangBerkenaan DenganPenerbitan Majalah,
Buletm KoranDan .Jurnal

Rakor Tingkat Badan termasuk hasil rumusan dan
transkrtp
Bahan rapat terbatas Badan
Pidato Kepala BAPE1'E
Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Bidang
Pengawasan Tenaga uklir
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WP PENGAWASAN
WPOO PENGAWASAN

WP00 01 Rencan.a Pengawasan
Naskah Yang Berkenaan Dengan Rencana Pengawasan
Antara Lain:

Rencana Strategis Pengas asan

n00 06 Layanan Back-Up Data Digital
Naskah Yang Berkenaan Dengan Layanan Back-Up Data
Digital

TI 00 OS Dokumen Hosting
Naskah Yang Berkenaan Dengau Dokumen Hosting
An tara
Lain:

Formulir Permintaan Hosting
Laporan Hasil Uji Kelayakan
Laporan Pelaksanaan Hosting

TI 00 04 Mi,grasi Sistem Aplikasi Dan Data
Naskah Yang Berkenaan Dengan Migrasi Sistem Apllkast
Dan Data Antara Lain:

Perencanaan migrasi
Pelaksanaan migrasi
Bertta Acara Kegiatan Migrasi
Daftar slstem aplikast dan data yang dimigrasi
Laporan Hasil Migrasi

TI 00 03 Perekaman Dan Pemutakhiran Data
Naskah Yang Berkenaan Dengan Perekaman Dan
Pemutakhiran Data Antara Lain:

Formulir Isian
Daftar Petugas Perekaman
Jadwal Pelaksanaan
Laporan Hasil Perekaman Dan Pemutakhiran Data

"'100 02 Dokumentasi Arsitektur dan Implementasi
Naskah Yang Berkenaan Dengan Dokumentasi
Arsitektur Dan Implementasi Antara Lain:

Sistem lnformast
Sistem Aplikasl
Infrastruktur

TI 'J'EKNOLOGI INFORMASI
TI 00 TEKN'OLOGI INF'ORMASI

TI 00 01 Renc:ana Strategis/Master Plan Pembangwtan Siatem
InformaHi (SIf4)
Naskah Yang BeTkenaan Dengan Rencan a
StrategisjMaster Plan Pembangunan Sistem lnformast
(SIM

Lembar Kerja Pengolahan BP (Buram Pengkatalogan]
- Shelf Ust/Jajamn Kartu utama (Master List)
- Daftar Tambahan Buku (Assesion List)
- Daftar/Jajaran Kendall (SUbyek Dan Pengarang]
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PL 00 02 Pengadaa.n Barang
Naskah Yang Berkenaan Oengan Pengadaan Barang
antara
lain:

Telaahan Pelaksanaan
Lelang/Pemilikan/ Penunjukan Langsung
Dokumen LelangYang MeUputi:

PL PERLENGKAPAN
PL 00 PERLENGKAPAN

PL 00 01 Renc.ana Kebutuhan Barang
Naskah Yang Berkenaan Dengan Renc~a Kebubuhan
Barang antara lain:

Unit Kerja
Badan

Laporan Hasil Audit LHA), Laporan Hasil
PemeriksaanILHP), Laporan Hasil Pemertksaan
Operasional LHPOI, Laporan Hasil Evaluasl (LHE), L
aporan Akuntan LA, Laporan Auditor Independen
(LAl) Yang Memerlukan Tlndnk Lanjut Tq 2 Tahun
Setelah Tindak Lanjut Selesal
Laporan Hasil Audit Lnvestlgnsi ItHAI) Yang
Mengnndung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK)
Dan Memerlukan Tindak Lanjut 2 Tab un
Setelah Tindak Lanjut Selesal
Laporan HasiJ Audit LHA) Laporan Hasil
Pemertksaantt.Hl'], Laporan Hastl Pemeriksaan
Operaslonal (LHPO) Laporan Hasll EvaJuasi (LHE,
Laporan Akuntan LAI Laporan Auditor lndependen
(LAIIYang TIdak Memerlukan Tindak LanJut (1'L 2
Tahun
Laporan Hasil Audit LnvestigusI (LHAI) Yang
Mengandung Unsur Tindak Pidana Korups! fTPK)
Dan TIdak Memerlukan Tindak Lanjut 2 Tahun
Setelah Keputusan Mempunyai Kekuatan Hukum
Tetap
Laporan Perkembangan Penanganan Surat
Pengaduan Masyarakat 2 Tahun
Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
Tahun

Laporan Perkembangan Barang Millk egara 2
Tahun
Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan
Laporan Keuangan Dan Review Badan 2 Tahun
Good Corporate Governance (GCG) 2 Tahun

WP 00 02 Pelaksan.aa.n Pengawaa.n
Naskah Yang Berkenaan Dengan Pelaksanaan
Pengawasan
antara lain:

Rencana Kerja Tahurian
Rencana Dan Penetapan Klnerja Tahunan
Rakor Pengawasan Tingkat asional
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DL 0003 Modul-Modul Diktat
Naskah aug Berkenaan Dengan Modul-Modul Dildat

DL 0002 Kurikulum-Kurikulum Diktat
Naskah Yang Berkenaan Dengan Kurikulum-Kurtkulum
Diklat

DL PENDIDIKAN DAN PELA'tIBAN
DL 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DL 00 01 Pedoman-Pedoman Kediklatan
Naskah Yang Berkenaan Dengau Pedornan-Pedoman
Kediklatan

egara BMNj antara Jain:
SIMAKBMN
Pembukuan BMNyang meliputi:

Daftar Barang Kuasaj'Pengguna
Kartu lden titas Barang
Buku Penerimaan PNBP

Daftar Barang Ruangan (OBR
Inventarisasi B.MNyang meliputi:
- Keputusan Pembentukan Tim
- Rencana kerja pelaksanaan inventarlsasi
- Kertas Kerja Inventarisasi
- Berita Arora Inventarisasl
- Daftar Inventarts/Buku Barang/Daftar Barang

Lainnya
- Laporan Hasil Inventarisasl
Laporan BM
- Laporan Kondisi Barang
- Laporan Barang Kuasa Pengguna
- Ben a Arora Rekonsiliasi Ekstemal dan Internal
- Laporan Persediaan Habis Pakal
- Laporan Persediaan Tidak Habis Pakai

Milik

PL 00 04 Penge101aan Barang Milik Megara {BMNI
askah Yang Berkenaan Dengan PengeloJaan Barang

PL 00 OS Penyimpanan Barang Dan DiatribWli
Naskah Yang Berkenaan Dengan Penyimpanan Barang
Dan
Dtstribust Lelang Antara Lain:

Penyimpanan Inventarts Kekayaan egara yang
meliputi:
- Surat Bukti Barang Masuk
- Surat Bukti Pengeluaran Barang
Pendistribusian

SuratJaJan

- Barang Inventarts Kantor /Barang Bergerak
[Penawaran Pengumuman Pemenang, oaftar
Rekanan, Sampai Dengan Kontrak Dan Serah
Tertma Barang

- Barang Investasi Penawaran Pengumuman
Pemenang, Daftar Rekanan, Sampai Dengan
Kontrak Dan Serah Terima Barang
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DL0011 Rencana Tahunan Diktat

DL00 10 Registrasi Sertifikasi/S'tTPL Peserta Diktat
Naskah Yang Berkenaan Dengan Registrast
Sertifikasi/S'ITPL Peserta Dtklat Antara Lain:

Surat Permohonan Kode Registfasi
Buku Registrasi
Sural Penyampaian Kode Registrasi

DL00 09 Sistem Informasi Dildat
Naskah Yang Berkenaan Dengan Sistem lnformasi
Diktat Antara Lain:

Data Lernbaga Diklat
Data. Prasarana Diklat
Data. Sarana Dildat
Data. Pengelola Diklat
Data Penyelenggara Dlklat
Data. Widyaiswara
Data. Program Diklat

DL00 08 Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kearsipan
Naskah Yang Berkenaan Dengan Sertifikasi Sumber
Daya
Manusia Kearsipan antara lain:

Surat Permohonan Sertifikasi
Laporan Verlflkasl lapangan
Berita Acara Rapat Verillkasl
Bertta Acara Rapat TIm Penilai
Sura keputusan Penetapan Sertifikasi
Sertifikat Sertlfikasi
Laporan Sertifikasi Lernbaga Diklat

antara lain:
Surat Permohonan Akreditasi
Laporan Verifikasi Lapangan
Berlta Acara Rapat Verillkasl
Berita Acara Rapat 11mPenilai
Surat Keputusan Penetapan Akreditasi
Sertiflkat Akreditasi
Laporan Akreditasi Lembaga Dlklat

DL00 0'1 Akredi.tasi Lembaga Diktat
Naskah Yang Berkenaan Dengan Akreditasi Lernbaga

otulenNaskah Yang Berkenaan Dengan
Soslalisasi/Repat Koordlnasl Kebijakan Diklat

DL00 05 Sal'an/Rekomendasi Penyelenggaraan Diktat
Naskah Yang Berkenaan Dengan Saran/Rekomendasi
Penyelenggaraan Dildat

DL0006 Notulen Sosialisasi/Repat Koordinasi Kebijakan

DL00 04 Panduan Fasilitator
Naskah Yang Berkenaan Dengan Panduan Fasilltator

Diklat

Dildat
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DL 00 16 Evaiuasi Alumni Pase& Diktat
Naskah Yang Berkenaan Dengan Evaluasl Alumni Pasca
Diklat

Evaluasi
DL 00 15 Evaiuasi Penyelenggaraan Diktat

Naskah Yang Berkenaan oengan
Penyelenggaraan Diklat

Laporan
DL 00 14 Laporan Penyelenggaraan Diktat

Naskah Yang Berkenaan Dengan
Penyelenggaraan Diklat

DL 00 13 Penyelenggaraan Diktat
Naskah Yang Berkenaan Dengan Penyelenggaman
Diklat Antara Lain:

Surat Pemanggilan Peserta
Surat Keputusan Tim Penyelenggara Diklat
Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat
Panduan Diklat
Laporan Panitia Penyelenggara Diklat
Sambutan Pembukaan Penyelenggaraan Dlklat
Daftar Peserta Diklat
Oaftar Hadir Widyaiswara
Bahan Ajar Dlklit
Oaftar Hadir Peserta Diklat
Hasil Forrnulasi Evaluasi Peserta Diklat
Sertifikasl/ S'ITPL
Sambutan Penutupan Diklat

Rencan a
DL 00 12 Renca.aa Penyelenggaraan Dildat

Naskah Yang Berkenaan Dengan
Penyelenggaraan Dlklat

Naskah Yang Berkenaan Dengan Rencana Tahunan
Diklat
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SUGENG SUMBARJO

ttd.

PLT. KEPALABADANPENGAWASTENAGANUKLIR

REP BUK INDONESIA,

P2STPFRZR

OE2

3. Direktorat Pengaturan OP2FRZR
Pengawasan Pasilitas
Radiasi dan Zat Radloaktlf

4. Direktorat Pengaturan DP2IBN
Pengawasan Instalasi dan
Bahan Nuklir

Oepu ti Bidang Pengkajian
Keselamatan Nuldir
1. Pusat Pengkajian Sistem dan

Teknologi Pengawasan
Fasilitas Radiasi dan Zat
Radloaktif

2. Pusat Pengkajian Sistem dan P2STPlBN
Teknologi Pengawasan
Instalasi dan Bahan Nuklir

c.

D. Sekretarts utama SET
1. Biro Perencanaan lnformasi BPIK

dan Keuangan
2. Biro Hukum, Kerja Sarna, BHKK

dan Komunikasl Publik
3. Biro Organisasi dan mum BOU
4. Inspektorat I S
5. Balm Pendidlkan dan BOL

Pelatihan

5. Direktorat Keteknikan dan
Kesiapslagaan Nuklir

B. Deputi Bidang Perijinan dan DE 1
Inspeksl
J. Direktorat Perijinan Fasll1tas DPFRZR

Radiasi dan Zat Radioaktif
2. Direktorat Perijinan tnstalasi DPlBN

dan Bahan Nuklir
3. Direktorat lnspekst Fastlitas DIFRZR

Radiasi dan Zat Radioaktif
4. Direktorat Inspeksi Instalasi DllBN

dan Bahan Nuklir

A. KepalaBAPEl'EN K

NO. UN1T KERJA/UNlT PENGOI.AH KODE UNIT KERJA/UNlT
PENGOLAH

DKKN

c. KLASIFIKASI JABATAN STRUKTURAL
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